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Definisi Istilah

Warga yang Terkena
Dampak Proyek
(WTP)/Masyarakat/Rumah
Tangga (RTD)

Kompensasi

Tanggal Batas Waktu

Pihak yang Berhak

Keberhakan

Program Pemulihan Mata
Pencaharian

LARAP

Mengacu kepada orang atau orang-orang, masyarakat adat atau masyarakat
lokal, swasta atau lembaga publik yang dipindahkan (fisik atau ekonomi)
sebagai akibat dari dampak sementara selama konstruksi, pembatasan
penggunaan lahan atau pembatasan akses ke kawasan yang peruntukannya
telah ditunjuk secara hukum dan kawasan lindung. Komunitas/rumah
tangga/orang yang terkena dampak adalah mereka yang memanfaatkan,
mengendalikan, atau memiliki tanah yang terkena dampak atau benda-benda
non-tanah.

Pembayaran dalam bentuk tunai atau natura (misalnya tanah untuk tanah)
untuk mengganti kehilangan tanah, perumahan, pendapatan, dan aset lainnya
yang disebabkan oleh Proyek. Semua kompensasi didasarkan pada prinsip
biaya penggantian, yang merupakan metode penilaian aset untuk
menggantikan kerugian pada nilai pasar saat ini, dan setiap biaya transaksi
seperti biaya administrasi, pajak, biaya pendaftaran dan sertifikasi. Dengan
tidak adanya pasaran harga yang berfungsi, diperlukan struktur kompensasi
yang memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk memulihkan
mata pencaharian mereka minimal setara dengan kondisi sebelum adanya
proses pemindahan atau pembatasan akses.

Tanggal Batas Waktu adalah tanggal dimulainya sensus aset yang terkena
dampak. Tanggal batas waktu juga bisa mengacu pada tanggal saat penentuan
batas area proyek (sebelum sensus dilakukan), asalkan sudah ada penyebaran
informasi kepada warga di area proyek sebelum dan selama proses sensus,
untuk mencegah masuknya populasi lebih lanjut ke dalam area proyek.

Mengacu kepada siapa pun yang telah menetap di area sub proyek sebelum
tanggal batas waktu terkena dampak karena (i) kehilangan tempat tinggal, (ii)
kehilangan aset (tanah, ruang di atas dan di bawah permukaan tanah,
bangunan, pabrik, dan benda-benda yang terkait dengan tanah) dan/atau
kemampuan untuk mengakses aset tersebut, secara permanen atau
sementara, atau (iii) kerugian lain yang dapat dinilai, seperti biaya transaksi,
bunga, kehilangan tanah sisa, kehilangan sumber pendapatan atau mata
pencaharian terlepas dari relokasi, perpindahan profesi, dan jenis kerugian lain
yang dinyatakan oleh pengalih, akan berhak atas kompensasi dan/atau
bantuan).

Berbagai upaya mitigasi yang terdiri dari pemberian kompensasi, dukungan
pemulihan pendapatan, bantuan pindah, substitusi pendapatan, dukungan
relokasi, dan lain-lain yang diterima oleh WTP, tergantung pada jenis dan tingkat
kehilangan mereka, untuk memulihkan standar kehidupan ekonomi dan sosial
mereka.

Upaya pengembalian mata pencaharian produktif terhadap orang yang
dipindahkan untuk memungkinkan peningkatan pendapatan yang setara atau,
jika mungkin, lebih baik dari sebelum adanya pemukiman kembali.

Merupakan program yang dirancang dengan berbagai kegiatan yang bertujuan
untuk mendukung orang-orang yang terkena dampak agar dapat memulihkan
pendapatan/mata pencaharian mereka ke tingkat sebelum adanya proyek.
Program ini disusun berdasarkan hasil survei dan konsultasi sosial-ekonomi
orang yang terkena dampak, sehingga program yang dilaksanakan akan sesuai
dengan yang dibutuhkan.
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Pemukiman Kembali
Secara Tidak Sukarela

Pengadaan Tanah

Konsultasi Bermakna

Pengadaan tanah yang
dinegosiasikan

Rehabilitasi

Relokasi

Mengacu pada pemindahan fisik dan ekonomi sebagai akibat dari (i)
pengadaan tanah secara tidak sukarela, atau (ii) pembatasan secara tidak
sukarela atas penggunaan lahan atau pembatasan akses ke kawasan yang
ditunjuk secara hukum dan kawasan yang dilindungi. Pemindahan seperti itu
dapat seluruhnya atau sebagian, permanen atau sementara.

Ketika orang-orang yang dipindahkan tidak memiliki hak untuk menolak
pengadaan tanah oleh negara yang mengakibatkan perpindahan mereka. Hal
tersebut terjadi ketika tanah diperoleh melalui (i) pengambil alihan dengan
menggunakan kekuatan otoritas negara, atau (ii) tanah diperoleh melalui
penyelesaian yang dinegosiasikan dimana penetapan harga yang
dinegosiasikan dalam suatu proses di mana pengambilalihan akan menjadi
konsekuensi jika terjadi kegagalan dalam perundingan.

Proses di mana seorang individu, rumah tangga, perusahaan atau institusi
swasta diharuskan oleh institusi yang membutuhkan tanah untuk kepentingan
publik, untuk melepaskan semua atau sebagian dari tanah yang dimilikinya atau
dikuasainya bagi kepemilikan dan penguasaan insitusi tersebut dengan
imbalan kompensasi biaya penggantian.

Suatu proses yang (i) dilakukan di di awal tahap persiapan proyek dan
dilaksanakan secara berkelanjutan/terus menerus sepanjang siklus proyek; (ii)
memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai yang dapat
dimengerti dan mudah diakses oleh orang-orang yang terkena dampak secara
tepat waktu; (iii) dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau
paksaan; (iv) inklusif dan responsif gender, dan disesuaikan dengan kebutuhan
kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan (v) memungkinkan
penggabungan semua pandangan yang relevan dari orang-orang yang terkena
dampak dan pemangku kepentingan lainnya ke dalam pengambilan keputusan,
seperti desain proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan
peluang pembangunan, dan masalah pelaksanaan.

Institusi yang membutuhkan tanah dapat melakukan pengadaan tanah secara
langsung dengan pemiliknya masing-masing melalui negosiasi, berdasarkan
hasil penilaian dari Jasa Penilai atau Penilai Publik agar lebih efisien.!

Bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai atau natura untuk warga yang
terkena dampak proyek (terutama kelompok rentan) karena kehilangan aset
produktif, pendapatan, pekerjaan atau sumber kehidupan, untuk melengkapi
pembayaran kompensasi untuk aset yang bebaskan, untuk mencapai,
setidaknya, pemulihan standar hidup dan kualitas hidup

Pemindahan fisik warga yang terkena dampak dari tempat tinggal dan/atau
bisnisnya yang disebabkan oleh adanya proyek.

Warga yang terkena
dampak serius

Kelompok rentan

Mereka yang mengalami dampak signifikan/besar karena (i) kehilangan 10%
atau lebih dari total lahan produktif, aset, dan/atau sumber pendapatan mereka
karena proyek; dan/atau (ii) relokasi karena sisa tanah perumahan yang tidak
memadai untuk dibangun kembali.

Kelompok-kelompok orang yang terkena dampak yang mungkin menghadapi
risiko lebih besar untuk termarginalisasi atau terpinggirkan disebabkan oleh
dampak pemukiman kembali dan secara khusus meliputi: (i) rumah tangga yang

1 Per Peraturan No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah) butir 53, dan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pasal 34

LARAP
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dikepalai oleh wanita, orang tua, atau orang cacat, (ii) rumah tangga yang
berada di bawah indikator kemiskinan yang berlaku umum. (iii) rumah tangga
yang tidak memiliki tanah, dan (iv) masyarakat adat.

LARAP
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Ringkasan Eksekutif

1.

LARAP

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) ditunjuk oleh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) Indonesia sebagai institusi pelaksana Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano,
yang terletak di Desa Waesano, di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
(selanjutnya disebut sebagai “Proyek"). Proyek ini adalah bagian dari program pengeboran-
eksplorasi yang disponsori pemerintah bersama dengan Bank Dunia di bawah Proyek
Pengembangan Energi Hulu Panas Bumi - Geothermal Energy Upstream Development Project
(GEUDP).

Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali - Land Acquisition and Resettlement
Action Plan (LARAP) ini disiapkan sebagai bagian dari komitmen PT SMI untuk memenuhi
Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial - Environmental and Social Management
Framework (ESMF) GEUDP untuk sub-proyek yang membutuhkan pengadaan tanah secara
tidak sukarela. Tujuan dari LARAP ini adalah untuk mengkaji ruang lingkup dampak dari seluruh
lahan yang dibutuhkan Proyek, sertamemberikan panduan mengenai pendekatan pelaksanaan
pengadaan tanah untuk Proyek. Uraian tentang skema pengadaan tanah dan pemukiman
kembali Proyek akan dibahas dalam hal bagaimana pelaksanaannya, baik melalui sewa tanah
milik perorangan atau pinjam pakai, dan bagaimana pelaksanaannya berdasarkan kepatuhan
terhadap peraturan hukum Pemerintah Indonesia dan ESMF GEUDP, dengan mengacu pada
Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.12 tentang Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.

Ringkasan dampak pengadaan tanah Proyek adalah sebagai berikut:

e Sewa terhadap 88 bidang tanah dengan luas sekitar 170.872 m2 yang dimiliki oleh 62
Kepala Keluarga (KK)/rumah tangga, yang digunakan untuk area eksplorasi Proyek (well
pad dan fasilitas pendukungnya);

¢ Kompensasi atas 35 bidang tanah dengan luas 6.685 m2 milik 20 KK/rumah tangga yang
diakibatkan oleh pelebaran jalan akses;

e Total 5 (lima) bidang tanah bukan milik perorangan berupa asetdari Dinas Kehutanan,
pemerintah desa, dan tanah komunal milik masyarakat dusun Nunang; dan

e Sekitar 23.479 tanaman dan pohon di atas tanah, serta 6 (enam) unit pondok
perkebunan akan terkena dampak.

Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal kondisi
sosial-ekonomi Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek (WTP) dan data keluarga mereka.
Survei dilakukan terhadap 68 dari 82 (83%) rumah tangga terkena dampak (RTD), karena 14
RTD lainnya tidak ada ditempat saat survei dilakukan. Survet detil aset yang akan terkena
dampak akan dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat dengan tujuan untuk
memverifikasi hasil survei kadastral terhadap tanah yang terkena dampak, identifikasi dan
inventarisasi aset non tanah untuk memastikan semua tanah bebas dari konflik kepemilikan.
Pemilik tanah dan aset terkena dampak lainnya akan dilibatkan saat survei detil aset yang
terkena dampak. Hasil survei detil ini akan dijadikan referensi final untuk pembayaran
kompensasi dan sewa.

Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi 63 RTD yang termasuk dalam kelompok rentan dan
kelompok yang terkena dampak serius dengan kategori sebagai berikut:

e 42 orang kepala rumah tangga perempuan, kepala rumah tangga lansia, dan keluarga yang
hidup di bawah garis kemiskinan kabupaten, diidentifikasi sebagai kelompok rentan; dan

e 58 orang mengalami dampak serius, karena kehilangan 10% atau lebih tanah produktif dan
atau pendapatannya.
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Untuk pelaksanaan proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk proyek,
serangkaian persyaratan peraturan dan standar praktik terbaik juga disajikan untuk memberikan
panduan kewajiban minimum Proyek atas kompensasi tanah dengan nilai penggantian penuh,
seperti yang disajikan dalam Bagian 5 laporan ini. Sementara itu sebagian besar hak dan
perhitungan ganti rugi tanah akan dilakukan berdasarkan SPI 204 MAPPI, yang menetapkan
ketentuan kompensasi untuk kehilangan fisik dan non-fisik, yang mencerminkan prinsip
penggantian penuh seperti yang dipersyaratkan dalam Resettlement Policy Framework (RPF)
dalam ESMF.

Kelayakan, tanggal batas waktu, dan keberhakan untuk masing-masing orang yang terkena
dampak diringkas sebagai berikut:

¢ RTD yang berhak mendapatkan kompensasi termasuk orang yang memiliki bukti kepemilikan
formal maupun non formal atas tanah yang dibebaskan keseluruhan atau sebagian maupun
mereka yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal atas tanah tersebut, tetapi memiliki bukti
klaim atas tanah tersebut yang diakui berdasarkan hukum nasional, misalnya: melalui
pembayaran pajak; orang membudidayakan tanah lebih dari 10 tahun; dan institusi yang
memiliki hak atas tanah berdasarkan hukum Indonesia;

e Tanggal batas waktu (cut off date) mengacu pada tanggal ketika pengukuran kadastral
diselesaikan, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2018, dan telah disebarluaskan kepada WTP
selama sosialisasi pengadaan tanah. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi masalah
yang berkaitan dengan kompensasi, potensi adanya pihak tertentu yang akan mengambil
keuntungan dan potensi dampak negatif lainnya. Setelah batas waktu, mereka yang
melanggar batas wilayah proyek, atau salah satu dari sub proyek, tidak berhak atas
kompensasi atau bantuan lainnya;

o Kompensasi, Penilaian, dan Keberhakan. Matrik keberhakan telah dibuat dengan mencakup
kerugian dan kompensasi serta bantuan yang akan diberikan untuk Warga yang Terkena
Dampak Proyek. Kompensasi, sewa dan bantuan akan diberikan dalam bentuk tunai atau
bentuk lain seperti yang disetujui oleh WTP dan PT SMI untuk lahan pertanian yang terkena
dampak, struktur sekunder pohon, dan tanaman dengan biaya penggantian, sebagaimana
ditentukan oleh penilai independen, tanpa depresiasi. Selain itu, bantuan terus berlangsung,
diperluas melalui unit Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT SMI untuk mencakup
kegiatan pemulihan mata pencaharian/pendapatan.

Biaya yang diperlukan untuk pengadaan tanah kurang lebih sebesar Rp 10.615.584.753,- atau
USD 758.256,- termasuk untuk biaya sewa dan kompensasi aset yang ada di atas tanah, biaya
program pemulihan mata pencaharian dan biaya operasional pelaksanaan pengadaan tanah.

Partisipasi dan Pengungkapan. Serangkaian konsultasi telah dilaksanakan dengan seluruh
masyarakat terkena dampak, pemerintah kabupaten dan kecamatan sampai ke tingkat desa,
melalui kepala desa dan tokoh adat (tua golo). Isu, perhatian/kekhawatiran dan saran dari
masyarakat sudah dicatat dan dimasukkan ke dalam rencana aksi di dokumen LARAP ini. Setelah
mendapat persetujuan dari Bank Dunia, dokumen LARAP akan diperbanyak dan dimuat di laman
situs PT SMI dan Bank Dunia, dan juga di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat lokal dalam
bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya. Informasi proyek akan tersedia untuk masyarakat lokal dalam bentuk leaflet atau brosur
dalam bahasa Indonesia.

Pelaksanaan LARAP ini akan melibatkan unit internal di PT SMI dan Tim Proyek di PMU, termasuk
Tim Safeguard PMU dan Tenaga Ahli Sosial, Exploration Site Team (EST) — khususnya Site
Manager dan Community Relations Officer. Dalam hubungannya dengan pihak luar, PT SMI PMU
Safeguard Team dan EST akan bekerjasama dengan Pemerintah Manggarai Barat dalam seluruh
proses pengadaan tanah dengan jadwal seperti tercantum dalam Bab 10 laporan ini.

Sebagai bagian dari strategi pelibatan pemangku kepentingan, prosedur penanganan keluhan
sudah disusun dan disampaikan kepada RTD selama sosialisasi. Di tingkat lapangan, orang yang
menyampaikan keluhan dapat menyampaikan keluhan/pertanyaannya melalui kotak keluhan

LARAP
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(drop box) yang tersedia di setiap dusun dan kantor kecamatan dan atau nomor telepon
selulerkhusus untuk keperluan penanganan keluhan ini yang dikelola oleh PMU. Mekanisme
penanganan keluhan ini akan disebarluaskan lebih lanjut kepada masyarakat dengan dicantumkan
dalam booklet yang ditempel di fasilitas publik di dusun-dusun. Pengelolaan penanganan keluhan
akan dibuat dan dimasukkan dalam laporan monitoring pelaksanaan pengelolaan dampak
lingkungan dan sosial yang disusun secara berkala..

12. Tim Safeguards PMU akan melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi komponen
pelaksanaan LARAP. Jika diperlukan, pemantau independen untuk mengevaluasi dan mengkaji
pelaksanaan pengadaan tanah akan dilibatkan. Laporan pelaksanaan akan disusun pada tahap
akhir proses pelaksanaan pengadaan tanah dan akan dikirimkan ke Kementerian Keuangan dan
Bank Dunia.

LARAP
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1.

1.2.

Pendahuluan

Latar Belakang

Dengan potensi energi panas bumi yang teridentifikasi di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah
menetapkan program pengeboran-eksplorasi yang disponsori oleh pemerintah dalam kemitraan
dengan Bank Dunia di bawah Proyek Pengembangan Energi Hulu Panas Bumi - Geothermal
Energy Upstream Development Project (GEUDP), untuk mengelola hambatan pembangunan
tenaga panas bumi karena risiko besar dan biaya mahal yang terkait dengan eksplorasi sumber
daya. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) akan menjadi salah satu insitusi
pelaksana program berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan Indonesia. Dari sudut
pandang teknis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) - Ministry of Energy and
Mineral Resources (MEMR) di bawah Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi
Energi (Ditien EBTKE) dan Unit Geologi (Badan Geologi - BG) akan mengambil bagian aktif
dalam program ini. Program ini akan difokuskan pada area lapangan hijau di bagian timur
Indonesia.

Berdasarkan rekomendasi dari ESDM, PT SMI mengusulkan lokasi eksplorasi panas bumi
pertama di Desa Waesano di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores (selanjutnya disebut
"Proyek"). Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano adalah salah satu dari beberapa proyek
yang direncanakan oleh Pemerintah untuk memfasilitasi fase eksplorasi dan mengirimkan data
ke pasar tentang sumber daya panas bumi yang dapat dieksploitasi. Kegiatan tersebut akan
dilakukan untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan di Indonesia dan untuk
mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor energi.

Mengikuti rencana Proyek untuk mencari pendanaan dari Bank Dunia, AECOM sebelumnya
ditugaskan untuk mengembangkan suatu Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman
Kembali Pendahuluan (Preliminary LARAP) untuk memenuhi persyaratan dari Bank Dunia untuk
mengelola pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela, sebagaimana yang
telah diadopsi oleh PT SMI dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial -
Environmental and Social Management Framework (ESMF) GEUDP untuk Proyek
Pengembangan Hulu Energi Panas Bumi (lihat Bagian 5.3). Karena Proyek saat ini masih dalam
tahap desain dan informasi rinci mengenai lahan yang diperlukan untuk pengembangannya
belum tersedia, maka LARAP Pendahuluan dikembangkan sebagai kajian awal berdasarkan
informasi umum tanpa berkonsultasi langsung dengan orang-orang yang terkena dampak
Proyek (lihat Ringkasan Akhir LARAP Pendahuluan, Maret 2018). Telah disetujui oleh Bank
Dunia bahwa LARAP akan diperbarui pada tahap Proyek selanjutnya setelah persyaratan tanah
dan lokasi untuk masing-masing fasilitas Proyek telah dikonfirmasi.

Pada bulan Juli 2018 Proyek melakukan survei kadastral dan penilaian batas kepemilikan tanah
pada lokasi Proyek yang telah dikonfirmasi, dan AECOM ditugaskan kembali untuk melakukan
studi LARAP saat ini melalui sensus sosial-ekonomi kepada rumah tangga yang terkena dampak.
Sensus dilakukan berdasarkan informasi kepemilikan tanah yang diberikan oleh PT SMI dalam
Draft Laporan Survei Kepemilikan Tanah. PT SMI akan berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk
melakukan verifikasi daftar WTP dan kerugian yang timbul sebelum melakukan pembayaran.
Diskusi lebih lanjut tentang tujuan laporan ini, ruang lingkup pengadaan tanah dan pemukiman
kembali, serta keterbatasan pendekatan dan studi disediakan di bagian-bagian berikut.

Lingkup LARAP

5. LARAP ini disusun dengan mengacu pada desain final untuk:

LARAP

Area proyek (well pad dan fasilitas penunjang seperti base camp, fasilitas pengolahan air
untuk pengeboran, kantor kontraktor dan area pembuangan)

Pelebaran jalan kabupaten menuju area proyek, dimana terdapat 23 titik pelebaran sepanjang
ruas jalan kabupaten tersebut yang akan digunakan untuk mobilisasi alat berat dan material.
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Secara khusus LARAP ini disusun untuk memastikan pengadaan tanah sebisa mungkin akan
dihindari atau diminimalkan, dimitigasi atau dikompensasi melalui proses kajian sosial sebagai
bagian dari kajian lingkungan dan sosial. PT SMI akan mengacu pada ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan Bank Dunia (WB OP 4.12 ) tentang Involuntary
Resettlement sebagaimana diacu pada Resettlement Policy Framework (dalam ESMF) untuk
menghindari, memulihkan dan memitigasi dampak dari proses ini.

Struktur Laporan

6. LARAP ini disusun sebagai berikut:

LARAP

Bagian 1: Pengantar laporan, latar belakang; tujuan dan struktur laporan;
Bagian 2: Deskripsi proyek yang berisi penjelasan tentang kegiatan eksplorasi dan lokasinya;

Bagian 3: Dampak potensial Proyek yang menjelaskan komponen kegiatan yang membutuhkan
pengadaan tanah dan potensi dampak yang akan timbul:

Bagian 4: Survei Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga Terkena Dampak (RTD) Proyek, yang
mendeskripsikan jumlah RTD yang disurvei dan informasi dasar mengenaii orang yang terkena dampak,
termasuk karakteristik rumah tangga mereka, situasi ekonomi dan mata pencaharian, status tanah dan
sistem penguasaan tanah, serta persepsi yang dimiliki;

Bagian 5: Analisis Hukum menyediakan kerangka kerja peraturan dan kebijakan yang berlaku yang
digunakan oleh Proyek untuk pengadaan tanah maupun peraturan yang relevan lainnya, baik Peraturan
Pemerintah Indonesia maupun Peraturan Bank Dunia;

Bagian 6: Keberhakan, Bantuan dan Manfaat yang akan diberikan Proyek untuk warga yang asetnya
digunakan untuk proyek. Dijelaskan juga tentang tanggal batas waktu dimana RTD berhak untuk
mendapatkan penggantian;

Bagian 7: Penilaian Aset dan Perhitungan Kompensasi Aset yang Dibebaskan Untuk Proyek;

Bagian 8: Konsultasi, Partisipasi dan Keterbukaan Informasi menggambarkan keterlibatan pemangku
kepentingan yang dilakukan pada saat awal hingga saat ini, dan rekomendasi untuk pelibatan pemangku
kepentingan di masa depan dan yang sedang berlangsung dalam pelaksanaan LARAP;

Bagian 9: Pengaturan dan Organisasi pelaksana pengadaan tanah untuk Proyek menyajikan pengaturan
dan tanggung jawab organisasi untuk berbagai skema proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali
pada fasilitas utama dan pelebaran jalan;

Bagian 10: Jadwal Pelaksanaan memberikan jadwal waktu yang ditunjukkan untuk pelaksanaan LARAP;

Bagian 11: Laporan Biaya dan Anggaran tentang perkiraan biaya dan anggaran untuk pengadaan tanah
serta untuk melaksanakan pemulihan mata pencaharian;

Bagian 12: Mekanisme Penanganan Keluhan mencakup mekanisme keluhan Proyek untuk menangani
keluhan yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah; dan

Bagian 13: Pemantauan dan Pelaporan menggambarkan rencana Proyek untuk melakukan pemantauan
rutin terhadap proses pengadaan tanah dan pemulihan mata pencaharian penduduk yang terkena
dampak.
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10.

11.

Deskripsi Proyek

Status Proyek

Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano dimaksudkan untuk memfasilitasi investasi dalam
energi panas bumi dan untuk memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk
eksplorasi panas bumi. Fokus Proyek adalah pada pengembangan potensi tenaga panas bumi
di Pulau Flores, di mana tingkat elektrifikasi paling rendah, tingkat kemiskinan tertinggi dan
pembangkit listrik sangat bergantung pada diesel. Investasi dalam energi panas bumi diharapkan
memiliki manfaat jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia, diversifikasi
pembangkitan listrik, dan keamanan energi.

Untuk memanfaatkan energi panas bumi, sumur produksi dibor ke dalam air panas yang
terkandung di dalam kerak bumi - reservoir panas bumi. Setelah reservoir panas bumi ini
disadap, air dan uap yang dipanaskan naik ke permukaan tempat uap dipisahkan dan digunakan
untuk menggerakkan turbin uap, yang kemudian menghasilkan energi mekanis yang dapat
dimanfaatkan sebagai listrik. Air asin dan kondensat dikembalikan melalui sumur penginjeksian
kembali ke reservoir panas bumi.

Nama Proyek berdasarkan beberapa laporan dirujuk sebagai Proyek Eksplorasi Panas Bumi
Waesano?, sedangkan nama Sano Nggoang digunakan dalam dokumen lain seperti
Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat serta beberapa segmen dari Laporan
Penapisan. Nama Waesano® mengacu pada nama desa tempat proyek pertama kali dimulai,
sedangkan Sano Nggoang adalah nama danau, yang juga digunakan sebagai nama desa dan
kecamatan. Meskipun "Waesano" dan "Sano Nggoang" digunakan secara bergantian dalam
referensi, dokumen ini akan menggunakan "Waesano" sebagai nama proyek.

Proyek Waesano akan diawali dengan kegiatan eksplorasi pengembangan panas bumi,
dimana didalamnya termasuk kegiatan pengurusan perizinan dan survei lapangan, pengadaan
tanah, rekrutmen tenaga kerja, pembukaan dan persiapan lahan, mobilisasi peralatan dan
material, peningkatan akses jalan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan well pad
(sumur pengeboran), pengeboran eksplorasi, pengujian sumur, penutupan lokasi, dan
pengembalian kondisi tanah seperti sedia kala serta revegetasi situs. Proyek masih dalam tahap
perencanaan, tata letak dan operasi dapat berubah sesuai dengan evaluasi yang sedang
berlangsung. Saat ini, kegiatan eksplorasi akan dilakukan dalam area maksimum 1,5 ha untuk
well pad pengeboran slimhole dan 2,5 ha untuk well pad pengeboran standar, dengan
kedalaman masing-masing sumur mencapai 1.500 - 2.500 meter. Kegiatan eksplorasi akan
dibagi menjadi Fase 1 dan Fase 2. Fase 1 akan mencakup tiga pengeboran lubang ramping yang
dipilih di well pad A, B, atau E. Cakupan kegiatan di Tahap 2 akan mencakup satu pengeboran
lubang standar di setiap well pad yang dipilih setelah Fase 1 selesai. Lokasi alternatif untuk well
pad telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan Proyek. Perkiraan total
kebutuhan lahan untuk pembangunan proyek disajikan pada Bagian 2.3.2.

Dapat dipahami bahwa eksploitasi panas bumi adalah fase pengembangan terpisah yang tidak
akan menjadi bagian dari proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano. Sifat dan skala fase
eksploitasi belum terdeskripsikan dengan baik pada saat penyusunan LARAP ini. Jika eksplorasi
menyimpulkan bahwa sumber daya panas bumi cukup untuk produksi energi, dan ada
permintaan yang cukup untuk pembangkit listrik tambahan di Flores, sumber daya tersebut dapat
dikembangkan pada tahap eksploitasi, dimana proses pengadaan tanahnya juga akan dilakukan
secara terpisah.

2 Kerangka Acuan untuk Proyek Waesano, RFP, 2016; Pemutaran Perlindungan Sosial dan Lingkungan GEUDP dari Situs
Potensial untuk Pengembangan Panas Bumi di Indonesia Timur - Laporan Penyaringan untuk Waesano, Maret 2016

8 Menurut Badan Pusat Statistik, bentuk tertulis dari nama desa menggunakan 2 kata - “Waesano”. Nama proyek panas bumi
akan menggunakan "Waesano" sebagai satu kata

LARAP
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13.

14.
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Lokasi Proyek

Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano lokasi utamanya terletak di Desa Waesano di Kecamatan
Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Lokasi
kegiatan termasuk usulan 4 area well pad (WS-A, B, D, dan E), dan fasilitas utama. Ukuran total
dari kegiatan eksplorasi panas bumi yang diusulkan adalah sekitar 10 km? terletak di sekitar Danau
Sano Nggoang, sebuah danau kawah sulfur berdiameter 2,5 km di pusat Gunung Waesano, di
sudut barat daya Pulau Flores. Peta lokasi Proyek ditunjukkan pada Gambar 2-1 di bawah ini.

Meskipun lokasinya hanya sekitar 35 km sebelah timur Labuan Bajo, ibukota Kabupaten
Manggarai Barat, karena kondisi jalan yang buruk pada 23 km terakhir menuju lokasi, dibutuhkan
waktu sekitar dua hingga tiga jam untuk mencapai lokasi proyek. Jalan aspal dari Labuan Bajo ke
Wae Lolos, titik masuk ke Werang, yang merupakan ibu kota Kecamatan Sano Nggoang, dalam
kondisi baik, meskipun ada beberapa lubang yang ditemukan di jalan dari Wae Lolos ke Werang.
Jalan dari Werang ke danau dalam kondisi buruk.

Desa Waesano dihubungkan oleh Jalan Trans Flores dari Pelabuhan Labuan Bajo ke jalan utama
kabupaten Manggarai Barat, dan jalan akses desa setempat. Jalan utama (Trans Flores Highway)
adalah jalan aspal dengan lebar 38 km dan lebar 6 m; jalan akses lokal yang ada yang
menghubungkan jalan utama dan lokasi proyek juga merupakan jalan aspal dengan lebar 2 km
dan panjang 23 km. Beberapa pekerjaan peningkatan dan pelebaran jalan direncanakan di
sepanjang jalan ini untuk memungkinkan pengangkutan rig pengeboran dan peralatan
pendukungnya.

LARAP
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Gambar 2-1 Fasilitas Eksplorasi Proyek Waesano yang Diusulkan
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FIGURE 3 - SITE MAP
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3.

3.1
15.

16.

17.

Dampak Potensial

Komponen Proyek yang Membutuhkan Lahan

Tapak proyek untuk well pads (sumur pengeboran), base camp, fasilitas pengolahan air
pengeboran, kantor kontraktor dan Area Penampungan Hasil Galian untuk Proyek terletak di
Dusun Lempe, Nunang dan Dasak di Desa Waesano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten
Manggarai Barat. Selain itu, karena jalan lokal tidak dapat mengakomodasi peningkatan volume
lalu lintas proyek yang berpotensi berdampak pada kenyamanan dan keamanan masyarakat,
proyek ini akan melakukan perbaikan jalan dan pembangunan beberapa jembatan, jalan pintas
baru di jalan kabupaten serta pelebaran beberapa titik di ruas jalan kabupaten.

Daftar fasilitas eksplorasi Proyek yang membutuhkan pengadaan tanah adalah sebagai berikut,
sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Survei Kadastral Final (Survei Kepemilikan Tanah, yang
dilakukan oleh Jacobs) (juga terlihat pada Gambar 3-1):

o Well pad WS-A (slim hole) dan WS-A (standard hole), termasuk Area laydown, Kamp
Kontraktor Sipil, Area Penampungan Material Hasil Galian No. 3, dan Area Pengolahan Air
untuk Pengeboran 1;

o  Well pad WS-B (slim hole) dan WS-B (standard hole), termasuk Area Laydown Konstruksi;

o  Well pad WS-D (slim hole) dan WS-D (standard hole), termasuk Area Penampungan Material
Hasil Galian 1, dan jalan pintas Baru di Jalan Kabupaten ke Well pad WS-D (slim hole);

o  Well pad WS-E (slim hole) dan WS-E (standard hole), termasuk Area Penampungan Hasil
Galian 2 dan Jalan Kabupaten ke Well Pad WS-D;

e Area Basecamp Untuk Kegiatan Pengeboran (slim hole) dan Area Basecamp Untuk Kegiatan
Pengeboran (standard hole), termasuk Area Pengolahan Air untuk Pengeboran 2 dan
persimpangan jalan ke sumur WS-D dan Area Pengolahan Air untuk Pengeboran 2;

¢ Area Penampungan Material Hasil Galian No. 4, Penampungan Material Hasil Galian No. 5,
dan Penampungan Material Hasil Galian No. 6;

e Gali dan uruk di Km 27,4 Jalan Umum Trans Flores; dan

e Pelebaran Jalan Kabupaten yang ada di STA 0 + 740, STA 1 + 300, STA 2 + 050, STA2 +
450, STA 3 + 820, STA5 + 500, STA5 + 580, STA6 + 590, STA6 + 730, STA7 + 080 ke STA
7 + 280, STA7 + 370, STA 10 + 430, STA 12 + 640, STA 12 + 690, STA 17 + 420, STA 17 +
660, STA 18 + 830, STA 18 + 830, STA 19 + 000 , dan STA 21 + 350.

Total area untuk well pad yang diusulkan dan fasilitas pendukung sekitar 17,76 hektar, dengan
total 123 bidang tanah yang terkena dampak. Rincian masing-masing area disediakan pada
Tabel 3-1

Tabel 3-1 Kebutuhan Lahan

. Bidang
Perkiraan Luas AR
Fasilitas Proyek Kebutuhan Lahan s
(M) Terkena
Dampak
Well pad WS-A (slim hole dan standard hole), Area laydown, basecamp 44.253,923 27
Kontraktor Sipil, dan Area Penampungan material hasil galian No.3
Area Pengolahan Air Pengeboran 1 2.165,547 3
Well pad WS-B (slim hole dan standard hole) dan Area Laydown 28.446,089 27
Well pad WS-D (slim hole dan standard hole) 23.909,36 1
Tempat Penampungan material hasil galian No. 1 11.239,86 2

LARAP
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Perkiraan Luas Talr?:;jha;:ng
Fasilitas Proyek KebutL;:i;Lahan Terkena
Dampak
Jalan Pintas Baru ke WS-D (STA 1 + 100) 1.738,66 1
Well pad WS-E (slim hole dan standard hole) dan Area Penampungan 33.460,45 8
Hasil Galian No. 2
Area basecampp Pengeboran Dasar (slim hole dan standard hole) 8.351,914 6
Area Pengolahan Air Pengeboran 2 2.415,165 1
Persimpangan Jalan ke Area Pengolahan Air pengeboran 2 dan ke Well 820,237 3
pad WS-D
Area Penampungan material hasil galian No. 4 5,296,256 5
Area Penampungan material hasil galian No. 5 3.711,171 3
Area Penampungan material hasil galian No. 6 5.064,248 1
Peningkatan Jalan Umum menuju WS-D (STA 0+330) 266,983 1
Peningkatan Jalan Umum menuju WS-D (STA 0+700) 667,187 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di KM 27.4 317,690 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 0+740 112,063 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 1+300 495,381 2
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 2+050 48,861 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 2+450 497,434 2
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 3+820 104,968 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 5+500 114,474 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 5+870 105,852 2
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 6+590 114,344 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 6+730 95,160 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 7+080 to STA 7+280 617,838 5
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 7+370 748,116 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 10+430 28,368 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 12+640 54,794 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 12+690 354,335 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 17+420 52,749 2
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 17+660 46,738 1
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 18+830 885,816 4
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 19+000 545,054 2
Pelebaran Jalan Umum Trans Flores di STA 21+350 411,345 2
TOTAL 177,558.43 123

Sumber: Laporan Survei Akhir Kepemilikan Tanah (Jacobs, September 2018)

* Perkiraan area diambil dari gambar survei kadaster berdasarkan status kepemilikan tanah saat ini. Kantor Pertanahan
Manggarai Barat (BPN Kabupaten Manggarai Barat) akan melakukan pengukuran terperinci atas aset yang terkena dampak

untuk digunakan sebagai rujukan akhir pembayaran.

18. Untuk tahap proyek selanjutnya, fase eksploitasi, operasi pembangkit listrik geothermal akan

membutuhkan pengadaan tanah untuk fasilitas utama termasuk pembangkit tenaga listrik, ruang
kontrol operasi, menara pendingin, pipa uap, jalan akses dan fasilitas pendukung termasuk gardu,
jalur transmisi, dan lain-lain. Pembangkit listrik akan membutuhkan maksimum 1 ha, terlepas dari
teknologi pembangkitan yang dipilih (pembangkit biner biasanya memiliki footprint yang lebih
besar daripada kondensasi pembangkit uap, tetapi keduanya harus sesuai dengan area 1 ha ini).

LARAP
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Kemungkinan besar bahwa akses akan dilakukan dengan perluasan dari well pad yang ada dan,
mengingat topografi yang kasar, hal tersebut akan membutuhkan sekitar 3 km jalan baru yang
akan dibangun. Namun, hal ini baru akan dikonfirmasikan setelah fase eksplorasi Proyek selesai.
LARAP terpisah akan disiapkan untuk setiap tanah yang dibebaskan atau aset lain yang diperlukan
jika eksploitasi diajukan.

LARAP
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LARAP

12



\
SMi

P SARKNA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERD)

3.2. Ruang Lingkup Dampak

19. Data WTP dan kerugiannya disebutkan dalam dokumen LARAP ini dengan mengacu pada hasil
pengukuran kadaster. Pengukuran kadaster dilakukan untuk menentukan batas area yang
diperlukan untuk area proyek, termasuk jalan akses. Survei kadaster telah dilakukan dengan
melakukan sensus yang melibatkan pemilik asset terdampak dan didampingi oleh staf apparat
desa, melakukan pengukuran batas lahan yang digunakan untuk proyek dan inventarisasi asset
bukan lahan pada lahan terdampak. Pengukuran tanah melelui kadaster akan diverifikasi oleh
BPN Manggarai Barat, badan yang memiliki wewenang untuk menerbitkanhasil pengukuran
lahan secara formal. Verifikasi dari BPN juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa lahan
terdampak bebas dari adanya sengketa kepemilikan. Hasil verifikasi BPN akan digunakan
sebagai referensi untuk pemenuhan syarat pembayaran kompensasi lahan terdampak untuk
pelebaran jalan akses dan sewa untuk lahan terdampak di area utama proyek

20.  Survei sosio- ekonomi rumah tangga dilakukan oleh AECOM pada bulan September 2018 untuk
memperoleh informasi tentang status kepemilihan lahan dan kondisi sosial ekonomi dari WTP
dalam menentukan tingkat keseriusan (severity) dan kerentanan (vulnerability) WTP. Survei
sosio-ekonomi rumah tangga dilakukan pada 68 dari 83 WTP (83%), sebanyak 14 WTP lainnya
tidak ada di tepat selama pelaksanaan survei tersebut.

21.  Menurut survei pengukuran kadaster dan survei sosio-ekonomi rumah tangga, teridentifikasi
sebanyak total 82 orang terkena dampak proyek yang memiliki 123 bidang tanah, 1 tanah
komunal dan 4 tanah desa yang akan terdampak oleh proyek. 62 WTP dari total 82 WTP akan
terdampak sementara oleh pembangunan well pad dan fasilitas proyek, sedangkan 20 WTP
lainnya akan terdampak secara permanen atau akan diambil untuk pelebaran jalan akses.
Tabel 3-2 menunjukkan ringkasan ruang lingkup dampak sosial.

Tabel 3-2 Ruang Lingkup Dampak

Jumlah Aset
Aset Yang Hilang/WTP
Well pad dan fasilitas Pelebaran Jalan Akses
pendukungnya
Total tanah terkena dampak plot 88 35
m? 170.872,88 6.685,55
Orang terkena dampak Laki Laki KK 55 20
Perempuan KK 7 0
Tanah kehutanan plot 3 0
m? 26.315,21 0
Tanah komunal plot 1 0
) 909,76

m
Tanah milik desa plot 3 1
m? 531,07 237,90
Penggarap Laki Laki KK 3 2
Perempuan KK 0 0

Bangunan sekunder terkena dampak
(pondok di kebun)

Laki Laki KK 6 0
- Warga terkena dampak (WTP) Perempuan KK 0 0
- Bangunan terkena dampak Pondok unit 6 0
- Luasan yang terkena dampak m? 38 0
Tanaman terkena dampak:
Tanaman/pohon Jumlah pohon 4.460 39
Pohon buah buahan Jumlah pohon 1.291 43
Tanaman tahunan Jumlah pohon 9.645 13

LARAP
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Jumlah Aset
Aset Yang Hilang/WTP
WEINEGRERRESIES Pelebaran Jalan Akses
pendukungnya

. Jumlah 2
Tanaman semusim pohon/rumpun 7,986
Kelompok rentan*:
- Perempuan Orang/KK 6 1
- Lanjut Usia Orang/KK 10 0
- Kepala keluarga wanita (janda) Orang/KK 5 0
- Kepala keluarga lansia Orang/KK 7 2
- Keluarga miskin Orang/KK 31 3
Kelompok terkena dampak serius*:
- Tanah terkena dampak 210% Orang/KK 43 0
- Penghasilanya berkurang 210% Orang/KK 43 3

3.3.
22.

3.4.
23.

3.5.
24,

LARAP

Sumber: Laporan Akhir Survei Kepemilikan Tanah (Jacobs, September 2018)

Kelompok Rentan (Vulnerable)

Beberapa pihak, yang diidentifikasi sebagai pihak yang rentan, akan lebih terpengaruh oleh
pengadaan tanah Proyek karena keadaan mereka saat ini. Kategorisasi kerentanan berikut ini
dinilai mengacu pada survei kadastral dan survei sosial ekonomi:

e Perempuan kepala rumah tangga - di antara pemilik tanah perempuan yang teridentifikasi, 5
perempuan adalah kepala rumah tangga;

o Kepala rumah tangga lansia - di antara lansia yang diidentifikasi, 9 orang adalah kepala
rumah tangga; dan

o Keluarga miskin yang diidentifikasi berdasarkan garis kemiskinan kabupaten dimana
jumlahnya ada 34 WTP hidup di bawah garis kemiskinan kabupaten.

Kelompok Yang Terkena Dampak Serius

Mengacu pada ESMF GEUDP, kelompok yang terkena dampak serius didefinisikan sebagai
orang terkena dampak (i) yang 10% atau lebih tanah produktifnya disewa atau digunakan untuk
proyek, (ii) yang harus relokasi, dan/atau (iii) kehilangan 10% atau lebih dari total sumber
pendapatanya karena adanya proyek. Berdasarkan survei kadastral dan survei sosial ekonomi
rumah tangga, dapat diidentifikasi kelompok yang terkena dampak serius adalah sebagai berikut:

e 43 orang mengalami kehilangan tanah 10% atau lebih — yang didefinisikan dengan
membandingkan total kepemilikan tanah rumah tangga dengan hilangnya tanah yang terkena
dampak Proyek; dan

e 46 orang mengalami kehilangan pendapatan 10% atau lebih - yang didefinisikan dengan
membandingkan pendapatan yang dihasilkan dari lahan pertanian produktif yang terkena
dampak terhadap total pendapatan rumah tangga. Perlu dicatat, tidak semua lahan yang
terkena dampak ditanami dengan tanaman produktif sehingga beberapa pendapatan yang
dihasilkan lebih rendah dari yang lain, sementara beberapa WTP bergantung pada lahan
yang terkena dampak untuk pendapatan rumah tangga mereka, yang mengakibatkan
hilangnya pendapatan secara signifikan, yaitu 10% atau lebih.

Pada Tabel 3-3 di bawah ini ditunjukkan rincian WTP yang rentan dan terkena dampak serius,
sedangkan nama WTP dan kerugian mereka disampaikan pada Tabel 3-4.
Petani penggarap

Studi LARAP mengidentifikasi lima WTP yang dikategorikan sebagai petani penggarap di tanah
milik WTP sebagai berikut:

e Penggarap di tanah yang dimiliki oleh Serpatius Senaman, yang tanahnya akan digunakan
untuk well pad WS-B;

14
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e Penggarap di tanah milik Paulus Din, yang tanahnya akan digunakan untuk well pad WS-

e Penggarap di tanah yang dimiliki oleh Flavianus Wely Daud, yang tanahnya akan
digunakan untuk well pad WS-E;

e Penggarap di tanah milik Antonius Suhardi, yang tanahnya akan terkena dampak
pelebaran jalan; dan

e Penggarap di tanah milik Damianus Ndalung, yang tanahnya akan terkena dampak
pelebaran jalan.

Namun, perlu dicatat seperti yang diidentifikasi dari dokumen ESIA dan Preliminary LARAP,
umumnya petani penggarap akan bekerja di banyak lahan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga mereka. Oleh karena itu, hilangnya tanah sementara dan pendapatan tidak akan
berdampak signifikan bagi mereka. Konfirmasi data petani penggarap akan perlu dilakukan
selama data WTP Verifikasi ATR/BPN, yang direncanakan akan dilakukan sebelum pembayaran
kompensasi tanah.

Tabel 3-3 WTP Kelompok Rentan dan Kelompok Yang Terkena Dampak Serius

Kategori yang Terdampak
Parah

Kategori Rentan

Kepala Kepala Miskin 10% atau 10% atau
Rumah Rumah lebih lebih
Tangga Tangga kehilangan kehilangan

\WERIIEY Lansia tanah pendapatan

No Nama

1 Fianus Daud (Flavianus Wely N
Daud)

2. Petrus Lapur v

3. Yohanes Krisostomus Purnama v y
4. Yusup Usma v v
5.  Florianus Sonjo v v
6.  Sisilia Nawun \ y v y
7. Stefanus Rabu v v
8. Usman Sidik v N
9. Hendrikus Habur v \/
10.  Arnoldus Viktor Terang v v
11.  Siprianus Sudarti v v
12.  Anastasia Anu \ y v y
13.  Donatus Hana v y
14.  Ismail Sion v v
15. Kristina Keros (a/n Petrus N N

Samat)

16.  Martinus Madur y v v
17.  Yohanes Bechemans Pedo v \
18.  Maksimus Mal v

19.  Tinus Baru y v v
20. Marhaul y v v
21. Eduardus F.H.W. Medang v

22.  Yohanes (lan) Harung v

23.  Nikolaus Olen v

24.  Martinus Maksi y v

LARAP
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Kategori Rentan Kategori yang Terdampak

Parah
Kepala Kepala Miskin 10% atau 10% atau
RUINE Rumah lebih lebih
Tangga Tangga kehilangan kehilangan
Wanita Lansia tanah endapatan
25.  Fransiskus Toka Mose
Maria Margarita Muen v
26. (Martianus Madur in Jacob R
Report)
27.  Afentinus Swardi v v v
28. Marselus Sambul y v
29.  Frederikus Janu y v \/
30. Damasius Daman N v
31.  Alosyus Huladarma v v
32.  Mateus Aku y v y
33.  Yusup Saban y v
34.  Andreas Jebarus v y
35.  Mustami v \/
36.  Maksimus Hambur A v
37.  Aloysius Datut y v y
38.  Markus Masi N v N
39. Nico Gego y v y
40. Damianus Daud (Damidau) v v
41.  Yosep Ance v v \/
42. Belasius Sijaga v v
43.  Serpatius Senaman v
44.  Siprianus Jalu y y
45.  Raimundus Rabu V v
46. Maria Mia \/
47.  Valentinus Emang v
48.  Yoseph Erwin Rahmat y y
49.  Kanis Hola \/
50.  Sisi Nalus v V
51. Tomas Turuk v
52.  Adrianus Handu 3 y \/
53.  Andrianus Stefani \/
54.  Yosep Subi v
55.  Nikolaus Ambuk y v
56. Damianus Ndalung \/ v
57.  Yohanes Aben y \/
58.  Aloysius Sahu \
59. Maria Mia y V V
60.  Paulus Din v

LARAP
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Kategori yang Terdampak

Kategori Rentan Eral

Kepala Kepala Miskin 10% atau 10% atau

Rumah Rumah lebih lebih
Tangga Tangga kehilangan kehilangan
Wanita Lansia tanah endapatan

61. Petrus Samat

62.  Sirilus Hamsi

63. Bernadus Jemalu N

Sumber: Studi LARAP, 2018

LARAP
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Table 3 - 4 Daftar Warga Terkena Dampak (WTP)

Total Tanah %
Tanah Terkena Untuk Area UElielr Status” Yang S Tanah
Kepemilikan imiliki Yang
(m?) Tanah PImIIK Terkena Yang
(m?)* Terkena

Berkurangn
ya
Pendapatan
*

femiligiianat Proyek dan Fasilitasnya [[ETkens

1 Tadius _Tahun (a/n WS-A/Laydown Area/Civil 2.939.77 SKBPT 5.600,00 } 52,50 3548
Anastasia Anu) Contractor
2 Eduardus F.H.W. WS-A/Laydown Area/Civil 1.370,79 SKBPT 1.371,00 ) 99,98 952
Medang Contractor
3 Fransiskus Toka WS-A/Laydown Area/Civil 1.858,00 SKBPT 3.600,00 ) 51,61 4.94
Mose Contractor
4 Nico Gego WS-AlLaydown Area/Civil 4.112,00 SKBPT 11.480,00 - 35,82 10,72
Contractor
WS-A/Laydown Area/Civil
5 Alosyus Huladarma Contractor, Area Pengolahan 13.321,11 SKBPT 22.810,00 - 58,40 5,05
Air 1, Camp Pengeboran
6 Frans Ama Area Pengolahan Air 1 & 348,23 SKBPT 65.000,00 - 0,54 0,01
Camp Pengeboran
7 \H(er]i:ss (lan) Area Pengolahan Air 1 3.335,07 SKBPT 3.335,00 - 100,00 44,57
8 Yoseph Erwin Camp Pengeboran 953,09 SKBPT 13.680,00 - 6,97 88,53
Rahmat
9 Donatus Hana Camp Pengeboran 3.454,29 SKBPT 11.455,00 - 30,16 41,59
10 Yohanes Camp Pengeboran 1.915,93 SKBPT 10.526,44 - 18,20 22,20
Bechemans Pedo
1" Kanis Hola Camp Pengeboran 152,70 SKBPT 2.000,00 - 7,64 52,00
12 Tinus Baru Camp Pengeboran 323,27 SKBPT 1.188,25 - 27,21 25,54
13 Marhaul Camp Pengeboran 1.662,64 SKBPT 3.912,00 - 42,50 72,07
14 Nikolaus Olen Camp Pengeboran 1.864,00 Tidak  ada 1.864,00 - 100,00 90,57
dokumentasi
15 Afentinus Swardi Camp Pengeboran 1.866,27 SKBPT 1.866,00 - 100,00 89,35
16 Adrianus Handu Camp Pengeboran 247,01 SKBPT 7.100,00 - 3,48 26,06
17 Marselus Sambul Camp Pengeboran 437,12 SKBPT 437,12 - 100,00 100,00
18 Frederikus Janu Camp Pengeboran 4.003,51 SKBPT 10.000,00 - 40,04 93,02

LARAP
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Total Tanah %

Tanah Status Strukur Berkurangn
Pemilik Tanah 'Iganah Terkeng_ Unils - Ane Terkena Kepemilikan Y?”.g. . Yang U ya
royek dan Fasilitasnya 2 Tanah Dimiliki Terkena Yang Pendapatan
(m?) (m?)* Terkena 4 p
19 Mateus Aku Camp Pengeboran 375,18 SKBPT 525,00 - 71,46 56,02
20 Damianus — Daud Camp Pengeboran 2.389,35 SKBPT 20.000,00 - 11,95 8,74
(Damidau)
21 Yosep Ance Camp Pengeboran 2.848,26 SKBPT 8.500,00 - 33,51 14,96
22 Belasius Sijaga Camp Pengeboran 1.423,38 SKBPT 5.720,00 - 24,88 27,05
23 Aleksander Lambut WS-B 47,32 No doc 2.100,00 - 2,25 0,57
L 11.625,00 -
24 Siprianus Jalu WS-B 912,38 SKBPT 1.954.00 7,85 76,56
1.954,00 -
25 Petrus Lapur WS-B 1.094,69 SKBPT 3.800.00 56,02 0,00
Yohanes -
26 Krisostomus WS-B 1.890,71 SKBPT 3.800,00 49,76 76,86
14.300,00
Purnama
27 Raimundus Rabu WS-B 410,00 SKBPT 14.300,00 - 2,87 16,87
28 Paulus Din WS-B 77,00 SKBPT 4.600,00 - 1,67 48,90
29 Hendrikus Habur WS-B 829,77 SKBPT 3.900,00 - 21,28 53,83
30 Arnoldus - Viktor WS-B 3.000,80 SKBPT 7.360,00 - 40,77 47,34
erang
31 Maria Mia WS-B 331,11 Tidak ~ ada 10.900,00 - 3,04 53,66
dokumentasi
32 Valentinus Emang WS-B 378,92 SKBPT 4.600,00 - 8,24 12,27
33 Kristina Keros  (a/n WS-B 7.999,00 SKBPT 12.003,24 - 66,64 52,13
Petrus Samat)
34 Martinus Madur WS-B 926,42 SKBPT 1.301,42 - 71,19 21,19
35 Maksimus Mal WS-B 5.222,00 SKBPT 8.220,00 - 63,53 2,76
36 Agus Jamu WS-B 104,73 SKBPT 5.101,48 - 2,05 0,00
Maria Margarita -
Muen (Martianus
37 Madur in Jacob WS-B 1.130,87 SKBPT 1.630,92 69,34 81,82
Report)
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Total Tanah
o Tanah Terkena Untuk Area Uelizll sl o Yang S BT AETE
Pemilik Tanah = o Terkena Kepemilikan S Yang ya
royek dan Fasilitasnya 2 Dimiliki
(m?) Tanah (m?)* Terkena Pendapatan
38 Tomas Turuk WS-B 132,82 SKBPT 3.034,00 - 4,38 23,97
39 Sisi Nalus Ws-B 265,08 Tidak ~ ada 3.200,00 - 8,28 49,08
dokumentasi
40 Martinus Maksi Ws-B 4.049,69 Tidak  ada 21.800,00 - 18,58 8,68
dokumentasi
41 Damasius Daman WS-B 868,13 SKBPT 3.900,00 - 22,26 9,24
42 Bene Banu WS-B 592,71 SKBPT 23.500,00 - 2,52 4,12
43 Serpatius Senaman WS-B 8.311,84 SKBPT 46.570,00 - 17,85 0,00
. 1 unit
Fianus Daud
44 (Flavianus Wely WS-E & Area Penampungan 3.435,48 SKBPT 4.000,00 pondok 85,89 0,00
material hasil galian 2 perkebun
Daud) 2
an (6 m?)
1 unit
45 Yusup Usma WS-E & Area Penampungan 10.549,13 Tidak  ada 15.001,75 pondok 10, 85,34
material hasil galian 2 dokumentasi perkebun 32
an (8 m?)
1 unit
46 Usman Sidik WS-E & Area Penampungan 6.357,15 SKBPT 6.357,00 pondok 100,00 94,02
material hasil galian 2 perkebun
an (6 m?)
1 unit
47 Siprianus Sudarti WS-E & Area Penampungan 4.071,94 SKBPT 12.071,94 pondok 33,73 25,46
material hasil galian 2 perkebun
an (6 m?)
o WS-E & Area Penampungan
48 Ismail Sion material hasil galian 2 3453,98 SKBPT 19943,00 - 17,32 6,64
WS-E & Area Penampungan 1on dotmt
49 Florianus Sonjo material hasil galian 2, Jalan 5.859,75 SKBPT 5.958,24 P 98,35 89,41
STA 0+330 perkebun
an (6 m?)
Tidak  ada 1 unit
50 Stefanus Rabu Pengolahan Air 2 2.704,33 - 2.705,16 pondok 99,97 16,87
dokumentasi perkebun
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Pemilik Tanah

Tanah Terkena Untuk Area

Proyek dan Fasilitasnya

Tanah
Terkena
(m?)

Status
Kepemilikan
Tanah

Total Tanah
Yang
Dimiliki
(m?*

Strukur
Yang
Terkena

%
Tanah
Yang
Terkena

Berkurangn
ya
Pendapatan
*

51 Sirilus Hamsi Pengolahan Air 2 531,07 SKBPT 8.000,00 - 6,64 3,45
52 Yusup Saban Area Penampungan material 1.724,54 SKBPT 6.000,00 - 28,74 6,11
hasil galian 4
53 Andreas Jebarus Area Penampungan material 928,59 SKBPT 4.920,00 - 18,87 59,59
hasil galian 4
54 Mustami Area Penampungan material 1.142,83 SKBPT 2.550,00 - 44,82 87,73
hasil galian 4
55 Maksimus Hambur Area Penampungan material 1.321,37 SKBPT 12.430,00 - 10,63 61,87
hasil galian 4
56 Selerinus Sedan Arega Pgnampungan material 178,93 SKBPT 10.850,00 1,65 6.15
Endon hasil galian 4
57 Aloysius Datut Area Penampungan material 1.076,81 SKBPT 4.000,00 26,92 27.83
hasil galian 5
58 Markus Masi Area Penampungan material 2.339,51 SKBPT 8.750,00 2674 80,71
hasil galian 5
59 Andrianus Stefani Area Penampungan material 295,00 SKBPT 7.416,00 3,98 83,63
hasil galian 5
60 Sisilia Nawun Area Penampungan material 5.064.25 SKBPT 17.118,95 - 2058 57,35
hasil galian 6
61 Yosep Subi Pelebaran Jalan 48,86 SKBPT 11.650,00 - 0,42 27,54
62 Antonius Hardi Pelebaran Jalan 295,32 SKBPT 12.750,00 - 2,32 8,54
63 Bernadus Jemalu Pelebaran Jalan 114,47 SKBPT 16.500,00 - 0,69 0,27
64 Nikolaus Ambuk Pelebaran Jalan 105,85 SKBPT 7.376,00 . 1,44 18,38
65 Damianus Ndalung Pelebaran Jalan 114,34 SKBPT 34.050,00 - 0,34 32,84
66 Yohanes Aben Pelebaran Jalan 95,16 SKBPT 15.000,00 - 0,63 42,38
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Tanah Status Ulsiee] Uaelr Strukur 4 Berkurangn
o Tanah Terkena Untuk Area o Yang Tanah g
Pemilik Tanah = o Terkena Kepemilikan S Yang ya
royek dan Fasilitasnya 2 Dimiliki Yang
(m?) Tanah 2% Terkena Pendapatan
(m?) Terkena .

67 Aloysius Sahu Pelebaran Jalan 409,13 SKBPT 38.125,00 - 1,07 29,13
68 Ali Saedun Pelebaran Jalan 112,06 SKBPT 20.000,00 - 0,56 2,09

Sumber: Laporan Akhir Survei Kepemilikan Tanah dan Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga yang dilakukan selama Persiapan LARAP, tidak termasuk 14 WTP yang tidak dapat diwawancara - Final Land
Ownership Survey Report (Jacob, September 2018) and Socio Economic Household Survey conducted during preparation of LARAP
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4.

25.

26.

27.

41.

28.

29.

SMi

Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga dari
Orang yang Terkena Dampak Proyek

Seperti disebutkan dalam bab sebelumnya, pengumpulan informasi dasar survei rumah tangga
sosial ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan lahan yang terkena dampak melalui
wawancara kuesioner kepada rumah tangga yang terkena dampak, dilakukan pada 19-29 Agustus
2018 (formulir kuesioner dilampirkan dalam Lampiran A). Survei tersebut lebih fokus pada survei
sosial ekonomi untuk setiap rumah tangga yang terkena dampak untuk mencari persepsi dan
penerimaan terhadap rencana pengadaan tanah, serta mengidentifikasi beberapa masalah
potensial dengan masalah kepemilikan tanah yang tumpang tindih.

Beberapa keterbatasan studi dialami selama pengembangan laporan ini:

e Survei sosial-ekonomi orang-orang yang terkena dampak dilakukan pada 19-29 Agustus
2018 berdasarkan informasi kepemilikan tanah yang diberikan oleh PT SMI dalam Draft
Laporan Survei Kepemilikan Tanah pada tanggal 16 Agustus 2018. Data kepemilikan tanah
untuk beberapa fasilitas (termasuk untuk WS-E, kamp pengeboran, Penampungan material hasil
galian 5, dan pelebaran jalan) belum dikonfirmasi sebelum kunjungan ke lapangan, dan oleh
karena itu ada beberapa perbedaan dalam jumlah akhir orang-orang yang terkena dampak.
Laporan Akhir Kepemilikan Tanah diterima pada 3 September 2018;

e Dalam kasus di mana orang-orang yang terkena dampak tidak ada di rumah selama periode
sensus, salah satu anggota rumah tangga hadir di rumah (misalnya istri atau anak laki-laki
dewasa (usia 18 tahun atau lebih) diwawancarai sebagai gantinya —ada 5 (lima) kasus; dan

e 1 (satu) orang (yaitu Serpatius Senaman yang tanahnya akan terkena dampak Well Pad WS-
B) bepergian ke luar kota, sehingga diwawancarai melalui panggilan telepon, dan oleh karena
itu hanya dapat memberikan informasi terbatas.

Mengingat keterbatasan tersebut, survei sosial ekonomi dilakukan terhadap 68 dari 82 (83%)
WTP, sementara sisa 14 WTP tidak tersedia untuk diwawancarai selama waktu survei dilakukan.
Survei Pengukuran Terperinci — Detailed Measurement Survey (DMS) akan dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat) untuk
memverifikasi pengukuran tanah yang terkena dampak, identifikasi dan inventarisasi aset non-
tanah yang terkena dampak dan memastikan semua bebas dari sengketa kepemilikan dari pemilik.
Pemilik tanah dan aset lain yang terkena dampak akan ikut serta selama proses pengukuran
(DMS). Hasil DMS akan digunakan sebagai referensi akhir untuk pembayaran kompensasi dan
sewa.

Wawancara Pemangku Kepentingan dan Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga WTP

Sebagian besar konsultasi pemangku kepentingan telah dilakukan selama Studi Pendahuluan
LARAP. Hasil konsultasi telah dimasukkan dalam Laporan Pendahuluan LARAP (Maret 2018), dan
Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan/SEP (Juni 2018). Wawancara pemangku
kepentingan tambahan dilakukan dengan Camat Sano Nggoang, Kepala Desa Waesano, dan
pemimpin adat (lihat

Tabel 4-1).
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Tabel 4-1 Wawancara pemangku kepentingan selama Studi LARAP

Pemangku Kepentingan

Tanggal
Wawancara

Catatan Diskusi Utama

1 Tu’a Golo Lempe

21 Agustus 2018

Diskusi tentang rencana pengadaan tanah yang telah
diketahui oleh orang-orang yang terkena dampak di Ta'al
dan komunikasi dengan Tu'a Golo.

2 Tu’a Golo Ta’al

25 Agustus 2018

Diskusi tentang rencana pengadaan tanah yang telah
diketahui oleh orang-orang yang terkena dampak di Ta'al
dan komunikasi dengan Tu'a Golo.

3 Tu’a Golo Nunang

26 Agustus 2018

Mengonfirmasi status kepemilikan tanah dari salah satu
bidang tanah yang terkena dampak dengan nama
Martianus Madur, namun pada awalnya dimiliki oleh
Marita Muen (sepupunya), dan sistem warisan tanah
patrilineal historis di Waesano yang telah memudar.

Diskusi mengenai keberatan dari beberapa anggota
masyarakat terhadap kegiatan Proyek karena mis.
peningkatan kehadiran non-lokal dengan budaya dan
kepercayaan yang berbeda.

Tu'a Golo menyatakan bahwa untuk masalah pengadaan
tanah, Kepala Desa tidak memiliki wewenang karena
kepemilikan tanah adalah hak individu. Kewenangan
kepala desa hanya tentang administrasi, sedangkan
untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah adat
adalah wewenang Tu'a Golo. Tu'a Golo menyatakan
dukungannya untuk Proyek ini dan meminta agar setiap
tahap kegiatan dilakukan untuk dikoordinasikan dengan
Tu'a Golo.

Kepedulian terhadap Proyek sebagaimana yang

4 Kepala Desa Waesano 26 Agustus 2018  direncanakan, termasuk dampak lingkungan dari kegiatan
well pads kepada masyarakat terdekat.
Diskusi mengenai perhatian dari masyarakat tentang
berbagai informasi yang didapatoleh masyarakat lokal

5 Kepala Dusun Lempe 27 Agustus 2018 dari berbagai sumber mengenai dampak Proyek. Selain

itu, dengan kehadiran proyek diharapkan adanya
pengembangan desa di masa depan.

6 Camat Sano Nggoang

27 August 2018

Memahami proses umum yang biasanya dilakukan untuk
mendapatkan tanah untuk pembangunan kepentingan
umum seperti pelebaran jalan dan peningkatan, dan
saran bagi Proyek untuk sesegera mungkin melakukan
pertemuan sosialisasi untuk menjelaskan rencana
pelebaran jalan kepada masyarakat yang terkena
dampak untuk mendapatkan persetujuan.

4.2. Gambaran Umum Hasil Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga

30. Area proyek yang menarik mencakup tanah yang dimiliki secara individual oleh masyarakat
setempat, yang berasal dari etnis Manggara. Secara khusus, di Desa Waesano, penduduk
setempat mengidentifikasi diri mereka sebagai komunitas Mata Wae, kelompok sub-etnis
masyarakat Manggarai, dengan wilayah yang jelas (hamente) di wilayah Sano Nggoang dan
sekitarnya. Mereka umumnya memiliki identitas dan tradisi yang sama dengan kelompok sub-etnis
lainnya di Manggarai. Yang membedakan mereka adalah mereka memiliki dialek dan beberapa
tradisi yang unik. Secara khusus mereka mengenali diri mereka sebagai orang Mata Wae, yang
merupakan identitas yang berbeda dari komunitas Manggarai yang lebih besar. Ini menunjukkan
bahwa identitas masyarakat lokal Desa Waesano sebagai Mata Wae adalah bagian yang sangat
kuat dari identitas mereka. Sebagai contoh, mereka mengakui bahwa sebagai Mata Wae mereka
memiliki daerah khusus yang disebut Hamente Mata Wae, dengan leluhur atau daerah desa lama
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31.

(kampung). Dalam beberapa cerita lokal mereka menyebutkan bahwa mereka tidak pernah
meninggalkan daerah danau Sano Nggoang dan sekitarnya. Dengan demikian, wilayah orang
Mata Wae adalah khusus di dalam wilayah Danau Sano Nggoang. Terlepas dari cerita ini, tidak
ada perbedaan spesifik antara orang-orang Mata Wae ini dengan masyarakat lainnya di daerah
proyek dan terintegrasi dengan baik dengan orang Manggarai. Proyek ini juga akan berdampak
pada masyarakat di luar Desa Waesano, terutama pemilik tanah di sepanjang jalan utama di mana
lokasi pelebaran jalan akan membutuhkan proses pengadaan tanah. Secara umum, karakteristik
masyarakat mirip dengan yang ada di komunitas Waesano.

Menurut Survei Akhir Kepemilikan Tanah (diterima pada 3 September 2018) sebagian besar status
kepemilikan tanah didasarkan pada Surat Referensi Kepemilikan Tanah (SKBPT) yang diakui oleh
Kepala Desa. Namun, survei LARAP juga mengidentifikasi bahwa sebagian besar pemilik tanah
membayar pajak atas tanah mereka; oleh karena itu, kepemilikan bukti Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) dapat dijadikan sebagai bukti lain dari hak kepemilikan mereka terhadap tanah.

4.3. Karakteristik Demografi WTP

4.3.1. Penyebaran Usia dan Jenis Kelamin

32.

33.

Dari 68 WTP yang diwawancarai, sekitar 83,33% WTP yang asetnya digunakan untuk wellpad
dan fasilitas utama lainnya berada dalam kelompok usia produktif 15 - 64 tahun dan sekitar
16,67% berusia di atas 64 tahun (kelompok usia tidak produktif) (Tabel 4-2). Usia produktif
menunjukkan bahwa pemilik tanah masih memiliki potensi untuk dipekerjakan oleh proyek
sebagai kompensasi atas hilangnya tanah yang disebabkan oleh proyek.

Tabel 4-2. Usia WTP

\[o] Kategori Umur

Well pads dan Pelebaran jalan

fasilitas utama
1 <15 0 0,00 0 0,00
2 15-64 50 83,33 6 75,00
3 >64 10 16,67 2 25,00

Sumber: Survei Lapangan LARAP, 2018

Tabel 4-3 Jenis Kelamin WTP

No Jenis kelamin

Well pads dan Pelebaran

fasilitas utama jalan
1 Male 52 86,67 8 100
2  Female 8 13,33 0 0

Sumber: Survei Lapangan LARAP, 2018

Sekitar 86,67% WTP yang terkena dampak dari wellpad dan/atau fasilitas utama adalah laki-laki
(Tabel 4-3). Meskipun ada beberapa WTP perempuan, mereka juga memiliki suara untuk
bernegosiasi atas kompensasi tanah, dengan perhatian yang cermat diberikan kepada
masyarakat rentan. Semua orang yang terkena dampak akibat pelebaran jalan adalah laki-laki.

4.3.2. Pendidikan

34.

Latar belakang pendidikan WTP diringkas dalam Tabel 4-4. Dari semua pemilik tanah yang telah
diwawancarai, hanya 1 orang yang tidak pernah bersekolah dan mayoritas adalah lulusan sekolah
dasar. Ini berarti bahwa hampir semua WTP dapat membaca, menunjukkan bahwa mereka dapat
terlibat langsung dalam proses pengadaan tanah, khususnya terkait dengan pasal-pasal dalam
perjanjian antara pemilik proyek (pemerintah) dan pemilik tanah yang terkena dampak.
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Tabel 4-4 Tingkat Pendidikan per Kategori Jenis Kelamin

Tingkat Well pad dan fasilitas utama Pelebaran Jalan
Pendidikan
Pria Wanita Total % Pria Wanita Total %
1 Sekolah dasar 25 7 32 53,33 4 0 4 50,00
Sekolah
2 menengah 10 0 10 16,67 1 0 1 12,50
pertama
Sekolah
3 menengah atas 11 0 11 18,33 2 0 2 25,00
4 Universitas 6 0 6 10,00 1 0 1 12,50
Tidak lulus /
5 tidak sekolah 0 1 1 1,67 0 0 0 0,00

Sumber: Studi LARAP, 2018

4.4.Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian

35. Sebagian besar orang di Desa Waesano bekerja di sektor pertanian dengan lebih banyak
perempuan dari pada laki-laki yang bekerja di bidang ini. Deskripsi kondisi ekonomi dan mata
pencaharian pemilik tanah disajikan pada sub-bagian berikut.

4.4.1. Mata Pencaharian WTP

36. Pengamatan dan wawancara dengan masyarakat lokal selama sensus LARAP mengidentifikasi
bahwa mayoritas rumah tangga yang diwawancarai bekerja sebagai petani sebagai mata
pencaharian utama mereka (81,67% dipengaruhi oleh wellpad dan 75% dipengaruhi oleh
pelebaran jalan). Hanya beberapa dari mereka yang bekerja sebagai pegawai swasta, pejabat
pemerintah, guru, tukang kayu, dan pengusaha sebagai sumber pendapatan utama rumah
tangga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hubungan mata pencaharian yang kuat
dengan tanah pertanian (perkebunan). Namun, sensus juga mengidentifikasi bahwa perkebunan
masyarakat ini dianggap perkebunan kecil yang belum dikembangkan, masih dikelola secara
tradisional di dalam keluarga (yaitu penggunaan minimum pekerja migran).

37.  Rincian lebih lanjut tentang mata pencaharian WTP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4-5 Pekerjaan WTP

Pekerjaan Well pad dan Pelebaran
Fasilitas Utama - NELED

1 Petani 49 81,67 6 75
2 Pegawai Swasta 2 3,33 1 12,5
3 Pejabat Pemerintah 3 5,00 0 0
4 Guru 2 3,33 0 0
5 Pensiunan 2 3,33 0 0
6 Penganguran 1 1,67 0 0
7 Tukang Kayu 1 1,67 0 0
8 Pengusaha 0 0,00 1 12,5

Grand Total 60 100 8 100

Sumber: Studi LARAP, 2018

38.  Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4-, total 69% petani pemilik tanah yang terkena dampak
wellpad dan/atau fasilitas utama memiliki pendidikan dasar (53,33%) dan sekolah menengah
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pertama (16,67%). Pemilik tanah dengan tingkat pendidikan menengah atas dan universitas
bekerja sebagai petani serta pekerjaan lain, seperti guru, pegawai negeri, pensiunan, dan
pengusaha. Ini adalah orang-orang yang sama yang terkena dampak pelebaran jalan.

39. Daridata ini dapat diasumsikan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi jenis pekerjaan pemilik
tanah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang untuk mencari pekerjaan selain
bertani. Sistem perkebunan jangka panjang juga memungkinkan mereka untuk dapat bekerja di
bidang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Tabel 4-6. Pendidikan dan Pekerjaan WTP yang terkena dampak Well Pad dan Fasilitas Utama

Pekerjaan %
= = = ©
c S = G ?D—Y -
Tingkat Pendidikan g % &= = >3 2 &
S%5 S5 5 s E S >
© a ) c £ o =
N 3] T < o
%) o o a a
1 Sekolah Dasar 31 1 0 0 0 0 0 0 32 53,33
Sekolah Menengah
2 Pertama 10 0 0 0 0 0 0 0 10 16,67
g SekolahMenengah 7 1 2 0 o 0 1 0 11 1833
tas
4 Universitas 0 0 1 2 2 0 0 0 5 8,33
Tidak lulus/tidak
5 bersekolah 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3,33
Total 49 2 3 2 2 1 1 0 60 100,00

Sumber: Studi LARAP, 2018

Tabel 4-7. Pendidikan dan Pekerjaan WTP yang Terkena Dampak Akibat Pelebaran Jalan Akses

Pekerjaan

- =]
Tingkat Pendidikan = ‘g § SE 8 §
s 5 5 Se< 2 3
@ £ S 9= 2 c
S $ o & S 8
[7) o o [ ]
1 Sekolah Dasar 4 0 0 0 0 0 0 0 4 50
2 Sekolah Menengah 1 0 0 0 0 0 0 0 1 125
Pertama
3 Sekolah Menengah 1 1 0 0 0 0 0 0 2 25
Atas
4 Universitas 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12,5
Tidak lulus/tidak
5  I'daklulusitida 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
bersekolah
Total 6 1 0 0 0 0 0 1 8 100

Sumber: Studi LARAP, 2018

40. Selain pemilik lahan, anggota keluarga lain dalam rumah tangga juga bekerja untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari mereka. Sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian.
Pekerjaan lainnya termasuk pegawai swasta, guru dan pegawai negeri.

LARAP
27



\

SMi

P SARKNA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERD)

Tabel 4-8 Mata Pencaharian WTP

Mata Pencaharian Rumah

Tangga yang Terkena Well pad dan Pelebaran
Dampak Fasilitas Utama Jalan

1 Petani 111 64,53 14 60,87
2 Ibu rumah tangga 20 11,63 3 13,04
3 Karyawan Swasta 18 10,47 1 4,35
4 Penganguran 9 5,23 3 13,04
5 Guru 4 2,33 1 4,35
6 Pegawai.P.er.nerintah 5 201 0 0,00

(pegawai sipil)

Pensiunan 2 1,16 0 0,00
8 Pengacara 1 0,58 0 0,00
9 Sopir 1 0,58 0 0,00
10 Tukang Kayu 1 0,58 0 0,00
11 Pengusaha 0 0,00 1 4,35

Grand Total 172 100 23 100

Sumber: Studi LARAP, 2018

4.4.2. Kepemilikan Tanah dan Penggunaan Tanah

4.42.1.
41.

42,

43.

LARAP

Kepemilikan Tanah

Secara umum, sistem sosial masyarakat Manggarai atau orang Mata Wae sangat terikat
dengan lanskap budaya mereka. Tanah bagi orang Manggarai, termasuk komunitas Mata
Wae, secara historis dan budaya sangat penting dan dianggap sebagai bagian dari identitas
individu dan komunal mereka, sebagai ibu dari komunitas dan sumber kehidupan, dan sebagai
prasyarat bagi keberadaan sebuah desa. Bukan hanya sekedar tanah, tetapi sistem kohesif
yang terdiri dari pemukiman, masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai yang
mendukungnya.

Sistem kepemilikan tanah masyarakat Waesano dirangkum sebagai berikut, sementara rincian
lebih lanjut telah diberikan dalam Laporan Akhir ESIA (Juni, 2018) dan Ringkasan Prelimimary
LARAP (Maret, 2018):

Kepemilikan tanah di Manggarai umumnya dikenal sebagai Lodok, di mana sistem pertanian
dan lahan merupakan bagian integral dari sistem pemukiman dan pemukiman yang disebut
Golo (kampung), sementara setiap desa memiliki sistem penguasaan lahan bernama Lingko,
yang merupakan sistem pengelolaan lahan komunal dari masing-masing Golo.

Dalam sistem Lingko, tanah dibagi rata oleh Tu'a Golo (pemimpin adat) kepada keluarga yang
dianggap mampu mengelola dan mengolah tanah. Pembagian setiap bidang tanah kepada
keluarga akan membentuk pola jaring laba-laba.

Sistem pewarisan tanah dilakukan berdasarkan pola patrilineal (garis keturunan berasal dari
ayah) yang diwarisi oleh seorang putra. Tetapi jika hanya ada satu anak perempuan, maka
tanah itu diserahkan kepada gadis itu.

Namun demikian, sistem penguasaan tanah tradisional ini telah memudar, dan tanah sekarang
dimiliki oleh rumah tangga secara individual/pribadi, terutama sejak 1980-an ketika pemerintah
pusat mendorong kepemilikan tanah untuk dibagi atas kepemilikan permanen dan
penggunaan lahan budidaya. Oleh karena itu, hak atas tanah sekarang secara permanen
dimiliki oleh individu. Status tanah formal diperlihatkan melalui Surat Keterangan Tanah atau
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SKT Kepala Desa atau surat pajak yang menunjukkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari
tanah tersebut.

44, Mayoritas (65%) pemilik tanah yang terkena dampak oleh well pad dan fasilitas utama memiliki
luas lahan antara 500 - 10.242 m? (rata-rata luas tanah), sementara 87,5% orang yang terkena
pelebaran jalan memiliki lebih dari 10.454 m? (lihat tabel di bawah). Hanya satu pemilik tanah
yang memiliki luas tanah di bawah 500 m2. Kepemilikan tanah di bawah 500 m? adalah salah
satu indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

Tabel 4-9 Area Kepemilikan Tanah

Total luas lahan pertanian dan

perkebunan per rumah tangga (m?) l;,z\a/:illlitpaidLSth;na A Pe‘I]eatl)aar:an
1 <500 m? 1 1,67 0 0,00
500 m? - < 10.454 m? (rata-rata luas tanah) 39 65,00 1 12,50
3 > 10.454 m? (rata-rata luas tanah) 20 33,33 7 87,50
Grand Total 60 100,00 8 100,00

Sumber: Studi LARAP, 2018

4.4.2.2. Penggunaan Lahan

45, Gambaran umum penggunaan lahan dalam rencana tapak Proyek untuk setiap fasilitas telah
dirinci dalam Ringkasan Preliminary LARAP (Maret 2018). Bagian ini akan membahas
informasi penggunaan lahan khusus untuk masing-masing bidang tanah yang terkena
dampak.

46. Perlu dicatat, penggunaan lahan masyarakat adalah untuk perkebunan karena kontur tanah
dan sumber air tidak mendukung pertanian padi. Sebagian besar penggunaan lahan pertanian
yang terkena dampak di Desa Waesano menggunakan sistem tadah hujan; hanya beberapa
sawah yang menggunakan sistem irigasi, seperti di desa Wae Lolos yang akan dilalui oleh
pelebaran jalan. Luas rata-rata kepemilikan tanah untuk masing-masing penggunaan ini
disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4-2 Rata Rata Kepemilikan Tanah

Rata-rata Luas Kepemilikan Tanah per setiap rumah
tangga (m2) (m?)

Penggunaan Lahan

Well pads dan Fasilitas Utama Pelebaran Jalan
1 Sawah dan Tanah Basah 748,66 2.359,38
2 Lahan Perkebunan 8.508,68 17.072
Total area lahan per rumah tangga 9.257,35 19.431,38

Sumber: LARAP Study, 2018

47. Penggunaan lahan dalam rencana area kepentingan Proyek (AOIl) didominasi oleh tanaman
komersial seperti kemiri, pinang, kopi, serta berbagai tanaman pangan yang ditanam secara
lokal dan digunakan untuk konsumsi rumah tangga domestik seperti kelapa, gula aren, kakao,
beras, jagung, kacang tanah, kedelai, dan sayuran umum seperti cabai, tomat, ubi, pisang,
dan singkong.

4.4.3. Tingkat Kesejahteraan

48. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, 2017), orang miskin adalah
mereka yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Tingkat kesejahteraan dinilai dengan mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran.

LARAP
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49. Biaya pengeluaran pribadi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4-,dibagi menjadi rendah,
sedang, tinggi, dan paling tinggi. Seperti yang dikeluarkan oleh BPS, tingkat pengeluaran
terendah berdasarkan garis kemiskinan 2017 di Kabupaten Manggarai Barat adalah Rp
304.277 per kapita, dan kisaran menengah ke atas adalah Rp1.481.772 per kapita. 2014-2017
adalah standar yang layak untuk tinggal di Kabupaten Manggarai Barat oleh BPS.

50. Hasil sensus LARAP 2018 menemukan bahwa 50% dari pengeluaran pribadi WTP kurang dari
Rp 304.277 per kapita per bulan; 75% WTP yang terkena dampak pelebaran jalan memiliki
biaya kurang dari Rp 304.277 (Tabel 4-11). Pengeluaran bulanan mereka lebih dari standar
hidup di Kabupaten Manggarai Barat. Biaya terbesar adalah untuk kegiatan pendidikan dan
sosial, seperti perayaan tradisional. Perayaan pernikahan tradisional biasanya mengambil
sebagian besar biaya. Jika sebuah keluarga mengadakan perayaan pernikahan, maka
pengeluaran untuk perayaan itu adalah kewajiban keluarga besar mereka (baik kaya maupun
miskin) dan jumlah sumbangan ditentukan sama untuk semua keluarga.

Tabel 4-11 Biaya per Kapita

Pengeluaran Personal

(Rp per bulan) ';Nelll_pads dan o Pelebaran
asilitas Utama Jalan
1 < 304.277* 30 50 2 25
2 304.277 — 1.481.772* 30 50 6 75
3 >1.481.772 0 0 0 0
Grand Total 60 100 8 100

Sumber: Studi LARAP, 2018

Catatan:

* 2017 Garis Kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat

** 2014-2017 Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Manggarai Barat

51. Penghasilan secara langsung memengaruhi alokasi pengeluaran keluarga. Keluarga
berpenghasilan rendah akan menggunakan sebagian besar penghasilan mereka untuk
makanan sebagai kebutuhan pokok (Suhardjo, 1989). Menurut Tabel 4-, sebagian besar WTP
(sekitar 90%) memiliki pendapatan pribadi kurang dari Upah Minimum Provinsi 2018 di Nusa
Tenggara Timur, yaitu Rp1.660.000. Sekitar 70% rumah tangga WTP berpenghasilan lebih
rendah dari garis kemiskinan 2017 Bank Dunia (sekitar US $ 1,9 per hari atau sekitar Rp.
28.324,9 per hari berdasarkan kurs 1 dolar sama dengan Rp14.908 per 26 September 2018).

52. Untuk penghasilan pribadi, sebagian besar pendapatan rumah tangga kurang dari Rp 849.747
per bulan per anggota keluarga; dengan demikian, sebagian besar pendapatan pribadi berada
di bawah garis kemiskinan Bank Dunia. Sejumlah kecil anggota rumah tangga yang terkena
dampak dari well pad dan/atau fasilitas utama (sekitar 10%) memiliki pendapatan yang
melebihi Upah Minimum Provinsi 2018 Nusa Tenggara Timur (lihat Tabel 4-).

Tabel 4-12 Penghasilan per Kapita

Pernghasilan Personal

(Rp. per bulan) Fasitas Utam e
1 <849.747% 42 70 5 62,50
2 849.747 - 1.660.000% 12 20 3 37,50
3 >1660.000 6 10 0 0,00
Grand Total 60 100 8 100,00

Sumber: Studi LARAP 2018

Catatan:

* Garis Kemiskinan Bank Dunia US$1,9/hari dalam sebulan
** 2018 Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur

LARAP
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53.

Program Keluarga Harapan

Untuk membantu keluarga miskin, berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan di
masyarakat. Program bantuan sosial yang telah diperpanjang dijelaskan dalam tabel berikut,
berdasarkan hasil dari wawancara dan sensus dengan pemilik tanah.

Tabel 4-13 Progam-Progam Bantuan Sosial

Rata-rata
Bantuan per Total

Program Bantuan Well p‘ell_d dan Pelebaran Tahun (Rp) Bantuan per
Fasilitas Jalan / per rumah Tahun (Rp)

Utama tangga

1 (Family Hope Program) 23 30,67 2 20 1.716,000 42.900.000
Program Beras Sejahtera
2 (Rastra) 16 21,33 2 20 897.222 16.150.000
3  Bantuan Personal/Bantuan 1 1,33 0 0 9.600.000 9.600.000
dari anak-anak Mereka
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial 133
4 1 E— 0 0 1.728.000 1.728.000
(National Social Security
Program)
Kartu Indonesia Pintar
5 (Indonesia Smart Cards) 1 1,33 0 0 1.200.000 1.200.000
6 Tanpa Bantuan 33 44,00 6 60 -
Grand Total 75 100,00 10 100 15.141.222 71.578.000

Sunber: Studi LARAP, 2018

54.

Dari 68 WTP yang disurvei, beberapa WTP menjadi penerima bantuan sosial; sementara
sekitar 44% WTP terkena dampak wellpads dan 60% WTP yang terkena dampak pelebaran
jalan tidak pernah menerima bantuan. Menurut peraturan, WTP yang tidak mendapatkan
program bantuan sosial dikategorikan makmur karena pendapatan rumah tangga mereka
lebih dari Rp 849.747 (garis kemiskinan Bank Dunia), sehingga mereka tidak memerlukan
program bantuan sosial dari pemerintah.

4.5. Kondisi Perumahan

55.

56.

Berdasarkan sensus LARAP 2018, status tanah terutama SPPT PBB (Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan) untuk 85% WTP yang terkena wellpad dan
62% WTP yang terkena pelebaran jalan. Namun, SPPT PBB bukan bukti kepemilikan pajak;
hanya menentukan jumlah utang yang harus dibayar subjek untuk objek pajak. Hal ini dapat
terjadi karena pemilik tidak mengganti nama SPPT PBB setelah transfer hak terjadi atau
mengganti nama di sertifikat tanah dan bangunan.

Bukti hak tanah dan bangunan yang sah adalah hak milik. Hanya sekitar 10% pemilik tanah
yang memiliki hak kepemilikan atas tanah mereka. Tabel 4- menyajikan status tanah di wilayah
proyek.

Tabel 4-14 Status Tanah

Status Tanah Well pad dan

Pelebaran
Fasilitas Utama : Jalan

1 SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak 51 85,00 5 62,50
Terhutang)

2 Hak Milik 5 8,33 2 25,00

3 Hak Pakai 1 1,67 1 12,50

LARAP
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Status Tanah Well pad dan Pelebaran
Fasilitas Utama . Jalan
4 Akta Jual Beli/Hibah 1 1,67 0 0,00
5 Lainnya 2 3,33 0 0,00
Grand Total 60 100,00 8 100,00

Sumber: Studi LARAP, 2018

57. Jenis atap yang paling umum digunakan oleh WTP yang terkena dampak dari wellpads
dan/atau fasilitas utama untuk rumah mereka adalah atap seng, sedangkan jenis dinding yang
paling umum adalah bambu (46,67%) dan semen (23,33%). Jenis lantai yang paling umum
adalah semen sebesar 68,33%, sisanya tidak memiliki lantai/tanah (18,33%), kayu (5%),
keramik (5%), dan bambu (2%). Tabel 4- menyajikan persentase kondisi bangunan rumah
dengan bahan bangunan dari semua WTP, baik yang terkena dampak dari wellpad maupun
pelebaran jalan.

Tabel 4-35 Kondisi Bangunan Rumah

Bahan Bangunan

Well pad dan Fasilitas Pelebaran
Utama - Jalan
1 Atap
Seng 60 100 8 100
2 Lantai
Semen 41 68,33 7 87,50
Tidak ada lantai / tanah 11 18,33 1 12,50
Kayu 3 5,00 0 0,00
Keramik 3 5,00 0 0,00
Bambu 2 3,33 0 0,00
3 Dinding
Bambu 28 46,67 3 37,50
Batu Bata 1 1,67 1 12,50
Kayu 5 8,33 1 12,50
Kayu Lapis 3 5,00 0 0,00
Papan kayu 7 11,67 0 0,00
Semen 14 23,33 2 25,00
Seng 2 3,33 1 12,50
TOTAL 60 100 8 100

Sumber: Studi LARAP, 2018

4.6. Persepsi Masyarakat

58. Sikap dan persepsi sebagian besar ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman. Selain itu,
latar belakang budaya dan kondisi lingkungan (baik lingkungan fisik dan lingkungan sosial)
suatu masyarakat juga dapat menentukan sikap dan persepsi terhadap suatu proyek. Sub-
bagian berikut membahas penyebaran informasi dan persepsi masyarakat tentang proyek.

4.6.1. Partisipasi dalam Sosialisasi

59. Berdasarkan wawancara dan sensus, lebih dari setengah WTP tidak terlibat dalam sosialisasi
proyek (Tabel 4-6), sehingga hanya sejumlah kecil WTP yang mengetahui skema pengadaan

LARAP
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tanah, yaitu sewa lahan. Sekitar 63% WTP yang terkena dampak pembangunan wellpad
menyatakan bahwa informasi pengadaan tanah dapat diketahui dari tim survei tanah,
tetangga, kerabat, Tu'a Golo, dan Kepala Desa. Ini menunjukkan bahwa serangkaian
pertemuan masyarakat (sosialisasi) harus diperhitungkan sebelum dimulainya pengadaan
tanah untuk mendapatkan persetujuan masyarakat terhadap proses pengadaan tanah dan
persetujuan proyek.

Tabel 4-46 Partisipasi WTP dalam Sosialisasi Proyek

Partisipasi Well pad dan Pelebaran
Fasilitas Utama Jalan
1 Hadir dalam sosialisasi proyek
Ya 29 48,33 1 12,50
Tidak 31 51,67 7 87,50
2 Bagaimana skema pengadaan tanah?
Sewa tanah 13 21,67 4 50
Lainnya 1 1,67 0 0
Tidak tahu 46 76,67 4 50
3 Selain sosialisasi, bagaimana cara
mengetahui informasi pengadaan tanah?
Melalui tim survei 22 36,67 4 50,00
Melalui tetangga 5 8,33 3 37,50
Melalui saudara 5 8,33 0 0,00
Melalui Tu'a golo 6 10,00 0 0,00
Melalui Kepala Desa 1 1,67 0 0,00
Tidak ada Jawaban 21 35,00 1 12,50
60 100 8 100

Sumber: Studi LARAP, 2018

4.6.2. Pengetahuan tentang Proyek

60. Sebagian besar WTP sudah mengetahui mengenai wilayah pengadaan tanah Proyek yang
direncanakan. Namun, masih banyak yang tidak memahami skema dan perincian pengadaan
tanah yang akan dilakukan; dengan demikian, Proyek harus memberikan informasi yang lebih
terperinci tentang pengadaan tanah kepada WTP.

Tabel 4-17 Pengetahuan WTP tentang Rencana Proyek dan Rencana Pengadaan Tanah

Pengetahuan Ya Tidak

Well pads dan Pelebaran Well pads dan Pelebaran
Fasilitas Utama Jalan Fasilitas Utama Jalan

Mengetahui tentang Proyek

) 95,00 62,50 5,00 37,50
Waesano yang direncanakan

2 Mengetahui tentang rencana 86,67 8750 13,33 12,50
pengadaan tanah

Sumber: LARAP Study, 2018
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4.6.3. Kekhawatiran terhadap Pengadaan Tanah untuk Proyek

61. Perlu dicatat, sekitar 63,33% WTP yang terkena dampak wellpad memiliki kekhawatiran
tentang rencana pengadaan tanah. Banyak kekhawatiran (26,47%) berkenaan dengan
kejelasan mengenai mekanisme pengadaan tanah, karena sebagian besar WTP tidak terlibat
dalam sosialisasi proyek sebelumnya. Kekhawatiran lain adalah tentang menentukan harga
jual/sewa (2,94%), beberapa khawatir tentang dampak proyek terhadap mata pencaharian
mereka (10,29%), ada kekhawatiran tentang apakah proyek akan mengurangi pendapatan
mereka, kekhawatiran tentang proyek yang akan mempengaruhi sejarah leluhur, dan
kekhawatiran tentang proyek yang tidak jadi dilakukan. Sementara untuk WTP yang terkena
dampak pelebaran jalan, setengah dari mereka memiliki kekhawatiran tentang rencana
pengadaan tanah. Banyak kekhawatiran (33,33%) terkait dengan harga jual/sewa tanah yang
terkena dampak.

62. Proyek harus melakukan pertemuan masyarakat lebih lanjut dan sosialisasi untuk memastikan
bahwa semua pemangku kepentingan diberi kesempatan yang cukup untuk menyuarakan
pendapat dan kekhawatiran mereka serta untuk mengumpulkan solusi atas khawatiran
mereka. Pendapat dan kekhawatiran ini akan mempengaruhi rencana pengadaan tanah.

Tabel 4-18 Kekhawatiran WTP terhadap Rencana Pengadaan tanah

WTP
Kekhawatiran

Well pads dan
Fasilitas Utama

Pelebaran Jalan

1 Apakah ada kekhawatiran?
Ya 63,33 50,00
Tidak 36,67 50,00

2 Apa yang dikhawatirkan?
Kejelasan mekanisme pengadaan tanah 26,47 11,11
Tidak memiliki lahan lain untuk Bertani 5,88 0,00
Terkait dengan harga jual / sewa 2,94 33,33
Khawatir tentang dampak proyek 10,29 0,00
Pengurangan penghasilan 5,88 0,00
Proyek mempengaruhi sejarah leluhur 1,47 0,00
Apabila proyek tidak akan dilaksanakan 1,47 0,00
Lainnya 7,35 11,11
Tidak ada kekhawatiran 38,24 44,44
Total 100 100

Sumber: Studi LARAP, 2018

Catatan: Bagian dari proses pengadaan tanah, PT SMI akan melakukan sosialisasi mengenai pengadaan
tanah pada pertengahan November, akan menginformasikan tentang perencanaan proyek, hak akan
diberikan kepada WTP, mekanisme penanganan keluhan, dan mekanisme serta jadwal untuk pengadaan
tanah.

4.6.4. Kesediaan untuk Pengadaan Tanah

63. Hampir semua WTP bersedia terlibat dalam proses pengadaan tanah dan ingin menghadiri
proses negosiasi dengan Team Pengadaan Tanah. Tabel 4- menunjukkan kesediaan WTP
untuk mematuhi proses pengadaan tanah.

LARAP
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Tabel 4-19 Kesediaan WTP untuk Pengadaan Tanah

WTP

Kesediaan WTP Well pad dan
Fasilitas Utama

Pelebaran Jalan

Kesediaan WTP atas lahan yang akan
digunakan untuk Proyek

Ya 91,67 87,50
Tidak 6,67 12,50
Tidak memberi suara 1,67 0
Tidak Menjawab 0,00 0

2 Bersedia menghadiri negosiasi

Ya 100 87,50

Tidak 0 12,50

Source: Studi LARAP, 2018

64. Singkatnya, kekhawatiran terhadap rencana pemukiman kembali Proyek dapat meningkatkan

sensitivitas masyarakat terhadap potensi perselisihan dengan Proyek:

Meskipun sekitar 87% telah menerima beberapa informasi mengenai rencana pengadaan
tanah Proyek, sekitar 56% dari sensus masyarakat yang terkena dampak menyatakan bahwa
mereka belum sepenuhnya disosialisasikan sehubungan dengan rincian rencana, dan 74%
belum mengetahui skema pengadaan tanah;

62% memiliki kekhawatiran terkait proses pengadaan tanah - di antara kekhawatiran yang
paling menonjol adalah terkait dengan kejelasan mekanisme pengadaan tanah;

Lebih dari 50% orang yang terkena dampak yang disurvei tidak mengetahui di mana harus
mengajukan keberatan atau menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka yang telah
menyampaikan kekhawatiran telah mengajukan keberatan kepada pemerintah desa; dan

Di antara mereka yang memiliki keterbatasan/tidak memiliki pengetahuan tentang rencana
pengadaan tanah Proyek, adalah mereka yang akan terpengaruh oleh rencana pelebaran
jalan. Sosialisasi dengan orang-orang yang terkena dampak langsung belum dilakukan pada
saat studi LARAP ini dilakukan.

65. Namun, yang perlu diperhatikan, mayoritas WTP yang disensus (yaitu sekitar 92%) telah

menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi proses pengadaan tanah.

4.6.5. Pengetahuan tentang Proses Keluhan Proyek

66. Tidak ada WTP yang terkena dampak pelebaran jalan yang memiliki pengetahuan tentang

LARAP

mekanisme keluhan. Sebagian besar WTP yang terkena dampak konstruksi wellpad juga tidak
memiliki pengetahuan tentang mekanisme keluhan, dan sebagian besar dari mereka tidak
tahu bagaimana cara mengajukan pengaduan ke Proyek (78,33%). Beberapa dari mereka
menyatakan bahwa mereka akan menemui pemerintah jika mereka memiliki keluhan, dan
beberapa dari mereka akan menemui Tu'a Golo, Tim Proyek, atau tokoh masyarakat setempat
lainnya (yaitu pemimpin pemuda) jika mereka memiliki keluhan. Ini menunjukkan bahwa
Proyek masih membutuhkan sosialisasi tentang proses mekanisme keluhan proyek kepada
WTP.
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Tabel 4-20 Pengetahuan tentang Mekanisme Penanganan Keluhan

WTP
Mekanisme Keluhan m
Fasilitas Utama NELE)

1 Mengetahui tentang Mekanisme Keluhan

Ya 21,67 0

Tidak 78,33 100
2 Tempat mengajukan keluhan

Pemerintah 13,33 0

Tu’a Golo 3,33 0

Tokoh masyarakat (mis. Pemimpin pemuda) 1,67 0

Tim proyek 1,67 0

Perjanjian tertulis di lokasi proyek 1,67 0

Tidak ada Jawaban 78,33 0

Sumber: Studi LARAP, 2018
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/. Analisis dari Aspek Legal

5.1. Undang-Undang dan Peraturan Indonesia

67.

68.

Eksplorasi panas bumi penting untuk pembangunan infrastruktur energi, dan di bawah sistem
nasional dikategorikan sebagai pembangunan kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk
pembangunan kepentingan umum di Indonesia diatur dalam sejumlah Undang-Undang dan
peraturan.

Berikut adalah Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku untuk Proyek.

5.1.1. Peraturan Pengadaan Tanah

69.

70.

71.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 adalah Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia
yang dapat dirujuk untuk sewa menyewa tanah. Perjanjian sewa tanah harus mematuhi
ketentuan hukum standar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati masing-
masing pihak;

Undang-undang Nomor 2 ahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) untuk memperoleh tanah bagi kegiatan
penggunaan publik, dengan peraturan pelaksanaan, termasuk (a) Peraturan Presiden Nomor
71 tahun 2012, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014,
Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 dan
yang terbaru, Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015; dan (b) Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 dan perubahannya Nomor 6 tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 10 (e) dengan jelas menyatakan bahwa
infrastruktur energi panas bumi dimasukkan sebagai kegiatan untuk kepentingan umum.
Sementara itu, Pasal 7 (2) menyatakan: “Jika Pengadaan Tanah dilakukan untuk infrastruktur
energi panas bumi, perolehan harus dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin
(c) - Rencana Strategis dan poin (d) - Rencana Kerja masing-masing instansi yang
membutuhkan tanah;

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 telah diubah beberapa kali. Pokok perubahannya
adalah:

LARAP

Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 (Pengadaan tanah hingga 5 hektar dapat langsung
dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah dengan pemegang hak atas tanah melalui
transaksi bisnis atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak ), mengubah ambang
batas pengadaan tanah skala kecil dari 1 hingga 5 hektar, pengadaan tanah skala kecil dapat
dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pembelian tanah
normal, pertukaran tanah atau skema lain yang disetujui oleh kedua belah pihak (pasal 121);

Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014 (Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah
mengeluarkan nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian dari jasa penilai atau penilai
publik);

Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 (Pendanaan untuk pengadaan tanah dapat
bersumber dari badan usaha selaku Instansi yang memperoleh tanah telah diberikan hak
untuk bertindak atas nama negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian,
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten), hal ini memungkinkan perusahaan swasta
yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur publik untuk
menggunakan UU tersebut; dan

Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 mencakup perubahan proses untuk menangani
keberatan dan beberapa klausul tambahan tentang persyaratan untuk pengadaan tanah
untuk kepentingan umum hingga 5 ha, sebagai berikut:
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72.

- Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan umum hingga 5 hektar harus sesuai
dengan perencanaan tata ruang daerah (RTRW);

- Proses ini tidak memerlukan surat penetapan lokasi;

- Instansi yang memerlukan tanah harus menggunakan jasa penilai tanah publik untuk
penilaian tanah;

- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan ukuran tidak lebih dari 5 hektar dapat
dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang
hak atas tanah dengan cara jual-beli atau tukar-menukar atau cara lain yang disepakati
oleh kedua belah pihak.

Mekanisme Pemerintah atas Keberatan terhadap Pengadaan Tanah dan Pembangunan
Proyek.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 (dan perubahan minor dalam
Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015, keberatan dari publik dan WTP terhadap pengadaan
tanah untuk kepentingan publik akan disalurkan melalui mekanisme formal. Keberatan dapat
diajukan dalam berbagai tahap proses pengadaan tanah pemerintah. Ringkasan proses
disajikan sebagai berikut (ini dapat dikecualikan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum
yang memerlukan tanah hingga 5 ha):

73.

LARAP

Selama konsultasi publik, jika ada keberatan yang diajukan tentang lokasi yang diusulkan
untuk pembangunan proyek, konsultasi publik harus diulangi, selambat-lambatnya 30 hari
kerja sejak risalah rapat konsultasi telah ditandatangani. Jika keberatan masih diajukan
setelah putaran kedua konsultasi publik, pemrakarsa Proyek kemudian dapat mengajukan
keberatan kepada pemimpin administrasi lokal (yaitu, Provinsi Nusa Tenggara Timur);

Keluhan akan dinilai oleh Tim Penilai (yang akan dibentuk oleh Gubernur) untuk melakukan
penilaian lebih lanjut tentang keberatan, mencatat keberatan, melakukan pertemuan
klarifikasi dengan pihak yang keberatan, dan mengusulkan rekomendasi untuk menerima
atau menolak keluhan. Jika saat itu mengkonfirmasi bahwa keberatan diterima; maka
Gubernur harus menyelesaikan masalah ini tidak lebih dari 3 hari kerja. Bergantung pada
keputusan Gubernur, Proyek mungkin diminta untuk memindahkan pembangunan yang
direncanakan ke daerah lain, atau untuk memutuskan lzin Lokasi paling lambat 7 hari kerja
dari pengambilan keputusan/perjanjian dengan pihak yang berkeberatan;

Pasca pengungkapan hasil penilaian tanah, jika ada keberatan atas inventarisasi dan
identifikasi tanah dan aset yang terkena dampak, masyarakat dapat mengajukan keberatan
dalam waktu 14 hari kerja sejak pengumuman hasil. Tim Pengadaan tanah kemudian akan
melakukan verifikasi dan revisi inventarisasi tanah dan menginformasikan hasil verifikasi,
selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keluhan;

Keberatan ganti rugi, jika tidak ada kesepakatan dicapai mengenai bentuk dan/atau jumlah
ganti rugi, WTP dapat mengajukan pengaduan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat
Provinsi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah penilaian; pengadilan akan memutuskan
bentuk dan/atau jumlah ganti rugi dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah pengajuan
keberatan. Jika para penuntut keberatan dengan keputusan Pengadilan, ia kemudian dapat
mengajukan banding ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja setelah keputusan
Pengadilan Negeri dikeluarkan. Mahkamah Agung akan mengeluarkan keputusan dalam
waktu 30 hari kerja setelah banding diterima. Keputusan pengadilan akan menjadi dasar
pembayaran ganti rugi kepada para penuntut.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial
kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional (baik proyek
strategis nasional dan non-nasional) baru-baru ini dikeluarkan. Peraturan tersebut mengatur
pemberian kompensasi dalam bentuk uang atau relokasi kepada pengguna tanah yang tidak
memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Peraturan ini mensyaratkan bahwa kompensasi
harus mempertimbangkan biaya mobilisasi, biaya untuk pindah, sewa rumah selama masa
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74.

75.

76.

77.

transisi, dan hilangnya pendapatan. Hal ini juga mensyaratkan pemrakarsa untuk membuat
dokumen tentang Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan jika tanah yang
terkena dampak telah digunakan/dikendalikan secara fisik oleh masyarakat secara berturut-
turut selama minimal 10 tahun. Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan akan
diusulkan kepada Gubernur, yang kemudian membentuk Tim Terpadu untuk melakukan data
inventaris, penilaian kompensasi, dan memfasilitasi manajemen pengaduan.

Peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997
menentukan prosedur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Peraturan ini menetapkan semua prosedur dan persyaratan untuk
pendaftaran tanah dan proses penguasaan. Bagian/langkah awal proses mencakup
penskalaan dan persyaratan lain untuk peta, merencanakan proyeksi koordinat; peraturan
yang berkaitan dengan tanda batas; prosedur sensus yang sah; ketentuan untuk dokumentasi
yang diperlukan; publikasi resmi proses klaim dan hak milik; proses keberatan; verifikasi hak
atas tanah dan prosedur administrasi; dan penerbitan sertifikat tanah.

Pengalihan hak atas tanah juga ditentukan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 1999 tentang tata cara perolehan tanah bagi
perusahaan dalam rangka penanaman modal, yang meliputi:

Perjanjian untuk penjualan dan pengalihan hak atas tanah;
Permohonan untuk perubahan status tanah atau hak atas tanah;
Formulir permohonan untuk izin penggunaan lahan tertentu; dan
Formulir yang sesuai untuk mendaftarkan pengalihan hak atas tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Manajemen Aset Desa
mendefinisikan berbagai jenis aset desa, dan mekanisme untuk menyewa atau meminjam dan
menggunakan aset desa sebagai alternatif pengelolaannya. Kepala desa ditunjuk sebagai
pemegang hak yang sah atas aset desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Peraturan tersebut juga mensyaratkan bukti status kepemilikan aset. Untuk sewa aset, lama
maksimum masa sewa adalah 3 (tiga) tahun dengan opsi perpanjangan. Peraturan ini akan
digunakan untuk menyewakan beberapa tanah pemerintah yang berpotensi terkena dampak.

Mengacu pada UU Nomor 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, penilaian kehilangan
aset harus dilakukan oleh penilaian tanah publik bersertifikat. Penilaian akan dilakukan
berdasarkan Standar MAPPI* sebagaimana ditentukan dalam Pedoman MAPPI tentang
Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Tanah bagi Kepentingan Umum, yang
didefinisikan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204 (MAPPI, 2018). Standar ini
mengikuti prinsip yang sama dengan UU Nomor 2 tahun 2012, di mana penentuan jumlah
ganti rugi didasarkan pada "nilai penggantian yang adil" yang mempertimbangkan prinsip-
prinsip kemanusiaan, keadilan, kegunaan, kepastian, transparansi, perjanjian, partisipasi,
kesejahteraan, harmoni dan keberlanjutan. Pendekatan untuk penilaian akan dilakukan untuk
objek fisik dan non-fisik.

5.1.2. Penggunaan Tanah Milik Kehutanan

78.

79.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (MLHK) Nomor
P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 memberikan panduan dalam meminjam penggunaan
kawasan hutan dan mengatur aplikasi pinjaman dan penggunaan izin area kehutanan (IPPKH
/ Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) diperlukan untuk setiap kegiatan di kawasan hutan.
Kegiatan panas bumi di kawasan hutan perlu mendapatkan izin sebelum izin panas bumi
diberikan

Beberapa poin penting dari peraturan terkait dengan Proyek:

4 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia - Indonesian Society of Appraisers or ISA

LARAP
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. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengelola pemanfaatan lahan hutan untuk

tujuan lain atau non-kehutanan (Pasal 2).

. IPPKH hanya berlaku untuk pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Pasal 3 Ayat

1). Pemanfaatan lahan hutan tidak boleh mengubah tujuan utama lahan hutan (Pasal 3 Ayat
2).

. Pemanfaatan lahan hutan untuk tujuan lain atau non-kehutanan diizinkan untuk tujuan

kegiatan strategis dengan tujuan utama yang tidak dapat dihindari (Pasal 4 Ayat 1) di mana
panas bumi adalah salah satunya (Pasal 4 Ayat 2 Poin "d").

. Peraturan Menteri KLHK No. 27 Tahun 2018 ayat 5 (2c) tentang Pedoman Izin Pinjam dan

Penggunaan Kawasan Hutan, dinyatakan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk
Kegiatan Eksplorasi tidak memiliki kewajiban untuk kompensasi tanah atau revegetasi dan
rehabilitasi daerah aliran sungai. Namun terkait dengan kegiatan eksplorasi ini, proyek
memiliki komitmen untuk merehabilitasi lahan sesuai kondisi sebelum digunakan untuk
proyek atau lebih baik.

. Tata cara permohonan IPPKH (Bagian Il):

¢ Permohonan untuk panas bumi akan diproses di kantor kementerian (Pasal 14 Ayat 3);

¢ Proses permohonan sesuai dengan Pasal 14 Ayat 3 (tujuan non-komersial) akan dialihkan
ke Gubernur jika: (1) Lokasi lapangan sebagaimana diterapkan untuk perizinan adalah
maksimum 5 ha - ini adalah kasus untuk Wellpad WS-D dengan luas total sekitar 2,4 ha;
(2) Pertambangan rakyat setempat;

e Permohonan untuk panas bumi akan diproses di kantor kementerian ketika izin diberikan
oleh Kementerian - Direktorat Jenderal EBTKE untuk kasus Waesano;

e Surat permohonan untuk eksplorasi panas bumi dikirimkan ke Kementerian melalui
Petugas Loket di kantor Kementerian yang dilampirkan dengan persyaratan teknis
termasuk: (1) Skala peta dasar 1: 50.000 dalam Bentuk File menggunakan UTM Datum
WGS-84; (2) dokumen AMDAL atau UKL/UPL; (3) Surat rekomendasi dari Gubernur; (4)
Izin Lingkungan; dan (5) Surat Komitmen (untuk memenuhi semua persyaratan untuk
proses aplikasi IPPKH);

e Surat permohonan dan lampirannya akan ditinjau dan diverifikasi oleh Direktur
Perencanaan Kehutanan (Direktur Planologi) dalam waktu maksimum 24 hari kerja;

e Hasil tinjauan dan verifikasi akan menyerahkan surat permohonan kepada Dirjen Bina
Usaha Kehutanan (untuk Hutan Produksi) atau Dirjen Pelindungan Hutan dan Konservasi
Alam (untuk Hutan Lindung) untuk tinjauannya - jika permohonan memenuhi persyaratan
(jika tidak permohonan akan dikembalikan ke pemohon);

e Dirjen yang relevan akan melakukan tinjauan teknis. Hasil akan diserahkan kepada
Sekretaris Jenderal - jika permohonan memenuhi persyaratan (jika tidak permohonan
akan dikembalikan ke pemohon);

e Sekretaris Jenderal akan melakukan tinjauan aspek hukum dan menyiapkan rancangan
IPPKH termasuk peta yang relevan sebelum menyerahkan dokumen kepada Menteri
dalam waktu 7 hari kerja;

¢ Menteri akan menerbitkan IPPKH termasuk peta yang relevan dalam 3 hari kerja; dan

e Batas waktu yang ditentukan tidak berlaku jika ada masalah teknis atau hukum yang perlu
diverifikasi di lapangan (kunjungan lapangan).

Pemohon tidak dapat melakukan kegiatan apa pun di dalam lahan hutan yang diajukan
sebelum mendapatkan IPPKH, kecuali untuk persiapan lokasi.
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5.1.3. Peraturan-Peraturan Lain yang Terkait

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Warga yang terkena dampak parah diidentifikasi sedini mungkin melalui kajian dampak sosial
AMDAL sebagaimana dimaksud dalam UU Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup dampak dari proses
pengadaan tanah Proyek.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengidentifikasi dan
melindungi sejumlah hak asasi manusia. Undang-undang tersebut mencakup perlindungan
khusus untuk hak-hak orang tua, anak-anak, orang miskin, wanita hamil, dan orang-orang
dengan disabilitas. Kelompok-kelompok ini dianggap sebagai orang yang rentan. Peraturan
ini juga mengakui perbedaan dalam dan kebutuhan dari, komunitas hukum adat yang harus
diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan Pemerintah" serta "identitas budaya
komunitas hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat yang membutuhkan perlindungan.” Ini
mendukung bahwa pengadaan tanah ulayat oleh pemerintah harus dilakukan melalui proses
hukum sesuai dengan persetujuan bebas, didahulukan dan disampaikan dari masyarakat
adat.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan peraturan
pelaksanaannya yaitu dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 39 tahun 2012 tentang
Penyelenggaran Kesejahteraan menunjukkan fakir miskin atau mereka yang miskin sebagai
bagian dari kelompok rentan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 (1) menyatakan
bahwa semua perusahaan yang memiliki kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang terkait
dengan sumber daya alam, wajib melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya.
Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2012, yang
mencakup komponen-komponen berikut

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja
tahunan perusahaan;

Alokasi anggaran akan dihitung sebagai biaya perusahaan, dan akan ditentukan dalam
jumlah yang sesuai;

Pelaksanaan program harus dimasukkan dalam laporan perusahaan tahunan kepada
pemegang saham;

Sanksi akan berlaku untuk kelalaian pelaksanaan tanggung jawab; dan

Penghargaan dapat diberikan oleh lembaga terkait untuk perusahaan yang berhasil dalam
melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional yang memberi instruksi untuk menerapkan gender dalam semua tahap
pengembangan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 tentang Perubahan Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk memberi
pedoman bagi semua institusi pemerintah dalam pelaksanaan gender.

5.2. Kebijakan Perlindungan Bank Dunia tentang Pengadaan Tanah

86.

LARAP

Kebijakan dan prosedur perlindungan Bank Dunia yang dipicu untuk Proyek Waesano yang
diajukan sehubungan dengan pengadaan tanah termasuk OP/BP 4.12 tentang Pemukiman
kembali secara tidak sukarela. Sementara proses pengadaan tanah akan memprioritaskan
dan lebih memilih alasan atas pembeli yang bersedia — penjual yang bersedia, mungkin ada
beberapa pembelian tanah secara tidak sukarela untuk penyelarasan jalan, atau dalam fase
eksploitasi akan timbul pembatasan pada akses ke sumber daya hutan.
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87.

88.

89.

90.

91.
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“Pemukiman kembali secara tidak sukarela” mengacu pada perpindahan fisik (relokasi atau
kehilangan tempat tinggal) dan perpindahan ekonomi (kehilangan aset atau akses ke aset
yang mengarah pada hilangnya sumber pendapatan atau cara mata pencaharian lain) sebagai
dampak dari kegiatan proyek. Pemukiman kembali dianggap secara tidak sukarela ketika
orang atau komunitas yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pengadaan
tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan perpindahan fisik atau
ekonomi. Ini terjadi dalam kasus: (i) pengambilalihan yang sah, atau pembatasan sementara
atau permanen pada penggunaan lahan, dan (ii) penyelesaian yang dinegosiasikan di mana
pembeli dapat mengambil alih atau menggunakan penyelesaian secara hukum terhadap
penggunaan lahan jika negosiasi dengan pemilik tanah (penjual) gagal.

Kebijakan Bank Dunia mengenai pemukiman kembali secara tidak sukarela adalah:

¢ Pemukiman kembali secara paksa harus dihindari jika memungkinkan, atau diminimalkan,
mengeksplorasi semua desain proyek alternatif yang layak;

e Bilamana tidak memungkinkan, kegiatan pemukiman kembali harus dirancang dan
dilaksanakan sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan, misalnya
penyediaan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan orang-orang yang dipindahkan
oleh proyek untuk berbagi dalam manfaat proyek. Orang-orang yang dipindahkan oleh
proyek harus dikonsultasikan secara bermakna dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi
dalam perencanaan dan implementasi program pemukiman kembali; dan

e Orang-orang yang dipindahkan harus menerima bantuan dalam upaya mereka untuk
meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka, atau setidaknya untuk
mengembalikan pada saat sebelum pindah atau ke tingkat yang lebih baik sebelum
dimulainya proyek, mana yang lebih tinggi.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari pemukiman kembali secara tidak sukarela jika
memungkinkan, serta persyaratan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pemukiman
kembali, ketentuan kompensasi yang meningkatkan, atau setidaknya mengembalikan,
pendapatan dan standar hidup jika pemukiman kembali secara tidak sukarela tidak dapat
dihindari. Pengalaman Bank dengan proyek-proyek panas bumi di Indonesia sehubungan
dengan pemukiman kembali secara tidak sukarela menunjukkan bahwa lahan diperoleh
melalui transaksi komersial alih-alih pengambilalihan, dan pemukiman kembali secara tidak
sukarela tidak terjadi.

Kelayakan (eligibilty ) untuk mendapatkan kompensasi termasuk (i) mereka yang memiliki hak
hukum formal atas tanah (termasuk hak adat dan tradisional yang diakui berdasarkan hukum
negara) (ii) mereka yang tidak memiliki hak hukum formal pada saat pendataan dilakukan
tetapi memiliki klaim atas tanah atau aset lainnya - asalkan klaim tersebut diakui berdasarkan
hukum negara atau diakui melalui proses yang diidentifikasi dalam rencana pemukiman
kembali, dan; (iii) mereka yang tidak memiliki hak hukum yang diakui atau klaim atas tanah
yang mereka tempati (berhak atas kompensasi untuk aset yang ada diatas tanah yang terkena
dampak, tidak ada kompensasi untuk tanah). Orang yang berada dibatas area setelah tanggal
tenggat waktu (cut off date).

Sebagai syarat kajian proyek yang membutuhkan pengadaan tanah, peminjam berkewajiban
menyusun draft Dokumen/Instrumen Pengadaan Tanah (Land Acquisition and Resettlement
Action Plan - LARAP) untuk diserahkan kepada Bank Dunia, dan menyediakan dokumen
tersebut di tempat-tempat yang dapat diakses oleh warga yang terkena dampak dan LSM
lokal, dalam bentuk, cara dan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Setelah Bank Dunia
menerima instrumen ini sebagai dasar yang cukup dan memadai untuk penilaian proyek, maka
Bank menampilkan kepada publik melalui Info Shop-nya. Setelah Bank menyetujui Final
LARAP yang disusun berdasarkan final desain, Bank dan peminjam mengungkapkannya
kembali dengan cara yang sama.
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92.

93.

94.

95.

OP 4.12 Bank Dunia tidak berlaku untuk proses pengadaan tanah yang dilakukan secara
sukarela (yaitu transaksi pasar di mana penjual tidak berkewajiban untuk menjual, dan pembeli
tidak dapat menggunakan pengambil-alihan atau prosedur wajib lainnya yang berdasarkan
sistem hukum negara jika negosiasi gagal). Ini juga tidak berlaku untuk dampak pada mata
pencaharian di mana proyek/kegiatan tidak mengubah penggunaan lahan kelompok atau
masyarakat yang terkena dampak.

Pengadaan tanah untuk kegiatan pengeboran Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano akan
dilakukan melalui mekanisme transaksi tanah sukarela untuk sewa tanah maupun jual beli
yang dilakukan berdasarkan prinsip willing seller willing buyer®. Dalam kasus dampak
ekonomi, sosial, atau lingkungan yang merugikan dari kegiatan proyek (pengeboran
eksplorasi) selain pengadaan tanah (misalnya, hilangnya akses ke aset atau sumber daya
atau pembatasan penggunaan lahan), Proyek ini bertujuan untuk menghindari, meminimalkan,
mengurangi atau mengkompensasi. Namun, jika pengadaan tanah secara sukarela
menyebabkan dampak signifikan, proyek akan menerapkan persyaratan Bank Dunia OP 4.12
tentang Involuntary Resettlement untuk menghindari, memperbaiki atau mengurangi dampak.

Menetapkan mekanisme penanganan keluhan (Grievance Redresss Mechanism — GRM) dan
memfasilitasi penyelesaian terhadap kekhawatiran warga terdampak. Mekanisme
penanganan keluhan (GRM) harus tepat dan dapat diakses oleh WTP.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali Proyek, proses-
proses berikut ini disyaratkan oleh persyaratan OP 4.12 Bank Dunia (penerapan yang
terperinci untuk Proyek dibahas dalam Bagian 6):

Menghindari pemukiman kembali secara tidak sukarela dan, jika tidak dapat dihindari,
meminimalkan dampak potensial;

Menilai potensi dampak ekonomi dan sosial dari pengadaan tanah dan pemukiman kembali
secara tidak sukarela pada orang-orang yang terkena dampak proyek (WTP) dan mata
pencaharian mereka;

Identifikasi kategori orang yang terkena dampak dan haknya masing-masing;

Menetapkan proses konsultasi yang jelas dengan dan partisipasi WTP dalam persiapan dan
perencanaan pengadaan tanah dan perpindahan, jika ada, serta penyebaran informasi ke
WTP;

Mengkompensasi aset yang hilang dengan biaya penggantian penuh;

Mengkompensasi pengguna lahan informal/ilegal untuk aset yang hilang dan memberikan
bantuan dalam relokasi, jika diperlukan;

Mengkompensasi dan mendapatkan akses hukum ke tanah yang diambilalih sebelum
memulai ‘konstruksi;

Memberikan informasi dan menyiapkan program bantuan khusus untuk kelompok rentan
termasuk orang-orang tanpa properti tidak bergerak; dan

Menyediakan dan menyiapkan rencana untuk penanganan dan pemantauan keluhan.

5 Ini berarti transaksi pasar di mana penjual tidak berkewajiban untuk menjual, dan pembeli tidak dapat mengambil alih atau
prosedur wajib lainnya jika negosiasi gagal

LARAP
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5.3. Kebijakan Bank Dunia tentang Gender
. OP 4.20 Gender and Development

Tujuannya adalah untuk membantu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, kesejahteraan manusia, dan efektivitas pembangunan dengan mengatasi kesenjangan dan
ketidaksetaraan gender yang menjadi hambatan bagi pembangunan, dan dengan membantu negara-
negara anggota dalam merumuskan dan melaksanakan tujuan pembangunan gender mereka.

. WB Group Gender Strategy (FY 16-23) Gender Equality, Poverty Reduction, and Inclusive
Growth

Dalam kerangka kebijakan ini, Gender Strategi Grup Bank Dunia fokus terhadap 4 tujuan yaitu:

a. Meningkatkan “endowments” manusia (kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial). Menutupi
celah “generasi pertama” yang tersisa, sementara mulai mengatasi masalah yang muncul,
merupakan hal mendasar bagi pengurangan kemiskinan dan kemakmuran. Masalah-masalah
generasi pertama mencakup penurunan lebih lanjut angka kematian ibu, meningkatkan akses
perempuan ke layanan kesehatan, menutup kesenjangan gender yang tersisa dalam pendidikan,
dan memperluas jaring pengaman sosial. Di antara masalah yang muncul, atau "generasi kedua"
adalah memastikan perawatan kesehatan untuk populasi yang menua dan penyakit tidak menular,
meningkatkan perkembangan anak usia dini; meruntuhkan stereotip gender dalam pelatihan guru
dan pengembangan kurikulum; meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam sains (ilmu
pengetahuan), teknologi, rekayasa teknik (engineering), dan matematika (STEM); memfasilitasi
transisi sekolah ke pekerjaan; dan mengembangkan inovasi untuk mempromosikan
pemberdayaan ekonomi perempuan dalam intervensi jaring pengaman sosial;

b. Menghilangkan kendala, untuk pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Meningkatkan
partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, peluang penghasilan mereka dan akses mereka ke
aset produktif adalah penting bagi pencapaian tujuan Kelompok Bank Dunia, namun tetap menjadi
perbatasan. Kerjasama dengan sektor swasta sangat penting untuk memajukan peluang ekonomi
bagi perempuan-salah satunya kemitraan. Strategi ini akan fokus pada faktor penentu bagi
perempuan untuk mengakses lebih banyak pekerjaan dan lebih baik, termasuk mengembangkan
kerangka kebijakan untuk layanan perawatan, mengurangi defisit dalam infrastruktur yang
mencegah partisipasi perempuan dalam pekerjaan berbayar, mempromosikan kondisi
kewirausahaan perempuan dan mengurangi segregasi;

c. Menghapus hambatan bagi WTP perempuan terhadap kendali atas aset. Strategi ini akan fokus
pada aset produktif utama seperti tanah (kepemilikan individu dan akses perempuan ke tanah milik
masyarakat); perumahan, dan teknologi. Akses ke layanan keuangan dan asuransi adalah faktor
pencapaian tujuan yang utama (key enablers) untuk kepemilikan aset, dan Grup Bank Dunia telah
berkomitmen untuk mendorong Universal Financial Inclusion untuk membantu menutup
kesenjangan yang terus-menerus antara pria dan wanita, terutama dalam akses ke akun.
Prasyarat penting lainnya adalah akses ke identifikasi, yang masih sulit dipahami. Kelompok Bank
Dunia akan membantu klien dalam menganalisis data tentang kesenjangan gender di bidang-
bidang ini, dan menggunakan bukti untuk membuat kebijakan, meningkatkan praktik bisnis,
mempromosikan identifikasi universal, dan memprioritaskan inklusi keuangan dengan cara yang
menutup kesenjangan gender; dan

d. Meningkatkan pendapat dan gerakan perempuan serta keterlibatan laki laki (baik pemuda maupun
dewasa). Kelompok Bank Dunia akan mempromosikan dan meningkatkan partisipasi dan
pengambilan keputusan perempuan dalam pemberian layanan dan mendukung pengurangan
kekerasan berbasis gender dan mengurangi dampaknya dalam situasi konflik. Kelompok Bank
Dunia akan berkomitmen untuk mendukung pengumpulan bukti tentang perbedaan gender hukum
yang membangun dasar untuk mengubah norma-norma maskulinitas yang merugikan dan
mempromosikan perilaku positif dan partisipasi yang efektif, partisipasi dan pengambilan

LARAP
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keputusan perempuan dalam struktur tata kelola penyediaan layanan lokal, terutama air, energi,
sekolah, komite manajemen pusat kesehatan dan komite pembangunan lokal.

5.4.

GEUDP ESMF PT SMI mengenai Kebijakan Pemukiman Kembali

96. PT SMI telah mengembangkan Environmental and Social Management Framework (ESMF)

97.

atau- Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang memberikan panduan dan
prinsip untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak lingkungan atau sosial
yang merugikan dari semua proyek pengembangan hulu energi panas bumi, termasuk proses
pengadaan tanah untuk Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano.

Kerangka kebijakan ESMF tersebut disusun berdasarkan OP/BP 4.12 Bank Dunia tentang
Involuntary Resettlement yang berlaku untuk Proyek:

Persiapan dan persetujuan atas LARAP, yang termasuk:

- Ketentuan atas dokumentasi tentang kebutuhan pengadaan tanah (termasuk tanah yang
akan dibutuhkan untuk proyek di masa depan, di mana, dan jenis kepemilikan tanah yang
ada dan penggunaan lahan);

- Menentukan batas waktu dan kriteria kelayakan (eligibility) dikategorikan sebagai orang
yang terkena dampak;

- Pengumpulan bukti sebagai bukti kelayakan; dan

- Penyusunan matriks keberhakan untuk memastikan bahwa kompensasi akan dibayarkan
sesuai nilai penggantian nyata di samping bantuan transisi; bahwa tanah diganti dengan
nilai dan fasilitas yang setara; bahwa aset mata pencaharian diganti dengan yang bernilai
setara, dan pembagian manfaat terjamin melalui mekanisme dukungan tambahan jika
memungkinkan.

Penerapan kompensasi tanah yang dinegosiasikan yang mencakup konsultasi yang
bermakna, tawaran atas harga yang adil, dan transparansi dalam negosiasi.

98. Kegiatan-kegiatan dalam Proyek perlu mematuhi hukum dan peraturan Indonesia dan

LARAP

kebijakan Bank Dunia. Tabel 5.1 di bawah ini menyajikan perbandingan fitur-fitur utama antara
Hukum dan Peraturan Pemerintah Indonesia mengenai Pengadaan Tanah dan Pemukiman
Kembali, dan bagaimana mereka ditangani. Khususnya, untuk Proyek Eksplorasi Panas Bumi
Waesano, proses pengadaan tanah akan dilakukan untuk mematuhi hukum dan peraturan
Indonesia, serta GEUDP ESMF.
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LARAP

Lingkup/Topik

Kebijakan Bank Dunia

Table 5.1. Analisis Kesenjangan

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan

Kebijakan dalam ESMF

8.

OP 4.12 Involuntary Resettlement

dari kegiatan lain adalah jika mereka
(i) terkait langsung dan signifikan
dengan proyek yang diusulkan; (ii)
diperlukan untuk mencapai
tujuannya; dan (iii) dilaksanakan atau
direncanakan untuk dilaksanakan
bersamaan dengan proyek.

Dampak Langsung Meliputi penyediaan manfaat untuk Berkaitan dengan kompensasi atas | Tidak ada kesenjangan. Tercakup oleh metode penilaian
mengatasi dampak sosial dan kehilangan tanah dan aset serta sebagaimana ditentukan dalam
ekonomi langsung yang disebabkan |kerugian lain yang dapat Standar MAPPI.
oleh hilangnya tanah, aset, dan dipertanggungjawabkan disebabkan
pendapatan. oleh pengambilan tanah untuk suatu

proyek.

Dampak Tidak Menyatakan bahwa dampak sosial Tidak tercakup, namun dampak tidak | Dampak tidak langsung tidak Hal ini dibahas/diatur dalam ESIA,

Langsung dan ekonomi tidak langsung yang langsung diatur dalam Peraturan diatur dalam peraturan pengadaan | ESMP dan UKL / UPL.
disebabkan oleh proyek harus Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tanah Pemerintah Indonesia.
ditangani berdasarkan OP 4.01. tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Lingkungan
(AMDAL).
Aktivitas Terkait. Mencakup dampak yang dihasilkan | Tidak diatur. Aktivitas terkait tidak diatur. Hal ini dibahas dalam RPF

(Resettlement Framework) dan akan
dipertimbangkan dalam proses
LARAP untuk setiap sub proyek.

Komunitas setempat

Dampak pada komunitas setempat
perlu dipertimbangkan, dan
komunitas tuan rumah perlu
dikonsultasikan.

Tidak tercakup karena opsi
pemukiman kembali/relokasi tidak
diuraikan secara memadai.

Komunitas setempat tidak secara
eksplisit tercakup dalam peraturan
Pemerintah Indonesia.

Hal ini akan dibahas dalam LARAP
untuk setiap sub proyek

Pemukiman Kembali
sebagai Program

Kegiatan pemukiman kembali harus
dipahami sebagai program

Pemukiman kembali (relokasi)
adalah suatu opsi kompensasi tetapi

Kurangnya dukungan non tunai

RPF (Resettlement Policy
Farmework) menyediakan opsi untuk
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Lingkup/Topik

Kebijakan Bank Dunia

Table 5.1. Analisis Kesenjangan

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan

Wy
Sumper ©

Kebijakan dalam ESMF

8.

Pembangunan
Berkelanjutan

pembangunan berkelanjutan,
menyediakan sumber daya yang
cukup untuk memungkinkan orang
yang dipindahkan untuk berbagi
dalam manfaat proyek.

tidak diuraikan secara memadai;
lebih fokus pada kompensasi secara
tunai.

kompensasi yang konsisten dengan
OP4.12

Kelompok Rentan

Pemberian perhatian khusus pada
kebutuhan kelompok rentan yang
dipindahkan, terutama mereka yang
berada di bawah garis kemiskinan,
tidak memiliki tanah, orang tua,
perempuan dan anak-anak,
masyarakat adat, etnis minoritas,
atau orang-orang terlantar lainnya
yang mungkin tidak dilindungi melalui
ketentuan hukum kompensasi tanah
nasional.

Orang yang terkena dampak Proyek
tidak dibedakan berdasarkan
kerentanan atau gender.

Tidak ada pemisahan khusus
berdasarkan kerentanan atau
gender.

LARAP akan mencakup informasi
tentang kelompok rentan
(perempuan, sangat miskin, cacat,
dan lain-lain).

Instrumen
Perencanaan
Pengadaan Tanah
dan Pemukiman
Kembali

Instrumen perencanaan yang
berbeda harus disiapkan untuk
mencapai tujuan kebijakan (rencana
pemukiman kembali, kerangka kerja
kebijakan pemukiman kembali atau
kerangka kerja proses) dan harus
mencakup semua aspek dari
pemukiman kembali yang diusulkan.

Perencanaan Pengadaan Tanah®
berdasarkan studi kelayakan,
kesesuaian rencana proyek ’
dengan Rencana Tata Ruang

Tidak setara dengan rencana
pengembangan di LARAP.

Persyaratan untuk menyiapkan
LARAP ketika sub-proyek
melibatkan pengadaan tanah dan
pemukiman kembali secara tidak
sukarela.

5Tidak sama dengan LARAP/RP Bank Dunia, yang lebih menitikberatkan pada prosedur implementasi daripada perencanaan.
’Saat ini zonasi perencanaan tata ruang dapat mengakomodasi fungsi yang diusulkan oleh proyek. Jika tidak, proyek harus pindah ke tempat lain atau revisi zonasi harus dikeluarkan oleh DPRD yang diusulkan

oleh lembaga pemerintah terkait.

LARAP
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Table 5.1. Analisis Kesenjangan

Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah Indonesia Kesenjangan Kebijakan dalam ESMF
8.
Keberhakan untuk Bagi mereka yang tidak memiliki hak | Tidak mencakup penghuni liar Tidak mencakup penghuni liar. RPF menetapkan kriteria
WTP yang tidak hukum formal atas tanah atau klaim | (kecuali dengan itikad baik di tanah kompensasi dengan menilai yang
memiliki bukti atas tanah tersebut yang dapat diakui | publik), perambah dan penyewa di mencakup antara lain, bantuan dan
kepemilikan formal berdasarkan hukum negara, tanah pribadi. mata pencaharian.
atas tanah diberikan bantuan pemukiman *Tidak memiliki lahan dan pekerja
kembali sebagai pengganti (buruh) tidak mendapatkan
kompensasi atas tanah untuk kompensasi. Hal tersebut
membantu meningkatkan atau merupakan tanggung jawab pemilik
setidaknya memulihkan mata tanah untuk memberikan
pencaharian mereka. Hal ini kompensasi kepada mereka.
mencakup penghuni liar dan
perambah.
Keberhakan untuk Masyarakat adat dicakup ketika pada | Masyarakat Adat dilindungi oleh Berbeda pendekatan untuk IPPF (Indigenous Peoples Planning
Masyarakat Adat. pelingkupan awal telah diidentifikasi | perundangan Pengadaan tanah dan | mengidentifikasi Masyarakat Adat | Framework ) menetapkan bahwa jika
keberadaan IP sesuai karakteristik pemukiman kembali, ketika suatu subproyek perlu memperoleh
dalam kebijakan OP4.10 (yang tidak | masyarakat adat diakui secara tanah, maka RPF tersebut berlaku.
memerlukan pengakuan hukum). hukum®
Tanah untuk Tanah Lebih disukai diberikan strategi Tidak ada alokasi waktu dan Kompensasi tidak RPF memberi alternatif kompensasi
(Pemukiman Kembali) | pemukiman kembali berbasis lahan prosedur detail untuk memprioritaskan mekanisme
untuk orang-orang terlantar yang mengimplementasikan skema tanah ke darat
mata pencahariannya berbasis lahan. | pemukiman kembali ini
Paket Manfaat Memberikan alternatif pemukiman » Terutama uang tunai; dalam Tidak ada kesenjangan RPF memberikan persyaratan untuk
kembali yang layak secara teknis dan pedoman MAPPI, kompensasi pilihan kompensasi, dan penilai
ekonomi dan bantuan yang adalah harga pasar plus berlisensi menilai aset fisik, biaya
diperlukan, termasuk (a) kompensasi transaksi dan biaya lainnya, dan hilangnya aset non-fisik dan
dengan biaya penggantian penuh ditambah premium (untuk premium.

8 Dalam peaturan BPN dan Kehutanan, Masyarakat Adat harus diakui oleh Pemerintah Daerah, sedangkan institusi yang mendukung Masyarakat Adat memilih bahwa pengakuan berasal dari Komite
Independen Masyarakat Adat

LARAP
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Table 5.1. Analisis Kesenjangan

Lingkup/Topik Kebijakan Bank Dunia Peraturan Pemerintah Indonesia Kesenjangan Kebijakan dalam ESMF

8.

LARAP

untuk kehilangan aset yang
disebabkan oleh proyek; (b) jika ada
relokasi, bantuan selama relokasi,
dan perumahan, atau situs
perumahan, atau situs pertanian dari
potensi produktif yang setara, seperti
yang dipersyaratkan; (c) dukungan
transisi dan bantuan pembangunan,
seperti persiapan lahan, fasilitas
kredit, pelatihan atau peluang kerja
sebagaimana diperlukan, di samping
langkah-langkah kompensasi; (d)
kompensasi tunai untuk tanah ketika
dampak pengadaan tanah terhadap
mata pencaharian kecil; dan (e)
penyediaan infrastruktur dan layanan
masyarakat sesuai dengan
kebutuhan.

menutupi di luar biaya penilaian
seperti kehilangan emosional).
Properti Nyata (Aset Fisik)
= Tanah
= Bangunan & Fasilitas
=  Tumbuhan
= Hal-hal lain yang berkaitan
dengan tanah diperlukan
untuk mengembalikan
kepada pemilik properti
yang setidaknya memiliki
kualitas yang sama dengan
yang dimiliki sebelum
pengadaan tanah.

» Biaya & Kerugian (Kerugian Non
Fisik)
= Biaya transaksi
= Biaya pemindahan
= Kehilangan bisnis yang
sedang berjalan (gangguan
bisnis)
= Kerugian lain yang bersifat
khusus, subyektif dan sulit
untuk dihitung.
» Premium
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LARAP

Lingkup/Topik

Biaya Penggantian
Penuh

Kebijakan Bank Dunia

Persyaratan untuk kompensasi tanah
dan aset harus dengan biaya
penggantian penuh.

Table 5.1. Analisis Kesenjangan

Peraturan Pemerintah Indonesia

“Adil dan wajar”, berdasarkan
penilaianyang dilakukan oleh penilai
berlisensi.

Kesenjangan

Tidak ada kesenjangan.

Kebijakan dalam ESMF

8.

Kriteria yang digunakan oleh penilai
berlisensi seperti yang ditentukan
dalam RPF termasuk kompensasi
untuk fisik, non-fisik dan premium.

Pemulihan Mata
Pencaharian

Rencana pemukiman kembali atau
kerangka kerja kebijakan pemukiman
kembali juga mencakup langkah-
langkah untuk memastikan bahwa
orang-orang yang dipindahkan:

(i) Diberikan bantuan pada saat
setelah pemindahan, yang digunakan
untuk periode transisi, berdasarkan
pada perkiraan waktu yang
wajaryang mungkin diperlukan untuk
memulihkan mata pencaharian dan
standar hidup mereka, dukungan
tersebut dapat berupa pekerjaan
dalam jangka pendek, dukungan
subsisten, pemeliharaan
pendapatanatau pengaturan serupa;
dan

(ii) Diberikan bantuan pengembangan
selain langkah-langkah kompensasi
yang dijelaskan dalam ayat 6 (a) (iii),
seperti persiapan lahan, fasilitas
kredit, pelatihan, atau peluang kerja.

Pada saat kompensasi yang adil
telah diberikan, pertimbangan dan
mitigasi dampak tidak diuraikan lebih
lanjut.

Mitigasi dampak tidak dijabarkan.

RPF termasuk bantuan pemukiman
kembali dan mata pencaharian.

Masyarakat Adat

Tanah masyarakat adat dibahas
dalam OP 4.12 dan OP 4.10. Jika

Tanah masyarakat adat diperlakukan
dengan cara yang sama dengan

Kebijakan Bank Dunia
membutuhkan keterlibatan

RPF berlaku untuk suatu sub proyek
yang melibatkan pengadaan tanah
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Lingkup/Topik

Kebijakan Bank Dunia

Table 5.1. Analisis Kesenjangan

Peraturan Pemerintah Indonesia

Kesenjangan

Kebijakan dalam ESMF

8.

tanah masyarakat adat akan diambil,
maka dibutuhkan dukungan dari
masyarakat luas dan dilakukan
konsultasi dengan memberikan
informasi diawal dan tanpa paksaan.

yang lain, jika hak atas tanah diakui
oleh pemerintah daerah.

terhadap masyarakat adat secara
khusus.

dan/atau pemukiman kembali,
terlepas dari siapa yang memiliki
tanah tersebut. Konsultasi
sebagaimana ditentukan dalam RPF
dan LARAP harus konsisten dengan
FPIC (free pior and informed
consent) atau pemberian informasi di
awal tanpa paksaan), secara khusus
disesuaikan dengan konteks lokal
dan karakteristik orang-orang yang
terkena dampak.®

Biaya Pengadaan
Tanah

Biaya penuh dari kegiatan
pemukiman kembali yang diperlukan
untuk mencapai tujuan proyek

termasuk dalam total biaya proyek.
[20]

Rencana anggaran adalah bagian
dari rencana pengadaan tanah tetapi
cenderung tidak mempertimbangkan
biaya pemukiman kembali.

Biaya perencanaan proyek tidak
mengutamakan biaya pemukiman
lain.

Biaya pengadaan tanah harus
dimasukkan dalam RPF and LARAP.

Prosedur Konsultasi
dan Penanganan
Keluhan.

Orang-orang yang dipindahkan harus
diajak berkonsultasi secara
bermakna dan harus memiliki
kesempatan untuk berpartisipasi
dalam perencanaan dan pelaksanaan
program pemukiman kembali (2.b).
Mekanisme penanganan keluhan
harus mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya hukum d

Konsultasi dengan Warga yang
Terkena Dampak Proyek diperlukan
sebelum mendapatkan izin untuk
lokasi proyek yang diusulkan. Tidak
ada konsultasi sebelum negosiasi
mengenai opsi kompensasi.
Mekanisme penanganan keluhan
dijelaskan dengan jelas dan akan
mengikuti prosedur pengadilan.
Memahami keterbatasan dan beban

Konsultasi terbatas dan
mekanisme penanganan keluhan
terbatas pada sistem pengadilan.

RPF dan LARAP membutuhkan
konsultasi dan pelaksanaan
mekanisme penanganan keluhan
(GRM).

®Mengacu pada definisi Masyarakat Adat, kerangka hukum dan metode konsultasi, dalam IPPF, Bagian 7.

LARAP
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LARAP

Lingkup/Topik

Kebijakan Bank Dunia

dan mekanisme penyelesaian
sengketa tradisional (17).

Table 5.1. Analisis Kesenjangan

Peraturan Pemerintah Indonesia

sistem pengadilan, efektivitas
pelaksanaannya masih
dipertanyakan.

Kesenjangan

Kebijakan dalam ESMF

8.

Hasil Pemantauan

Persyaratan untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi yang
memadai atas semua kegiatan yang
ditetapkan dalam rencana
pemukiman kembali.

Menilai apakah tujuan dari instrumen
pengadaan tanah dan pemukiman
kembali telah tercapai, setelah
menyelesaikan proyek, dengan
mempertimbangkan kondisi dasar
dan hasil pemantauan pemukiman
kembali.

Pemantauan dan evaluasi
mencakup pekerjaan, kepemilikan,
pemanfaatan, dan manfaat dari hasil
pengadaan tanah tanpa jelas kapan,
bagaimana dan apa langkah koreksi
yang bisa ditegakkan.

Tidak ada mekanisme untuk
melakukan langkah-langkah
perbaikan.

LARAP menetapkan persyaratan
pemantauan kegiatan pengadaan
tanah dan pemukiman kembali.
Secara keseluruhan, proyek ini
diperlukan untuk memantau dan
melaporkan persiapan dan
implementasi LARAP (dan EMP dan
IPP)
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9. Bentuk Keberhakan, Bantuan dan Manfaat

6.1.

6.2.

Dari Proyek

Pendekatan Umum

99. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya (lihat Bagian 5.1.1) dan Kebijakan
Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali Non-sukarela yang telah diadopsi dalam Kerangka
Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) ESMF GEUDP. Resettlement Plan Farmework
(RPF) akan digunakan sebagai panduan untuk perencanaan dan pelaksanaan pengadaan
tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah akan mengikuti tahapan/langkah dalam Peraturan
Pemerintah Indonesia, tetapi tetap mematuhi prinsip-prinsip kebijakan Bank Dunia.

100.Untuk pengadaan tanah di atas 5 ha, tahap perencanaan akan diikuti oleh tiga tahap, yang

akan dilakukan oleh badan Pemerintah yang membutuhkan tanah (Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral/ESDM), yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap
Penyerahan. Tahap persiapan akan dimulai setelah dokumen Rencana Pengadaan Tanah
(disiapkan dalam tahap perencanaan) diserahkan dan disetujui oleh Gubernur. Namun, karena
Proyek eksplorasi panas bumi WaeSano hanya akan membebaskan kurang dari 5 ha luas
lahan untuk masing-masing lokasi pelebaran jalan, sedangkan tanah untuk well pad dan
fasilitas utama tidak akan dibeli tapi disewa. Merujuk pada Peraturan Presiden nomor 148
tahun 2015, prosesnya dapat langsung dilakukan dengan pemegang hak atas tanah melalui
transaksi bisnis atau dengan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

101.Poin-poin penting berikut dipatuhi dalam GEUDP ESMF yang akan diterapkan dalam

melakukan negosiasi sukarela:

Negosiasi mengenai lokasi mana yang dipilih berdasarkan keinginan pemilik tanah untuk
menjual atau menyewakan tanah;

Proses negosiasi akan menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- Konsultasi bermakna dengan WTP, termasuk mereka yang tidak memiliki hak atas tanah
(yaitu mereka yang akan terkena dampak pelebaran jalan);

- Penawaran harga wajar untuk tanah dan aset lainnya dengan biaya penggantian, sebagai
hasil penilaian tanah yang akan dilakukan oleh penilai tanah publik; dan

- Transparansi dalam negosiasi dengan Orang yang Terkena Dampak Proyek untuk
mengurangi risiko asimetri informasi dan daya tawar para pihak. Pihak eksternal yang
independen akan dilibatkan untuk mendokumentasikan dan memvalidasi proses negosiasi
dan penyelesaian. Verifikasi (misalnya, pernyataan yang disahkan atau disaksikan) dari
sifat sukarela pemberian tanah harus diperoleh dari setiap orang yang menjual atau
menyewakan tanah.

102.Konsultasi dengan pihak-pihak yang berhak akan dilakukan dengan memberikan informasi

yang jelas, faktual dan akurat secara transparan berkelanjutan tanpa paksaan. Memberikan
peluang bagi pihak-pihak yang berhak untuk menyampaikan masalah, membuat saran dan
menyuarakan perhatian dan harapan mereka terkait dengan Proyek.

Skema Pengadaan Tanah

103.Skema Pengadaan Tanah Proyek akan menyediakan lahan yang diusulkan untuk: (a) well

pads dan fasilitas utama; dan (b) pelebaran jalan, dalam skema yang berbeda. Area well pad
hanya akan digunakan sementara selama eksplorasi Proyek, sementara pelebaran jalan akan
permanen.

104.Bagian berikut membahas skema yang direncanakan untuk pengadaan tanah untuk tahap

eksplorasi Proyek. Untuk semua skema ini, Proyek akan menerapkan negosiasi sukarela,
sesuai dengan GEUDP ESMF.
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105.Penjelasan mengenai potensi skema-skema ini disediakan pada Bagian 6.2.1 - 6.2.3 berikut

ini, sedangkan untuk tahap eksploitasi Proyek selanjutnya, LARAP terpisah akan disiapkan
untuk lahan yang diperlukan, tergantung pada tahap penyelesaian eksplorasi Proyek.

106.Perlu dicatat, laporan implementasi pengadaan tanah akan dikembangkan pada akhir seluruh

proses pengadaan tanah untuk diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Bank Dunia.

6.2.1. Pengadaan Tanah dan Aset yang Dimiliki oleh Perorangan

107.Pada tahap eksplorasi saat ini, Proyek akan menggunakan sewa tanah untuk memperoleh

sebagian besar lahan yang diusulkan dibutuhkan untuk pembangunan well pads dan fasilitas
pendukung utama (misalnya pengolahan air, kamp pengeboran). Perjanjian akan tunduk pada
kebiasaan setempat dalam hal sewa menyewa tanah dan berdasarkan negosiasi sukarela
dengan orang-orang yang terkena dampak.

108.Perjanjian Sewa Tanah juga harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati

masing-masing pihak dan dibuat secara tertulis; perjanjian ini juga harus diketahui oleh para
pemimpin adat. Skema sewa lahan dapat merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Penggunaan
Tanah, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Terutama akan mengambil langkah-langkah
berikut:

Sosialisasi rencana pengadaan tanah dan skema yang diusulkan untuk semua orang yang
terkena dampak;

Persiapan peta untuk setiap bidang tanah dan mengkonfirmasi batas dengan pemilik tanah
yang berdekatan;

Penilaian independen atas nilai kompensasi mengacu pada SPI 204 untuk aset yang terkena
dampak, termasuk pabrik dan struktur di darat;

Verifikasi data WTP yang dikumpulkan selama sensus LARAP saat ini dan konfirmasi tingkat
kerugian untuk setiap WTP, termasuk yang tidak dapat ditemui selama survei saat ini;

Pengungkapan hasil penilaian tanah dan inventarisasi, serta laporan verifikasi data WTP
pada PemerintahDesa;

Negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan tentang jumlah biaya sewa tanah dan
kompensasi tanah dan tanaman yang terkena dampak;

Persiapan perjanjian sewa tanah dan dokumentasi untuk kompensasi, dan verifikasi status
hukum tanah untuk memastikan tanah tidak tunduk pada klaim lain; dan

Pembayaran kompensasi dan dokumentasi perjanjian sewa.

109.Meskipun Proyek hanya akan menggunakan sementara area lahan yang diusulkan, dan oleh

karena itu skema sewa tanah lebih dipilih, namun sebagai bagian dari langkah-langkah
mitigasi untuk mengelola potensi hilangnya mata pencaharian sementara dari lahan pertanian
yang terkena dampak, sebagaimana telah dimasukkan dalam ESIA dan juga diidentifikasi
dalam studi LARAP saat ini, kompensasi diperlukan untuk tanaman yang berada di atas lahan.
Hal ini selaras dengan GEUDP ESMF yang memperhatikan kompensasi yang memadai atas
hilangnya sumber pendapatan dan mata pencaharian dari proses pengadaan tanah dan
proses pemukiman kembali Proyek.

110.Langkah-langkah untuk kompensasi tanaman di lahan yang terkena dampak akan merujuk

LARAP

pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
demi Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) untuk memperoleh lahan untuk kegiatan
kepentingan umum, dan peraturan pelaksanaannya (lihat Bagian 5.1) yang memperhatikan
bahwa penilaian tanaman dilakukan oleh penilai publik.
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6.2.2. Pengadaan Tanah di Area Pelebaran Jalan Akses

111.Akses jalan menuju lokasi proyek akan menggunakan jalan kabupaten sepanjang kira-kira 23
km, dengan lebar Rumija yang sudah ada selebar 10 m. Dari catatan, PT SMI telah
memperoleh surat konfirmasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Daerah Milik Jalan
(Right of Way-ROW) dengan lebar 10 m dan dukungan mereka terhadap proses akuisisi
tanah, tertanggal Juni 2018.

112.Sepanjang 23 km jalan akses tersebut, pelebaran jalan diperlukan di 23 titik untuk mobilisasi
material dan peralatan. PT SMI akan memberikan kompensasi kepada pemilik tanah untuk
tanah yang terkena dampak dan aset lainnya dengan biaya penggantian, sementara pemilik
tanah akan melepaskan tanah secara sukarela kepada pemerintah daerah.

6.2.3. Aset yang Dimiliki oleh Bukan Perorangan

113.Untuk lahan kehutanan, mekanisme untuk pengadaan tanah kehutanan akan mengacu pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 (lihat Bagian 5.1.2).

114.Singkatnya, langkah-langkah berikut akan dilakukan untuk penerapan IPPKH:
e Pengajuan permohonan izin kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
o Evaluasi persyaratan administrasi dan teknis oleh Direktur Jenderal Perencanaan Hutan;

o Koordinasi dengan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk
penerapan izin pada kawasan Hutan Lindung;

¢ Penerbitan rekomendasi izin, dengan peta lokasi izin;

e Penilaian oleh Sekretaris Jenderal dan penyerahan dokumen konsep IPPKH vyang
mengizinkan persetujuan, dengan peta lokasi izin, kepada Menteri; dan

e Penerbitan IPPKH.

115.Untuk aset yang dimiliki oleh pemerintah desa (termasuk tanah), proses transfer sewa aset
yang dimiliki pemerintah desa (aset pemerintah) harus mengikuti prosedur yang ditetapkan
dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.1/2016, yang menyatakan bahwa untuk
melepaskan aset harus mendapatkan persetujuan dari gubernur. Untuk memperoleh
persetujuan gubernur, kepala desa harus menulis surat kepada Bupati (Kepala Pemerintah
Kabupaten) yang kemudian akan menyampaikannya kepada gubernur. Prosedur sewa
menyewa juga diatur dalam peraturan. Lahan desa dapat disewa untuk periode 3 (tiga) tahun,
dengan opsi perpanjangan. Perjanjian sewa harus mencakup (i) Kejelasan objek yang disewa
(jenis, luas wilayah atau nomor unit dan periode sewa); (ii) Tanggung jawab atas biaya
operasional dan pemeliharaan selama masa sewa;(iii) Hak dan tanggung jawab masing-
masing pihak; dan (iv) Kondisi force majeure.

116.Sementara itu untuk tanah ulayat Nunang yang terkena dampak, mula-mula Proyek akan
melakukan konsultasi untuk mendapatkan persetujuan kompensasi atau biaya sewa yang
akan dilakukan dengan semua anggota masyarakat dan pemimpin adat yang disaksikan oleh
Pemerintah Desa dan/atau Pejabat Distrik. Ritual upacara perpindahan penguasaantanah
akan dilakukan sesuai permintaan.

LARAP
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Kelayakan, Tanggal Batas Waktu (Cut-Off Date), dan Keberhakan atas Kompensasi

117.WTP yang berhak atas kompensasi terdiri dari beberapa kriteria berikut:

Orang-orang yang memiliki hak hukum formal atas kehilangan tanah secara keseluruhan atau
sebagian;

Orang yang kehilangan tanah yang mereka tempati secara keseluruhan atau sebagian yang
tidak memiliki hak kepemilikan formal atas tanah tersebut, tetapi yang memiliki klaim atas
tanah tersebut yang dikenali atau diakui berdasarkan hukum nasional, misalnya melalui
pembayaran pajak;

Orang yang mengolah tanah dan menanaminya lebih dari 10 tahun, namun, tidak memiliki
klaim atas tanah tersebut; dan

Lembaga yang memiliki hak atas tanah yang hilang berdasarkan UU Indonesia.

118.Tanggal batas waktu (cut-off date) dari kelayakan mengacu pada tanggal ketika pengukuran

kadaster diselesaikan, yaitu 31 Agustus 2018. Tanggal tersebut telah disebarluaskan ke WTP
dan semua WTP telah menyadarinya. Tanggal batas waktu untuk menentukan pihak yang
berhak dan/atau memiliki aset lain atau kepentingan di dalam wilayah proyek. Jika mereka
terkena dampak negatif, mereka akan berhak atas kompensasi untuk aset mereka yang
terkena dampak, termasuk tindakan rehabilitasi, sesuai kebutuhan, cukup untuk membantu
mereka meningkatkan atau setidaknya mempertahankan standar kehidupan pra-proyek,
kapasitas yang menghasilkan pendapatan dan meningkatkan produksi. Setelah batas waktu
tersebut, mereka yang melanggar batas proyek tidak akan berhak atas kompensasi atau
bantuan lainnya.

119.Pada dasarnya, kepatuhan terhadap kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia dan GEUDP

ESMF mensyaratkan dimasukkannya lebih banyak pemilik informal dalam beberapa bentuk
kompensasi atau rencana pemukiman kembali. Hal ini mensyaratkan bahwa proyek dapat
dengan jelas menunjukkan bahwa gaya hidup dan mata pencaharian semua pihak yang
terkena dampak dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Adopsi proses Bank Dunia dan
GEUDP ESMF diharapkan dapat mengurangi atau memitigasi dampak sosial dari proyek dan
kemungkinan akan memperoleh manfaat jangka panjang yang nyata dalam penerimaan
masyarakat terhadap proyek.

120.Matriks1® Keberhakan (

10 Matriks keberhakan ini didasarkan pada pemahaman proyek saat ini, akan diperbarui dengan informasi yang lebih spesifik
dengan banyaknya penelitian yang dilakukan pada lahan spesifik yang terkena dampak proyek, dan pihak-pihak yang terkena
dampak atas perubahan penggunaannya.
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LARAP

Tabel 9-1) telah dibuat untuk menentukan strategi Proyek untuk memastikan kompensasi yang
memadai untuk semua orang yang terkena dampak. Matriks keberhakan ini dikembangkan
berdasarkan pada jenis kerugian yang mungkin dialami WTP, kriteria kelayakan (yang akan
berhak untuk mendapatkan kompensasi, rehabilitasi, dan dukungan pemukiman kembali), dan
serangkaian pemberian hak (bentuk kompensasi untuk setiap perbedaan dampak yang tidak
selalu finansial). Pada prinsipnya, nilai kompensasi akan dinilai oleh penilai publik yang
independen dan bersertifikat yang mengacu pada SPI1 204, serta pertimbangan tambahan atas
hak berdasarkan standar internasional seperti yang didefinisikan dalam keijakan perlindungan
(safeguard) Bank Dunia dan GEUDP ESMF tentang Pengadaan Tanah dan Pemukiman
Kembali (involuntary resettlement).
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Tipe Kerugian

A. Kehilangan Tanah

Pihak Yang
Berhak

Keberhakan

Tabel 9-1 Keberhakan untuk Pihak Yang Berhak (WTP)

Masalah Dalam Pelaksanaan

1

Kehilangan Lahan
Pertanian (untuk
jalan akses)

Orang/kelompok
yang memiliki bukti
kepemilikan formal
(sertifikat) atau
non formal (bukti
pendaftaran) atas
kepemilikan tanah

* Kompensasi atas aset
berdasarkan prinsip penggantian
penuh.

« Sertifikasi untuk sisa lahan yang
tidak digunakan untuk pelebaran
jalan.

¢ Penilaian jumlah kompensasi

akan dilakukan oleh jasa
penilai independen.

Tanah milik
pemerintah desa

¢ Mengikuti mekanisme
mengacu pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 1
Tahun 2016.

Penilaian nilai tanah desa
yang digunakan untuk
prrojek dilakukan oleh jasa
penilai independen.

Petani penggarap

= Tanaman tahunan:
kompensasi tunai akan
dibayarkan berdasarkan nilai
pasar yang berlaku;

= Tanaman tahunan:
kompensasi dihitung
berdasarkan biaya
penggantian dengan
mempertimbangkan
produktivitas dan usianya;

= Tanaman kayu: kompensasi
pada harga pasar saat
penilaian dilakukan
berdasarkan usia, jenis pohon
dan diameter batang setinggi
dada;

= Struktur sekunder akan
dikompensasi sesuai biaya
penggantian.

Penilaian terhadap tanaman
dan bangunan sekunder
yang terkena dampak akan
dilakukan oleh jasa penilai
independen.

Pemberitahuan awal untuk
memanen tanaman/
pohonnya terlebih dahulu.

2 Kehilangan tanah Orang/kelompok e Sewa tanah untuk jangka Penilaian harga sewa akan
bersifat sementara yang memiliki bukti waktu 5 sampai 7 tahun; dilakukan oleh jasa penilai
yang digunakan kepe.rplllkan formal e Sertifikasi untuk seluruh luas independen;
untuk well pad dan (sertifikat) atau . L .

. . tanah yang akan digunakan Negosiasi untuk biaya sewa
fasilitas proyek non formal (bukti .
untuk proyek (well pad dan akan dilakukan secara
pendaftaran) atas fasilitas utama); transparan tanpa paksaan
kepemilikan tanah ’ ’
e Tanah akan dikembalikan
kondisinya seperti sebelum
digunakan proyek atau dalam
kondisi siap untuk ditanami.
Tanah milik ¢ Mekanisme sewa akan Penilaian harga sewa akan
pemerintah desa mengacu pada mekanisme dilakukan oleh jasa penilai
yang diatur dalam Keputusan independen.
Menteri Dalam Negeri No 1
tahun 2016.
Petani penggarap = Tanaman tahunan: Penilaian terhadap tanaman
kompensasi tunai akan yang terkena dampak akan
LARAP
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Tipe Kerugian

Pihak Yang

Keberhakan

Masalah Dalam Pelaksanaan

Berhak

dibayarkan berdasarkan nilai
pasar yang berlaku;

= Tanaman tahunan:
kompensasi dihitung
berdasarkan biaya
penggantian dengan
mempertimbangkan
produktivitas dan usianya;

= Tanaman kayu: kompensasi
pada harga pasar saat
penilaian dilakukan

berdasarkan usia, jenis pohon

dan diameter batang setinggi
dada;

dilakukan oleh jasa penilai
independen.

e Pemberitahuan awal untuk
memanen tanaman/
pohonnya terlebih dahulu.

Kehilangan tanah
komunal/ulayat

Pemilik tanah
komunal /ulayat

= Kompensasi tunai dengan
biaya penggantian atau jenis
lainnya, untuk semua pemilik
tanah ulayat sesuai dengan
ketentuan kompensasi untuk
hilangnya tanah di atas dan

upacara adat untuk pengalihan

tanah (jika diminta).

e Untuk tanah ulayat, konsultasi
untuk mendapatkan
persetujuan kompensasi atau
biaya sewa akan dilakukan
dengan semua anggota
masyarakat dan pemimpin
adat yang disaksikan oleh
Pemerintah Desa dan / atau
Kecamatan.

o Melaksanakan upacara adat
sebelum konstruksi jika
diminta oleh masyarakat adat.

Tanaman atau
Pohon

e Tanaman tahunan:
kompensasi tunai akan
dibayarkan berdasarkan nilai
pasar yang berlaku;

e Tanaman tahunan:
kompensasi dihitung
berdasarkan biaya
penggantian dengan
mempertimbangkan
produktivitas dan usianya;

e Tanaman kayu: kompensasi
pada harga pasar saat
penilaian dilakukan
berdasarkan usia, jenis
pohon dan diameter batang
setinggi dada;

e Penilaian terhadap tanaman
yang terkena dampak akan
dilakukan oleh jasa penilai
independen.

e Pemberitahuan awal untuk
memanen tanaman/
pohonnya terlebih dahulu.

Bangunan sekunder

Pemilik aset
diidentifikasi dalam
pendataan aset

Kompensasi tunai untuk
bangunan pada nilai
penggantian berdasarkan harga
pasar bebas dari biaya
penyusutan/transaksi dan
material yang masih bisa
dipakai.

Penilaian harga bangunan
dilakukan oleh jasa penilai
independen.

Infrastruktur atau
fasilitas umum milik
masyarakat (misal
bak air PAMSIMAS)

Pemilik fasilitas
umum/infrastruktur
milik masyarakat

Rekonstruksi bangunan yang
hilang melalui konsultasi dengan
masyarakat. Bangunan akan
sepenuhnya diganti atau
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Pihak Yang

Keberhakan Masalah Dalam Pelaksanaan
Berhak

No Tipe Kerugian

direhabilitasi agar bisa tetap
berfungsi seperti sebelum adanya

proyek.
8 | Hilangnya sumber Kelompok rentan o Sertifikasi semua area lahan
daya dasar dan kelompok yang terkena dampak / disewa
yang terkena untuk proyek dan fasilitasnya
dampak penting. dan sisa lahan;

e Untuk tanah yang terkena
dampak pelebaran jalan,
sertifikasi dilakukan untuk
tanah yang tersisa;

e Penyediaan dan
memprioritaskan peluang
kerja bagi orang-orang yang
terkena dampak atau anggota
rumah tangganya dalam
peluang kerja yang terkait
dengan proyek (daftar Warga
yang Terkena Dampak Proyek
akan diberitahu kepada
kontraktor); dan / atau

e Berpartisipasi dalam program
pengembangan masyarakat
yang sudah diprakarsai
sebagai bagian dari Program
Pengembangan Masyarakat
(CSR/CDP) PT SMI.

Sumber: PT SMI (Persero), Desember2018
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10.Penilaian Aset dan Perhitungan
Kompensasi atas Kerugian

7.1. Penilaian Aset

121.Penilaian aset akan didasarkan pada prinsip biaya penggantian seperti yang diatur dalam OP
4.12 dan diadopsi dalam ESMF GEUDP. Untuk memastikan kompensasi memenuhi prinsip-
prinsip itu, penilaian tanah yang terkena dampak dan aset lainnya akan dilakukan oleh penilai
independen terakreditasi mengikuti standar yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai
Indonesia (MAPPI).1!

122.Dasar penilaian adalah: (i) Nilai Penggantian Penuh - Nilai ini dapat dipahami sebagai nilai
berdasarkan kepentingan pemilik (nilai untuk pemilik) 12; (ii) Kesetaraan nilai pasars; (iii)
Kerugian non-fisik yang disebabkan oleh pelepasan hak wajib pemilik properti4; (iv)
Kepemilikan properti tidak terbatas pada hak kepemilikan, tetapi dapat diartikan sebagai
kontrol, manajemen, dan penggunaan properti sesuai dengan hukum dan peraturan yang
berlaku atau sesuai dengan ruang lingkup penugasan yang disepakati; (v) Tanggal penilaian
adalah tanggal pengumuman, dan tanggal penentuan lokasi untuk pembangunan untuk
kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; (vi) Nilai tambah
harus dihitung berdasarkan risiko yang timbul dari potensi kerugian pemilik. Nilai penggantian
yang memadai harus lebih tinggi dari nilai pasar atau setidaknya sama dengan nilai transaksi
kompensasi dari properti yang serupa (jika pembandingnya adalah properti yang serupa dari
transaksi kompensasi).

123.Penilaian kompensasi dalam standar ini mencakup tetapi tidak terbatas pada: i) pembangunan
pemukiman kembali; ii) program pendidikan dan motivasi; iii) penyediaan fasilitas kerja; dan
iv) kompensasi fasilitas bisnis. Pendekatan penilaian ditentukan dalam SPI 204 yang terperinci
(Tabel 7.1)

Tabel 7.1. Nilai Penggantian Penuh (Replacement Cost) Menggunakan Pendekatan Penilaian
yang Berlaku di Indonesia

Obyek Penilaian Dasar Penghitungan | Pendekatan Keterangan
Tanah dan Bangunan Pasar dan Non Pasar Pasar dan
Pendapatan
Struktur dan atau Fasilitas | Prinsip penggantian baru | Biaya Secara prinsip, standar penilaian
Pelengkap dengan penyesuaian ditentukan oleh asosiasi penilai
independen tidak memperhitungkan
adanya penyusutan kondisi fisik
bangunan yang terkena dampak
Tanaman Pasar dan pola Pendapatan Dengan metode Discounted Cash
perhitungan penanaman Flow untuk satu siklus
ang wajar
yang waj Pasar Untuk tanaman non-komersial,
dengan menggunakan referensi dari
instansi terkait.
Biaya Tanaman yang masih muda

11 Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204, Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Tanah untuk Kepentingan
Umum, Penilai Kode Etik Indonesia dan Standar Indonesia, 2018.

2Nilai bagi pemilik didefinisikan sebagai manfaat ekonomi yang diperoleh dari kepemilikan atau kepemilikan properti.

BNilai pasar adalah salah satu dasar untuk penentuan nilai dengan memperhitungkan data pasar yang terbatas atau sama
sekali tidak ada. Nilai pasar ini dapat dibandingkan dengan nilai berdasarkan potensi penggunaan (tanpa melihat manfaat dari
rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum).

14 Kerugian non-fisik adalah kerugian lain, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2/2012, Pasal 33 dan penjelasannya, berlaku
atau sesuai dengan ruang lingkup Kepemilikan yang disepakati.
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Obyek Penilaian Dasar Penghitungan  Pendekatan Keterangan
Non-Fisik: Penggantian Pasar dan non pasar Pendapatan Berdasarkan Undang Undang dan
yang memadai atas Peraturan yang Berlaku
kehilangan pelepasan hak .
dari pemilik tanah yang Biaya Kerugian karena pemutusan atau
akan diberikan premium penutupan tempat usaha.
Kehilangan pekerjaan atau | Kompensasi tambahan Misal: petani ikan, restoran kecil - jika
usaha, termasuk alih dihitung berdasarkan: tidak ada ketentuan lain, dapat
profesi - potensi pendapatan?® dipertimbangkan untuk rata-rata 3
- penghasilan untuk bulan untuk usaha dan 6 bulan untuk|
bulan lalu 16 alih profesi
Kehilangan emosional misalnya: 5% - 30% dari nilai pasar
(solatium) terhadap rumah (tanah dan
bangunan) sebagaimana diatur
dalam pedoman ini dengan
persetujuan.
Biaya transaksi Berdasarkan studi sosial- | Biaya * g!aya plndzh ih
ekonomi yang dilakukan * biaya pembersinan
oleh konsultan ahli atau * Biaya untuk pajak
hukum & peraturan yang ¢ Biaya Sertifikat Akta Tanah
berlaku (PPAT)
Masa tunggu kompensasi Berdasarkan tingkat bebas Berdasarkan hukum dan peraturan
(bunga) risiko, atau bunga deposito yang berlaku
bank pemerintah
Hilangnya sisa tanah Pasar Data Pasar
Kehilangan lain Biaya perbaikan Biaya

Sumber : SPI 204

7.1.1. Kompensasi untuk Sewa Tanah

124. Kompensasi untuk sewa tanah akan didasarkan pada negosiasi sukarela dengan pemegang
hak atas tanah. Berikut ini akan dipertimbangkan dalam penentuan nilai sewa lahan:

e Hasil penilai publik (Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP) tentang nilai tanah dan tanaman
yang terkena dampak;

¢ Nilai pendapatan historis yang dihasilkan atau berpotensi dihasilkan oleh tanah yang terkena
dampak di masa depan (sebagaimana diidentifikasi dari studi LARAP ini); dan

e Nilai pasar untuk sewa tanah di daerah lain yang berdekatan, misal di kecamatan lain di
Kabupaten Manggarai Barat (sewa tanah adalah skema yang tidak biasa bagi penduduk
setempat sehingga tidak ditemukan nilai patokan di tingkat lokal selama masa studi.

7.1.2. Kompensasi untuk Aset Bukan Milik Perorangan

125. Sebagaimana dibahas dalam Bagian 6 sebelumnya, untuk aset pemerintah desa (termasuk
tanah), sewa aset dan mekanisme transfer aset mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 1 Tahun 2016. Ini harus mencakup biaya operasional dan pemeliharaan tanah.

7.1.3. Hak untuk WTP Kelompok Rentan dan Kelompok Yang Terkena Dampak Serius

126.Selain persyaratan pemerintah, GEUDP ESMF membutuhkan kompensasi penuh untuk
dibayarkan pada nilai penggantian. Aset mata pencaharian harus diganti dengan yang nilainya

sama.

Pembagian manfaat dijamin melalui
memungkinkan.

mekanisme dukungan

tambahan jika

15 Untuk usaha- penghasilan bersih ditambah kewajiban biaya busaha perlu dibayar untuk transfer, seperti biaya karyawan

tetap
16 Untuk alih profesi
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127.Ketentuan kompensasi untuk penilaian pemerintah dan hilangnya sumber pendapatan dari
aset yang terkena dampak untuk setiap kategori orang yang terkena dampak, sebagaimana
ditentukan dalam matriks hak (lihat Bagian 6.4) yang mencakup berbagai langkah untuk
kompensasi termasuk kompensasi uang tunai atau barang, bantuan rehabilitasi pendapatan,
penggantian pendapatan/pemulihan usaha. Jenis kompensasi tergantung pada kerugian
orang-orang yang terkena dampak, termasuk jenis; tingkat dan sifat kerugian mereka, dan apa
yang akan cukup untuk memulihkan basis sosial dan ekonomi mereka. Sebagai dasar sosio-
ekonomi dari WTP dan signifikansi dampak yang diidentifikasi dalam laporan LARAP ini,
berikut ini akan disediakan untuk WTP yang rentan dan parah:

o Berhak untuk berpartisipasi dalam program pengembangan masyarakat yang sama seperti
yang disebutkan dalam ESIA, jika program memenuhi kebutuhan WTP.

¢ Prioritas untuk anggota keluarga rumah tangga dalam pekerjaan yang terkait dengan proyek;
dan

o Sertifikasi tanah yang akan disewakan untuk well pads dan fasilitas utama. Hal ini akan
dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian sewa, yang akan diberikan pada akhir masa sewa.

128.Strategi Gender. Berdasarkan pada Kebijakan Gender Bank Dunia, tindakan spesifik berikut
berusaha untuk mengatasi masalah gender serta sektor-sektor rentan lainnya dalam Proyek:

= Perempuan, orang tua, dan penyandang cacat akan diundang/diwakili dalam konsultasi
implementasi LARAP;

= Dalam melakukan Survei Pengukuran Terperinci dan konsultasi tentang kegiatan
pengadaan tanah dan pemukiman kembali, baik perempuan maupun laki-laki akan
berpartisipasi dalam diskusi - untuk memasukkan lansia dan penyandang cacat (mungkin
dengan perwakilan);

=  Suami dan istri akan diundang untuk hadir untuk menerima kompensasi dan tunjangan lain
untuk aset yang terkena dampak;

= Perempuan akan diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tidak
terampil dan menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama oleh laki-laki;

= Perempuan, orang tua, dan penyandang cacat akan diprioritaskan dalam Program
Pemulihan Mata Pencaharian yang akan diberikan selama implementasi LARAP
khususnya sebagai kepala rumah tangga yang rentan/sangat parah;

= Indikator pemantauan terpilah berdasarkan jenis kelamin, etnis, dan kelompok rentan akan
dikembangkan untuk memantau manfaat sosial, peluang ekonomi, mata pencaharian, dan
kegiatan pemukiman kembali.

7.2. Perhitungan Kompensasi

129.Penghitungan harga tanah dan kompensasi lain untuk tanaman, pohon, struktur, dan aset lain
yang terkena dampak harus diberikan berdasarkan sensus tanah melalui Kantor Jasa Penilai
Publik yang independen dan bersertifikat (KJPP).
Perkiraan anggaran disajikan dalam Bagian Error! Reference source not found..
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11.Konsultasi, Partisipasi dan Keterbukaan
Informasi

130.Berkenaan dengan kebijakan keterbukaan informasi Bank Dunia, terdapat persyaratan bahwa
harus mengungkapkan informasi penting tentang LARAP. Konsultasi dan diskusi akan
dilanjutkan dengan orang-orang yang terkena dampak, PT SMI, Komite Pengadaan Tanah dan
pemangku kepentingan lainnya untuk menginformasikan tentang persiapan pengadaan tanah
dan implementasi serta untuk mengidentifikasi masalah dan untuk mencari umpan balik dari
orang-orang yang terkena dampak dan kelompok terkait. Metode yang akan digunakan
selama konsultasi akan mencakup: pertemuan publik, wawancara individu, wawancara
kelompok, dan observasi lapangan. Semua notulen rapat, foto, lembar kehadiran akan
disiapkan dan didokumentasikan.

8.1. Konsultasi Sebelum Penyiapan Dokumen LARAP

131.Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan - SEP) telah
dikembangkan secara khusus untuk Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano yang terdiri dari
program keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan yang diusulkan
(lihat Laporan SEP Final, Juni 2018). SEP telah memasukkan analisis pemangku kepentingan
dan mengusulkan perencanaan untuk keterlibatan pemangku kepentingan yang sedang
berlangsung; yang akan menjadi kegiatan pendukung sejalan dengan implementasi rencana
pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP), pemantauan UKL-UPL, serta keterlibatan
berkelanjutan selama proses pengadaan tanah. SEP akan berfungsi sebagai dokumen hidup
yang perlu direvisi seiring dengan perkembangan atau perubahan Proyek. Selain itu,
implementasi SEP akan membutuhkan program terkoordinasi untuk pelibatan masyarakat. Ini
sudah termasuk catatan konsultasi terkait dengan rencana Proyek untuk pengadaan tanah.

132.Deskripsi terperinci tentang keterlibatan dan konsultasi yang dilakukan untuk Proyek sebelum
studi terbaru untuk LARAP ini dan masalah-masalah utama yang diidentifikasi terkait dengan
masalah pengadaan tanah telah dilaporkan dalam Laporan ESIA dan SEP Final (Juni 2018)
dan Pendahuluan LARAP (Maret 2018). Sehubungan dengan kegiatan pengadaan tanah,
keterlibatan pemangku kepentingan berikut telah terjadi:

Tabel 8.1. Konsultasi Sebelum Penyusunan Dokumen LARAP

Pendekatan dan
Metodologi

Pemangku

Waktu dan Lokasi .
Kepentingan

Isu Yang Disampaikan

Maret 2017 di Desa Kepala Desa, Tokoh e Pemetaan Partisipatif Identifikasi beberapa wilayah

Waesano Adat (Tua Golo), sakral dan potensi cagar budaya
Masyarakat di lokasi proyek yang diusulkan.
Maret 2018 Tokoh Adat (Tu’a Wawancara Tokoh Ada beberapa masalah utama

(Persiapan LARAP
Pendahuluan). Di
Desa Waesano dan
Desa-desa yang
terkena dampak
pelebaran akses
jalan

Golo), Kepala Desa,
Camat, dan pemilik
tanah

Kunci

Wawancara Pemilik
Lahan

yang terungkap selama kegiatan
pelibatan masyarakat ini,
termasuk kekhawatiran tentang
pengadaan tanah dan harapan
keterlibatan masyarakat lokal
selama pengembangan Proyek

November 2016
(selama studu
ESIA) di Desa
Waesano

Camat, Kepala Desa,
Tokoh Adat (Tua
Golo), Masyarakat

Konsultasi Publik

e Harapan untuk terlibat
diproyek sebagai pekerja dan
kemitraan usaha untuk
mendukung operasi proyek,
misalnya untuk penyediaan
makanan dan penginapan;
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Pemangku Pendekatan dan

\Wakiu dan Eokast Kepentingan Metodologi

Isu Yang Disampaikan

e Harapan  untuk  program
pengembangan masyarakat
dalam bentuk pemberdayaan
sosial-ekonomi untuk
masyarakat lokal dan
pembangunan infrastruktur
seperti perbaikan jalan untuk
mendukung pengembangan
pariwisata di desa;

o Kekhawatiran akan aliran
lumpur (seperti yang terjadi
dalam 'kasus Lapindo'):

e Kepedulian terhadap dampak
potensial terhadap pelestarian
alam dan sumber daya budaya
fisik, mis. Danau Sano
Nggoang, mata air, desa
bersejarah tua; dan

o Kekhawatiran tentang skema
pengadaan tanah dan rencana
kompensasi.

8.2.

Konsultasi/Sosialisasi selama Penyiapan Dokumen LARAP

133.Untuk mengatasi masalah potensial yang terkait dengan pengadaan tanah proyek,
serangkaian sosialisasi mengenai proses pengadaan tanah dilakukan pada 6-7 Desember
2018 di Desa Waesano dan kantor kecamatan. Informasi yang disampaikan selama sosialisasi
adalah tentang deskripsi proyek dan dampaknya terhadap aset masyarakat, perkiraan jumlah
WTP dan kerugiannya, mekanisme dan skema kompensasi, mekanisme penanganan
pengaduan dan jadwal tentatif untuk pengadaan tanah dan implementasi proyek. Sayangnya
sosialisasi pada 6 Desember 2018 diambil oleh masyarakat untuk menyatakan keberatan
mereka, sehingga materi tentang pengadaan tanah belum tersampaikan dengan baik.
Konsultasi tambahan dilakukan pada 19 dan 20 Desember 2018 tentang perencanaan proyek
seperti yang diminta oleh Pemda dan beberapa tokoh masyarakat. Ringkasan dari konsultasi
dan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 11-1 Konsultasi/Sosialisasi Selama Penyusunan LARAP

Waktudan Pemangku Kepentingan Fendekatan aan Isu yang Disampaikan

Lokasi 9 P 9 Metodologi yang P

Agustur 2018 di  Ketua Adat (Tu’a Golo), e Wawancara Dapatkan informasi lebih lanjut

Desa Waesano, Kepala Desa, Camat dan dengan Pemilik  tentang status kepemilikan

Wae Lolos, Golo Pemilik Tanah Tanah tanah dan informasi dasar dari

Mbu dan Golo pemilik tanah dan persepsi

Mbecek mereka terhadap rencana

proyek

6 Desember ¢ Pemilik aset tanah dan e Sosialisasi dan e Pihak yang menolak

2018 di Kantor non-tanah di area Konsultasi menyatakan alasan penolakan

Desa Wae Sano proyek disebabkan oleh kekhawatiran

akan adanya dampak negatif
kegiatan eksplorasi terhadap
kehidupan dan kegiatan
pertanian warga.Keberatan
utamanya disampaikan oleh
beberapa orang dari Dusun
Nunang yang rumahnya dekat

e Pemda Manggarai
Barat (Wakil Bupati,
Sekretaris Bupati,
Asisten Il Bupati,
Camat Sano Nggoang,
Kepala Desa Waesano
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Waktu dan
Lokasi

Pemangku Kepentingan

Pendekatan dan
Metodologi

Isu yang Disampaikan

Tu'a Golo (pemimpin
adat) dan pemimpin

dengan titik pengeboran.

e Dialog lebih lanjut dengan

terkena dampak
area eksplorasi.

Komite
Pengadaan
tanah (Wakil
Bupati, Asisten
Bupati, Instansi
terkait lainnya,
Kepala
Kecamatan,
Kepala Desa
dan Tu'a Golo.

PT SMI

agama warga Dusun Nunang yang

masih menolak akan
dilakukan oleh PT SMI.
Pemkab Manggarai Barat
akan memfasilitasi dialog
tersebut.

7 Desember = WTP yang Sosialisasi dan e Beberapa pemilik tanah yang

2018 Kantor memiliki aset Pertemuan terkena dampak dari Nunang

Camat Sano tanah dan non- Konsultasi dan Lempe menghadiri

Nggoang lahan yang sosialisasi karena mereka ingin

mendapatkan lebih banyak
informasi tentang pengadaan
tanah;

WTP menyetujui penggunaan
lahan mereka untuk perbaikan
jalan;

WTP mengetahui tentang
mekanisme pengadaan tanah,
hak dan jadwal tentatif;

Pemimpin adat dari Nunang
meminta PT SMI untuk
melakukan konsultasi khusus
yang mengundang orang-orang
yang menolak k untuk
melakukan diskusi lebih lanjut
tentang alasan penolakan dan
memberikan klarifikasi
mengenai dampak negatif
proyek panas bumi.

19 Desember

Warga Dusun Nunangs Sosialisasi dan

e Agenda awalnya adalah

Camat Sano
Nggoang

Tim Pengadaan Tanah
dari Kabupaten

Camat
Ketua Adat (Tua Golo)

Pemerintah Pusat
(Badan Geologi,
Kemenkeu, ESDM)

2018 di Kantor yang menolak proyek  Pertemuan untuk menyebarkan
Camat Sano . Konsultasi informasi mengenai panas
Nggoang Tim Pengadaan Tanah bumi dan manfaat, potensi
dari Kabupaten dampak lingkungan dan
Camat penangananya dan dialog
dengan warga yang masih
Ketua Adat (Tua Golo) menolak. Sayangnya tidak
. ada satupun yang datang,
?Be;;;:n(t;hoguisat meskipun Tim Penyediaan
Kemenkeu Eglf)M) Tanah, Pemerintah Pusat
’ dan SMI kemudian datang
PT SMI ke Dusun Nunang
20 December Masyarakat di sekitar ~ Pertemuan e Pembicara utama dari
2018 di kantor area proyek Konsultasi Badan Geologi Nasional

menyebarkan informasi
mengenai panas bumi dan
manfaat, potensi dampak
lingkungan dan
penangananya.

o Beberapa peserta
mengatakan bahwa
keberatan mengindikasikan
informasi belum dipahami
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Waktu dan Pendekatan dan

Lokasi

Pemangku Kepentingan

Isu yang Disampaikan

Metodologi

dengan baik oleh
masyarakat.
Kesalahpahaman mereka
menjadi lebih buruk karena
beredarnyai video tentang
dampak negatif dari
kegiatan eksplorasi panas
bumi Mataloko.

e PTSMI

e Transparansi diminta untuk
dilakukan disemua fase
proses aktivitas proyek

e Menyarankan materi untuk
sosialisasi termasuk
informasi mengenai dampak
panas bumi terhadap
pertanian masyarakat,
karena pertanian adalah
sumber utama pendapatan
masyarakat

8.3.

134.Keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan di masa depan dan yang sedang
berlangsung diusulkan untuk setiap tahap proses pengadaan tanah. Pendekatan berikut akan
digunakan selama proses pengadaan tanah sebagai bagian dari program keterlibatan
pemangku kepentingan proyek:

Menginformasikan, berkonsultasi, dan melibatkan semua WTP dalam proses pengambilan
keputusan pengadaan tanah dan kompensasi;

Kolaborasi dan pemberdayaan/pengembangan dengan Warga yang Terkena Dampak
Proyek, khususnya orang-orang yang rentan dan terkena dampak signifikan, termasuk
pertimbangan strategi gender untuk memastikan strategi konsultasi yang tepat dengan
para perempuan pemegang hak atas tanah;

Konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengadaan
tanah Proyek dan tokoh / pemimpin penting yang memiliki peran strategis dalam
masyarakat. Konsultasi lebih lanjut dengan masing-masing pemimpin adat/klan keluarga
sebagai pemilik tanah yang diusulkan akan dilakukan untuk memungkinkan proses
pengadaan tanah, bersama dengan pengungkapan yang sesuai dan konsultasi kepada
semua orang yang terkena dampak mengenai proses pengadaan tanah Proyek.
Serangkaian konsultasi akan dilakukan oleh PT SMI berkoordinasi dengan Pemda
Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana diminta oleh peserta.

Pengungkapan (Disclosure)

135.Setelah persetujuan dari Bank Dunia, dokumen LARAP akan dibuat dan diproduksi secara
tepat waktu, dan diunggah di situs web Bank Dunia dan PT SMI, serta di setiap tempat yang
dapat diakses secara lokal dalam bentuk dan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat
yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi proyek akan tersedia
bagi masyarakat yang terkena dampak dalam bentuk selebaran atau brosur dalam Bahasa
Indonesia.

LARAP
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12.Pengaturan Organisasi dan Tanggung
Jawab

136.Dalam struktur organisasi umum Unit Manajemen Proyek - Project Management Unit (PMU)
dan Tim Eksplorasi di Lokasi Proyek - Exploration Site Team (EST), tanggung jawab terkait
dengan pelaksanaan LARAP ini berada di bawah Spesialis Sosial dan Hubungan Masyarakat
(lihat Gambar 12-1 dan Gambar 12-2).

137.Personel utama akan bertanggung jawab atau terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah
dan pemukiman kembali untuk Proyek serta LARAP ini:

Tabel 12-1 Peran dan Tangung Jawab Pengadaan Tanah Proyek

No Unit/ Personil

Peran dan Tanggung Jawab Utama

1 . Tim Safeguard e Bertanggung jawab atas seluruh proses pengadaan tanah dan pemukiman
PMU kembali dan memastikan kompensasi /nilai penggantian penuh

e Memimpin keterlibatan dan penghubung utama dengan tim pemerintah
dan pihak terkait lainnya (mis. Kantor Jasa Penilai Publik / KIPP) selama
proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali

¢ Memastikan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress
Mechanism/GRM) yang tepat dan dapat diakses oleh WTP dan
masyarakat di wilayah proyek

¢ Melakukan pemantauan internal terhadap proses pengadaan tanah,
termasuk evaluasi terhadap pemulihan mata pencaharian
masyarakat/rumah tangga yang terkena dampak Proyek

EST - Manajer
Lapangan dan
tim

Berkoordinasi dengan Tim Safeguard PMU mendukung Tim Pengadaan
tanah (dibentuk oleh Pemda) dalam pelaksanaan proses pengadaan
tanah, termasuk sosialisasi, negosiasi dan penanganan pengaduan

Tim Pengadaan
tanah (Tim Ad
Hoc terdiri dari
beberapa
institusi di dalam
Pemerintah
Daerah
Manggarai
Barat, dibentuk
oleh Keputusan
Bupati)

Bekerja sama dengan Tim Safeguard PMU SMI dan EST (termasuk
Manajer Lapangan) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat selama seluruh proses pengadaan tanah dan pemukiman
kembali

Sosialisasi rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang
diusulkan serta pengungkapan/negosiasi kompensasi dan proses
pembayaran

Selama proses sosialisasi, menjelaskan proses pengadaan tanah dan
pemukiman kembali, kerangka kerja untuk menentukan nilai perubahan
keuntungan, bentuk kerugian dan hak dan kewajiban pihak yang berhak,
juga untuk inventarisasi masalah atau keberatan dan untuk
mengklasifikasikan keberatan (jenis dan alasan keberatan, keberatan dan
saran dari pihak-pihak yang berseberangan)

Membantu penilai independen selama inventarisasi dan identifikasi lahan
yang terkena dampak

Membantu menangani pengaduan terkait dampak proyek dan proses
pengadaan tanah
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Kepala PMU (Project

Management Unit)
Bertindak atas nama PMU

PMU Jakarta

Manajer Proyek
(PM)

Manajer
Administrasi &
Penunjang

Manajer
Eksplorasi (EPM)

Legal &
Compliance
Specialist

Asisten Admin
PM Proyek

Deputi EPM dan Social Environmental Procurement & Financial
Project Controls Specialist Specialist Contract Specialist Specialist

Tim Manajemen
Eksplorasi
(EMC)

Site Manager

- PT SMI Kantor Pusat
- PT SMI Lokasi Proyek

- Jacobs Kantor Pusat/Lokasi Proyek

Sumber: PT SMI (Persero), September 2018

Gambar 12-1 Unit Manajemen Proyek — Project Management Unit (Berbasis di Jakarta)

Manajer Eksplorasi (EP I

. PMU Jakarta

PMU Lokasi Proyek

Tenaga Administrasi Proyek
staf K31
Hubungan Masyarakat
Tenaga Penunjang Lain

Pengawas ahli Geologi Company Man
Konstruksi Rig Pengujian Sumur X2
x2 X 2 [Rotasi) |Rotasi)

Bl ~rsnkantor Pusat

- PT 5MI Lokasi Proyek

- Jacobs Kantor Pusat/Lokasi Proyek
Garis Pelaporan Fungsional

Sumber: PT SMI (Persero), September 2018

Gambar 12-2 Tim Explorasi di Lokasi Proyek - Exploration Site Team

LARAP
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13.Jadwal Pelaksanaan

138.Jadwal untuk pengadaan tanah sesuai dengan jadwal yang diperbarui dari Proyek Eksplorasi Waesano seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 13-1 Jadwal Pengadaan Tanah
018 019 020

0 eglata adwa AQ ep O 0 De a eb are Ap e AYo| ep O 0 De an to

1 Penyiapan LARAP

a Pengukuran kadastral dan Agustus s.d
survei sosial ekonomi rumah November 2018
tangga

b Finalisiasi dokumen LARAP Agustus s.d

Desember 2018,
Maret 2019
c Review dan persetujuan LARAP April 2019
d Pengungkapan LARAP April 2019

2 Pelaksanaan LARAP

a Sosialisasi detil rencana Desember 2018,
pengadaan tanah April s.d Mei 2019
b Penilaian besaran kompensasi Juni 2019
untuk seluruh aset terkena dan
pelaporan

c Pengukuran batas tanah untuk |Desember 2018 s.d
proyek oleh BPN Januari 2019, dan
Mei 2019

LARAP
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Kegiatan

Pengungkapan hasil
pendataan dan penilaian tanah,
termasuk hasil verifikasi WTP
di papan pengumuman desa

Juni 2019

Musyawarah untuk
mendapatkan kesepakatan
besaran harga sewa dan
kompensasi tanah dan
tanaman

Juli s.d Agustus
2019

Pembayaran Kompensasi
dan Sewa

»  Pembayaran
Kompensasi

September s.d
Oktober 2019

» Pelaksanaan
Program Pemulihan
Matapencaharian
(LRP) kepada 63
WTP yang rentan dan
terkena dampak
serius.

LRP akan dilakukan
sebagai bagian dari
Program
Pengembangan
Masyarakat (CDP) PT
SMI, dalam bentuk
peningkatan kerajinan
kain, pengolahan
madu dan kacang
mete (produk hutan

Oktober 2019 s.d
Maret 2020

LARAP
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bukan kayu) dan
karbonisasi kulit
kemiri
»  Sertifikasi tanah Des 2019
h Pemantauan
»  Pemantauan Internal Periodik selama
(dilaporkan per pelaksanaan LARAP
kuartal)
»  Pemantauan 6 bulan setelah
Eskternal (Jika perlu) |kompensasi selesai
dibayarkan
LARAP
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14.Biaya dan Anggaran

11.1. Biaya Kompensasi

139.Penilaian terhadap tanah dan aset lain yang terkena dampak belum dilakukan pada saat

laporan ini dibuat. Karena itu, anggaran yang dikonfirmasi tidak dapat diperoleh. Estimasi
berikut didasarkan dengan menggunakan pasar umum dan tarif NJOP yang didasarkan pada
informasi yang diperoleh selama pengembangan studi LARAP Pendahuluan (Juni, 2018).
Informasi hanya dari pemilik tanah yang dapat digunakan untuk memperkirakan anggaran
aktual. Perkiraan anggaran di sini harus diperbarui setelah survei penilaian tanah dilakukan
oleh penilai tanah publik bersertifikat telah selesai. Terhadap hal ini, PT SMI telah
mengalokasikan anggaran untuk implementasi pengadaan tanah dengan menggunakan
estimasi penilaian tertinggi.

140.Ringkasan anggaran untuk kompensasi aset yang terkena dampak disajikan pada Error!

Reference source not found..

11.1.1. Perkiraan Kompensasi Tanah

141.Berdasarkan wawancara dengan para pemangku kepentingan selama studi LARAP

Pendahuluan, diidentifikasi bahwa kisaran harga tanah berdasarkan NJOP dan harga pasar
adalah Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per m? atau Rp 100 juta hingga 150 juta per Ha.
Perbedaan harga tanah akan tergantung pada lokasi tanah. Untuk tujuan LARAP ini, estimasi
satuan harga untuk pembelian tanah akan mengacu pada harga pasar maksimum, sedangkan
untuk harga sewa akan mengacu pada Keputusan Bupati Manggarai Barat No.16 Tahun 2015
tentang Jumlah Penggunaan Sewa untuk Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Manggarai Barat, yang menyatakan biaya sewa untuk tanah adalah 15% dari tanah
yang dibeli per tahun. Berikut ini adalah estimasi anggaran untuk sewa dan ganti rugi lahan
untuk proyek:

= Estimasi anggaran untuk sewa tanah selama 5 tahun adalah = 15% x (170.872,88 m?
x Rp 15.000 x 5 tahun) = Rp 1.922.319.900

= Estimasi anggaran untuk biaya penggantian tanah (untuk pelebaran akses jalan)
adalah = 6.685,55 x Rp 15.000 = Rp. 100.283.250

11.1.2. Perkiraan Kompensasi untuk Bangunan Sekunder Yang Terkena Dampak

142.Sebanyak 38 m? tempat istirahat di daerah tersebut - terbuat dari material sementara yang

berfungsi sebagai tempat istirahat saat bekerja di pertanian yang dimiliki oleh 5 WTP akan
terpengaruh oleh proyek. Estimasi tingkatan unit untuk struktur sekunder yang terkena
dampak akan didasarkan pada penilaian oleh penilai berlisensi. Untuk estimasi anggaran
dalam LARAP mengacu pada tingkat tertinggi dari struktur sekunder yang terkena dampak
yang dinilai oleh penilai berlisensi atas Proyek PLN di Kabupaten Kupang Barat, yaitu Rp
600.000 per m? atau Rp 600.000 x 38 = Rp22.800.000.

11.1.3. Perkiraan Kompensasi untuk Tanam Tumbuh

143.Asumsi berikut digunakan untuk memperkirakan anggaran untuk kompensasi tanaman yang

LARAP

terkena dampak di atas tanah — kompensasi dihitung berdasarkan nilai panen rata-rata dari
berbagai jenis tanaman, yang diperoleh selama sensus rumah tangga:

e Kayu seperti mahoni, kayu lokal - sekitar Rp 600.000 - Rp 1.000.000;

e Pohon buah-buahan seperti mangga, alpukat, kelapa — cakupan kisaran harga yang cukup
tinggi yaitu antara Rp 25.000 - Rp 500.000;

o Perkebunan yang dipanen tahunan, seperti kopi, cengkeh, kemiri - sekitar IDR Rp 15.000
- Rp 90.000; dan
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e Tanaman seperti cabe, sayuran - antara Rp 10.000 - Rp 15.000.

11.1.4. Perkiraan Kompensasi untuk Tanah Milik Kehutanan

144.Daerah hutan yang berpotensi terkena dampak untuk well pad WS-D, area pembuangan dan
jalan akses ke well pad WS-D tidak akan ada kompensasi seperti pendapatan negara bukan
pajak (PNPB) dan kompensasi tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.27 /Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang IPPKH.

11.1.5. Perkiraan Biaya Pemulihan Mata Pencaharian (LRP)

145.ESMF GEUDP menyebutkan perlunya kompensasi untuk pemulihan mata pencaharian orang-
orang yang terkena dampak. Biaya untuk program ini tidak termasuk dalam perhitungan nilai
sewa atau pembelian, namun sebagai upaya tambahan yang diterapkan melalui penyediaan
program pemulihan mata pencaharian sebagai bagian dari program CDP PT SMIY.
Pelaksanaan program dapat dilakukan sejalan dengan program tanggung jawab sosial dan
lingkungan dari Proyek. Hal ini diatur seperti diatur dalam Undang-Undang Indonesia 40 tahun
2007 yang menyebutkan bahwa semua perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis di bidang
dan/atau yang terkait dengan sumber daya alam wajib melakukan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungannya.

146.Estimasi anggaran untuk program LRP merujuk ke Program CDP PT SMI adalah Rp
1.761.800.000.

11.1.6. Perkiraan Biaya Sertifikasi

147.Anggaran untuk sertifikasi tanah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015
tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Non-Pajak yang berlaku untuk Kementerian Pertanian dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Estimasi biaya sertifikasi tanah per bidang tanah
adalah Rp750.000.

11.2. Total Biaya Untuk Pelaksanaan LARAP

148.Biaya berikut akan diterapkan untuk pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali
untuk seluruh fasilitas Proyek, dengan perkiraan total anggaran sebesar Rp 10.615.584.753,-
atau USD 758.256¢

17 Program Pengembangan Masyarakat yang disebut Desa Bakti Untuk Negeri Il (DBUN I1) telah dikembangkan oleh PT SMI
untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi ditimbulkan oleh Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi Waesano.
Menurut kajian yang dilakukan oleh Yayasan Dian Desa (YDD — suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditugaskan oleh
PT SMI dalam pelaksanaan program) DBUN Il dibagi dalam dua program, yaitu kategori A yang akan memberikan program
perbaikan fasilitas pendidikan dan revitalisasi fasilitas penyedaaan air bersih yang telah dimulai sejak 2 Oktober 2018.

18 Nilai Tukar 1 USD = Rp. 14.000

LARAP
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Tabel 14-1 Total Anggaran untuk Pelaksanaan LARAP

Kegiatan

Kompensasi

Luasan Area/Unit Perkiraan Biaya (Rp)

a. Sewa tanah

1,922,319,900

b. Kompensasi tanah untuk jalan

sekunder

100,283,250
akses
c. Aset / tanah yang bukan milik
pribadi
o Tanah kehutanan
(pengajuan IPPKH dan 26,315.21 N/A
persetujuan)
o Tanah milik Desa 768.97 11,534,550
o Tanah ulayat (sewa) 909.76 2,046,960
c. Kompensasi untuk tanaman 6,155,040,000
o Pohon/kayu 4,499 4,499,000,000
o Pohon buah buahan 1,334 667,000,000
o Tanaman tahunan 9,658 869,220,000
o Tanaman semusim 7,988 119,820,000
e. Kompensasi untuk bangunan 22,800,000

f. Program pemulihan mata
pencaharian

63 Kel. Rentan 1.761,800,000.

e Sertifikasi tanah (untuk semua
tanah yang akan digunakan untuk
proyek (termasuk untuk well pad
dan fasilitas pendukung dan jalan
akses)*

82 bidang tanah

61,500,000

Sub-Total Kompensasi

9,311,916,450

Biaya Operasional (4% x total
kompensasi)

372,476,658

Total Keseluruhan

9,684,393,108

Kontingensi (10 % x total
kompensasi)

931,191, 645

TOTAL BIAYA

10,615,584,753

LARAP

75




\

SMi

PY SARKNA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERD)

15.Mekanisme Penanganan Keluhan

149.Manajemen keluhan telah diusulkan dalam SEP (lihat Laporan Akhir SEP, Juni 2018);

manajemen ini memiliki peran penting dalam mengelola masalah dan risiko sosial. Mekanisme
penanganan keluhan - Grievance Redress Mechanism (GRM) adalah cara bagi masyarakat
untuk dapat memberikan harapan, umpan balik atau mengajukan keluhan yang terkait dengan
semua kegiatan proyek, baik secara lisan maupun tertulis, untuk mendapatkan dukungan bagi
pelaksanaan kegiatan proyek, termasuk kegiatan pengadaan tanah. Secara umum,
mekanisme keluhan Proyek akan sejalan dengan GEUDP ESMF, yang menyatakan bahwa
"mekanisme keluhan menetapkan prosedur untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian
masalah dan keluhan dari masyarakat yang terkena dampak yang ditimbulkan dari kinerja
lingkungan dan sosial klien".

150.Khususnya, untuk masalah pengadaan tanah, Proyek akan mengadopsi proses yang

ditetapkan pemerintah dalam menangani keberatan (lihat Bagian 5), bersama dengan
mekanisme keluhan umum untuk semua kegiatan Proyek. Berikut merupakan prinsip-prinsip
yang akan diterapkan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan keluhan (GRM) Proyek:

Tidak ada biaya yang dibebankan kepada WTP sehubungan dengan mekanisme
penanganan keluhan;

Mekanisme penanganan keluhan (GRM) akan diungkapkan/diumumkan di lokasi yang dapat
diakses, misalnya kantor kepala desa atau gereja; dan

Tokoh masyarakat (misal kepala desa, tu'a golo, dan camat) akan dikonsultasikan (misalnya
melalui lokakarya atau diskusi kelompok) untuk lebih memahami mekanisme penanganan
keluhan (GRM) Proyek dan dapat mendukung serta memfasilitasi penanganan pengaduan.
Selain itu, hal tersebut juga akan membantu Proyek untuk memastikan mekanisme
penanganan keluhan (GRM) yang dikomunikasikan dengan baik kepada anggota masyarakat
lainnya;

Jenis keluhan yang akan direspon melalui mekanisme yang ada didalam dokumen LARAP
ini adalah keluhan terkait dengan hasil pendataan aset yang terkena dampak, sengketa
kepemilikan tanah, kompensasi, aset tambahan yang terkena dampak yang terkena dampak
selama kegiatan eksplorasi.

151.Prinsip Mekanisme Penanganan Keluhan harus dapat diakses oleh masyarakat lokal,

LARAP

termasuk WTP. “Sekretariat Bersama” akan dibentuk oleh Pemda untuk membantu PT
SMI/Proyek dalam menangani keluhan lingkungan dan sosial apa pun yang timbul selama
pengadaan tanah dan selama tahap eksplorasi. Berikut disampaikan rincian dari mekanisme:

WTP yang dirugikan dapat menyampaikan pengaduan baik secara langsung ke kantor proyek
PT SMI (Manajer Lapangan dan Community Relation/Comrel) atau kepada pemimpin adat di
tingkat desa/dusun ke kepala desa atau kepala kecamatan yang akan
memfasilitasiimenyampaikan  pengaduan ke Kantor proyek PT SMI, untuk
mendapatkan/mencari resolusi. Kantor Proyek/pemimpin adat/kepala desa/camat memiliki
waktu 5 hari kerja sejak diterimanya keluhan hingga penyelesaian keluhan. Pada tingkat ini,
WTP yang dirugikan dapat mengajukan keluhan mereka ke “kotak keluhan” yang akan
diletakkan di setiap dusun dan kepala kantor kecamatan; atau keluhan dapat dikirim melalui
telepon seluler atau surat elektronik ke PT SMI.

i. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan, WTP dapat menyampaikan keluhan tersebut ke PMU

atau ke badan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH Kabupaten) atau Dinas
Pekerjaan Umum, yang selanjutnya akan menyampaikan keluhan tersebut ke PMU untuk
resolusi. Selanjutnya, Proyek memiliki 10 hari kerja untuk menyelesaikan pengaduan. Pada
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level ini WTP yang dirugikan juga dapat mengirimkan keluhan mereka ke telepon seluler atau
surat elektronik ke PT SMI. Mekanisme yang ditunjukkan pada Gambar 15-1.

iii. Jika keluhan dalam skala yang lebih besar tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh Tim
Hubungan Masyarakat setempat, maka akan diberikan ke Divisi DELJ dan divisi terkait di PT
SMi;

e Rencana tindakan resolusi pengaduan akan mencakup:
- Surat pernyataan klarifikasi;
- Pelibatan dengan pengirim keluhan dan pemangku kepentingan terkait;
- Tanggapan melalui telepon; dan

- Membuat memo persetujuan mengenai rencana kerja mekanisme pengaduan yang
diusulkan.

e Tim Hubungan Masyarakat dengan Sekretaris Perusahaan akan bertanggung jawab
untuk memantau cara penanganan keluhan dan memastikan penanganannya dengan
baik, serta seluruh proses akan di dokumentasikan dengan tepat; dan

e Laporan manajemen keluhan reguler akan dibuat dan dimasukkan dalam laporan
manajemen dan pemantauan lingkungan dan sosial secara berkala.

LARAP
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DIALOG

LARAP

v

SEKRETARIAT BERSAMA

v

EST (TIM PROYEK GEUDP)

KADES & CAMAT 3

« DROP BOX
« TELEPON: 0812 9922 4403

COMREL & SITE MANAGER

« DROP BOX
« EMAIL: corporatesecretary@ptsmi.co.id
« TELEPON: 0812 9922 4403

I 1
> |  PROsespeNanGANANKELUHAN | €---------------
5 hari kerja
TERTANGANI
SEKRETARIAT BERSAMA PMU GEUDP

INSTITUSI TERKAIT DI KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
(DLHK, PUPR, dll)

« EMAIL: corporatesecretary@ptsmi.co.id
« TELEPON: 0812 9922 4403

« EMAIL: corporatesecretary@ptsmi.co.id
« TELEPON: 0812 9922 4403

KETERANGAN:

TERTANGANI

MONITORING

Sekretariat Bersama terdiri dari beberapa institusi di lingkungan Pemkab Manggarai Barat, dibentuk melalui SK Bupati yang salahsatu
tugasnya adalah untuk membantu penanganan keluhan masyarakat terkait kegiatan ekplorasi panas bumi Wae Sano

Gambar 15-1 Mekanisme Penanganan Keluhan

)
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16.Pemantauan dan Pelaporan

152.Tingkat kegiatan pemantauan akan sepadan dengan risiko dan dampak yang ditimbulkan dari

proyek. Tujuan pemantauan dan pelaporan adalah untuk: (a) Mematuhi peraturan nasional
dan OP 4.12 Bank Dunia yang telah diadopsi dalam GEUDP ESMF; (b) Menentukan efektivitas
pengaturan kelembagaan; (c) Identifikasi masalah dan tindakan perbaikan jika ada; (d)
Identifikasi metode untuk merespons segera dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah;
(e) Memeriksa apakah standar kehidupan para pengungsi telah dipulihkan atau ditingkatkan;
(f) Menilai keberlanjutan program pemulihan pendapatan; dan (g) Menentukan apakah sumber
daya manusia dan keuangan yang dialokasikan memadai dan efektif.

153.Selain mencatat kemajuan dalam pembayaran kompensasi dan kegiatan pemukiman kembali

LARAP

lainnya, Proyek akan diminta untuk menyiapkan laporan pemantauan untuk memastikan
bahwa pelaksanaan rencana pemukiman kembali telah memberikan hasil yang diinginkan.
Proses berikut ini akan diterapkan untuk pemantauan dan pelaporan LARAP ini:

Tim Safeguard PMU akan melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi
pelaksanaan setiap komponen LARAP. Ini akan menjadi bagian dari keseluruhan sistem
pemantauan dan pelaporan proyek yang diuraikan dalam Manual Implementasi Proyek
GEUDP. Hal initerlihat dalam perihal berikut:

- Jumlah pihak yang berhak berdasarkan kategori dampak per komponen, kemajuan
pelaksanaan pengadaan tanah termasuk status pembayaran kompensasi, program
pemulihan pendapatan dan status pemberian hak lainnya. Jumlah dana yang dialokasikan
untuk operasi, kerangka waktu, kompensasi dan hak lainnya;

- Tingkat kepuasan orang yang terkena dampak terhadap program pemulihan mata
pencaharian, khususnya WTP yang rentan dan parah;

- Konsultasi melalui berbagai pertemuan dan termasuk pertemuan khusus dengan
kelompok rentan dan perempuan;

- Pengaduan/keluhan yang mungkin termasuk konsultasi yang diselenggarakan untuk
kegiatan LARAP, pengetahuan tentang LARAP dan hak oleh WTP, informasi dan
penggunaan mekanisme penanganan keluhan, dan masalah yang belum diselesaikan
yang memerlukan tindakan dari manajemen;

- Fasilitas dan infrastruktur publik yang terkena dampak agar dapat segera dipulihkan; dan
- Masalah pelaksanaan dan solusi yang ditemui.

Sebagaimana dianggap perlu oleh Bank Dunia dan PT SMI, tim Safeguard PMU akan
melibatkan lembaga pemantau independen untuk meninjau dan mengevaluasi pengadaan
tanah secara tidak sukarela, dan proses pemulihan mata pencaharian.

Penyusunan laporan pelaksanaan pengadaan tanah pada akhir seluruh proses pengadaan
tanah untuk diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Bank Dunia.
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Appendix A Formulir Kuesioner
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No. WTP (Project Affected People

KUESIONER SURVEI PENGADAAN TANAH
Proyek Eksplorasi Panas Bumi Waesano
PT Sarana Multi Infrastruktur
2018

Terima kasih telah menyetujui untuk wawancara dengan saya hari ini tentang klaim lahan Anda dan situasi rumah tangga
Anda. Untuk lebih memahami bagaimana pengadaan tanah Proyek akan memengaruhi Anda dan rumah tangga Anda, kami
telah menyiapkan sejumlah pertanyaan tentang keanggotaan rumah tangga Anda, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga
Anda, dan kondisi sosial ekonomi Anda.

Semua jawaban dan informasi akan kami rahasiakan dan tidak dibagikan secara publik. Ini akan digunakan untuk
memungkinkan Proyek agar lebih memahami situasi Anda sehingga langkah-langkah yang tepat dapat dibuat sesuai kebutuhan
bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan perubahan yang diakibatkan oleh Proyek.
Setelah selesai wawancara, kami akan meminta Anda untuk menandatangani Formulir Survei untuk menunjukkan bahwa Anda
telah secara sukarela berpartisipasi dalam Survei ini dan menyatakan bahwa semua informasi yang Anda berikan akurat, sejauh
yang dapat Anda sampaikan.

Nama Responden

Alamat (Dusun/RT/RW)

No KTP dan/ atau KK
(foto)

IV | Pewawancara
V | Hari/Tanggal wawancara
VI | Tandatangan Responden
VIl Pewawancara VI Supervisor IX Data Entry
Nama: Name: Name:
Tanda tangan: Tanda tangan: Tanda tangan:

LARAP
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A KARAKTERISTIK RESPONDEN
1. Nama Responden:
2. Jenis kelamin responden:
Status responden di rumah tangga tersebut: a) suami d) menantu
3 b) istri e) saudara
’ ¢) anak f) lainnya, sebutkan: ...........
Nama Kepala Keluarga:
Jumlah Anggota Keluarga (satu rumah):
Umur e, Tahun
NO Telp Seluler e s
. Alamat (Dusun/RT/RW)
' DY U Kecamatan
KabUPALEN ..o
Agama /Kepercayaan
9. a. Islam b. Kristen Protestan ¢. Hindu
d. Budha d. Kristen Katolik e. Lainnya, sebutkan ................
10 Status Perkawinan
" | a. Menikah b. Tidak Menikah | ¢. Janda/Duda
Pendidikan Terakhir
11. a.SD b. SMP/sederajat ‘ ¢. SMU/sederajat
d. PT/ sederajat / Akademi e. Lainnya, sebutkan ...........c.cocccveevrincinnnn,
13. Lama Tinggal di wilayahini | tahun
14. KESUKUAN: e e
B. ANGGOTA KELUARGA (sesuai KK)
Jenis Umu Hubungan Status - .
No Nama Kelamin r Keluarga Pernikahan Pendidikan Pekerjaan
1
2
3
4
5
6
7
8
LARAP
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C.KEPEMILIKAN ASET
1. Aset Bergerak

Kepemilikan A

No Aset Bergerak Sejak Tahun Jumlah Nilai (Rp)
a Motor
b Mobil

Generator Listrik

Lainnya, sebutkan:
d

2. Aset Tidak Bergerak
Material Material S
No | BANGUNAN | Total | it:]‘it;:ian* Atap Lantai Mateéfr:g:dmg
Area(m2) P Rumah Rumah

a | Rumah

Gudang/ tempat
b penyimpanan

hasil pertanian

dan sejenisnya
¢ | Kios/Warung

Tempat Usaha
d | lain, sebutkan**

Bangunan lain,
e | sebutkan**

*Status Kepemilikan:
a. Sertifikat hak milik

Keterangan kepala desa
Sertifikat HGB

Hak Pinjam Pakai

Akta Jual Beli/Hibah
Tanpa surat-surat

g. Lainnya, sebutkan

"o o0 o

**Misalnya penginapan untuk turis, apabila memiliki rumah kedua, dsb

LARAP
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D.INVENTARIS ASET LAHAN

%)
2 <
Sumger OF

Pertanian (sawah atau ladang) Perkebunan (buah-buahan atau
tanaman keras lain)
Apakah lahan - Apakah lahan . .
Persil berada di Sebutkan tanaman di Sebutkan tanaman Luas-g::trat::mian Egﬁ;yggi Sejak tahun disewakan atau Ag:b'::,ga’lsa'sgs
No (Sebutkan lokasi rencana lokasi atas sawah/ladang di atas kebun yang dan Haraa Beli berapa digarap/bagi p(ngr?]a aﬁamat
persil tanah: Desa | proyek/ sudah Luas Lahan | Yand masih produktif Luas Lahan masih produktif Perkebunan Lghan memiliki atau hasil dengan en ' ara
dan Dusun disurvei proyek > menghasilkan m? menghasilkan ) 2 mengolah lahan orang lain penggarap
(a) (m?) 9 9 (m?) (Rp/m?) (dusun/desa)
YIm)* pendapatan dalam 1-5 pendapatan dalam 1- (YIT)
b tahun terakhir)** f 5 tahun terakhir)*** - j
(® ()
1 Lokasi 1
2 Lokasi 2
3 | Lokasi3
4 | Lokasi 4
5 | Lokasi5
6 | Lokasi6
7 | Lokasi7
8 | Lokasi8
Total Luasan

*Tanyakan dan didata terlebih dahulu lokasi persil tanah yang sudah disurvei proyek

**a. padi; b. jagung; c. lainnya (sebutkan)
***a. kopi; b. pinang; c. kemiri; d. nangka; e. alpukat; f. vanili; g. bambu; h. lainnya (sebutkan)
*x xxx Jawaban bisa lebih dari 1
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E. PENDAPATAN

1. Sumber penghidupan rumah tangga*
(termasuk sumber pendapatan/ pekerjaan dari kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan anggota rumah tangga

lainnya)

o

J-

—oKQa o oo o

Pertanian sawah atau ladang

Perkebunan

Peternakan

Pedagang (termasuk toko)

Usaha sektor wisata

Buruh atau tukang (termasuk buruh lepas perkebunan/pertanian)

Pegawai (termasuk pegawai pemerintah, karyawan lain)

Pengambilan hasil hutan

Bantuan dari pihak lain (misalnya bantuan untuk KK miskin dari pemerintah atau bantuan
keluarga di luar KK)

Lainnya, sebutkan:

*Jawaban bisa lebih dari 1

2. Apabila ada pendapatan di sektor pertanian sawah/ladang dan perkebunan (Pilihan a — b pada No 1 di

atas)

No Sebutkan nama tanaman yang Tanaman Tanaman Tanaman Tanaman Tanaman
masih produktif dalam 1-5

tahun terakhir*

a Lokasi tanaman di atas Lokasi
Tanah Persil ke**

b | Areatanam(m?) /Jumlah
tanaman(batang)

c | Frekuensi panen(dalam 1 tahun)

Produksi | Per sekali panen
hasil

panen Per tahun
(unit/kg)

f | Perkiraan rata-rata pendapatan
kotor sekali musim panen (Rp)

g | Perkiraan biaya produksi untuk
sekali musim tanam/musim panen

(Rp)

h | Total pendapatan bersih per
musim panen***

i Total pendapatan bersih per tahun

*Rincian tanaman, baik itu tanaman pertanian sawah/ladang dan perkebunan harus sesuai dengan isian di Tabel D:
tanaman di atas tanah yang masih produktif (menghasilkan pendapatan dalam 1 tahun terakhir)
**Sesuai urutan lokasi persil tanah pada Tabel D

***h:ffg

Catatan: rata-rata pendapatan dan biaya produksi, berdasarkan 1-5 tahun terakhir

LARAP
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No

Sebutkan nama tanaman yang
masih produktif dalam 1-5
tahun terakhir*

Tanaman

Tanaman

Tanaman

Tanaman

Tanaman

Lokasi tanaman di atas Lokasi
Tanah Persil ke**

Area tanam(m?) /Jumlah
tanaman(batang)

Frekuensi panen(dalam 1 tahun)

Produksi | Per sekali panen

hasil
panen
(unit/kg)

Per tahun

Perkiraan rata-rata pendapatan
kotor sekali musim panen (Rp)

Perkiraan biaya produksi untuk
sekali musim tanam/musim panen

(Rp)

Total pendapatan bersih per
musim panen***

Total pendapatan bersih per tahun

No

Sebutkan nama tanaman yang
masih produktif dalam 1-5
tahun terakhir*

Tanaman

Tanaman

Tanaman

Tanaman

Tanaman

Lokasi tanaman di atas Lokasi
Tanah Persil ke**

Area tanam(m?) /Jumlah
tanaman(batang)

Frekuensi panen(dalam 1 tahun)

Produksi | Per sekali panen

hasil
panen
(unit/kg)

Per tahun

Perkiraan rata-rata pendapatan
kotor sekali musim panen (Rp)

Perkiraan biaya produksi untuk
sekali musim tanam/musim panen

(Rp)

Total pendapatan bersih per
musim panen***

Total pendapatan bersih per tahun

3. Apabila ada lahan yang tidak dikerjakan sendiri: disewakan atau digarap orang lain
(Sesuai jawaban pada Tabel D Kolom (k))

Bagaimana mekanisme sewa/ bagi hasil dengan pemilik lahan? Jelaskan

a.l pembagian hasil panen

a.2 dengan pembayaran sewa tanah per tahun

a.3 sebutkan lainnya:

Berapa pendapatan dari lahan yang disewakan atau digarap orang lain, dalam 1-5 tahun terakhir?

Lokasi Persil*

Pendapatan per Musim Panen (Rp)

Pendapatan per Tahun (Rp)

LARAP
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OB |W (N |-

TOTAL (Rp)

*sesuai urutan pada Tabel D

4. Apabila ada pendapatan dari peternakan(Pilihan ¢ pada No 1 di atas)

Kerbau

Babi Ayam

Bebek

Lainnya

Lainnya

Jumlah ternak

Ternak untuk:
(a). Jual; atau
(b) Konsumsi RT

(berapa bulan)

Sudah berapa lama dipelihara

Harga jual/ beli (Rp/hewan)

5. Apabila ada pendapatan di luar pertanian(Pilihan d — g pada No 1 di atas)

No

Sumber Pendapatan*

Pendapatan per Bulan (Rp)

Pendapatan per Tahun (Rp)

A

TOTAL (Rp)

*Sesuai jawaban No 1 di atas

LARAP
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6. Apabila ada sumber penghidupan rumah tangga dari pengambilan hasil hutan(Pilihan h pada No 1 di

atas)
Rata-rata Rata-rata
Kebiasaan . . pendapatan dari pendapatan dari
No Hasil Hutan* pengambilan hasil “ﬁj&%aa?gkﬁﬂl menjual hasil menjual hasil
hutan** hutan — sekali hutan dalam 1
pergi (Rp) tahun (Rp)
A
B
C
D
E

*Sebutkan, bisa berupa tanaman hewan
**Pengambilan: (a) setiap hari; (b) setiap bulan; (c) berapa kali dalam 1 bulan, sebutkan: ___; (d) berapa kali dalam 1
tahun, sebutkan
***Tujuan: (a) dijual; (b) konsumsi, misalnya berburu hewan; (c) untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya memasak; (d)
ambil kayu untuk buat rumah; (e) untuk obat-obatan

7. Apabila mendapat bantuan dari pihak lain(Pilihan i pada No 1 di atas)

a. Jelaskan bantuan apa saja dari pihak lain yang menjadi sumber penghidupan rumah tangga

a.1l Bantuan untuk KK miskin atau sejenisnya dari pemerintah

a.2 Bantuan dari anggota rumah tangga yang tinggal di lokasi lain (sudah tidak lagi 1 rumah/ 1 KK)

a.3 sebutkan lainnya:

b. Besar bantuan yang didapat

Rata-rata besar bantuan R b b
Jenis Bantuan dari sekali dapat at?(-rla}tg esta(; Iantulan
; sekali dapat dalam
No | Pihak Lain (seperti gi | FeKUefS! mendapatian | (verdasarkan -5 tahun apat
Point 7.a di atas) terakhir) -
(Rp) (Rp)
1
2
3
4
5

*Frekuensi: (a) setiap bulan; (b) setahun sekali; (c) setahun lebih dari satu kali; (d) hanya pernah
mendapatkan 1 kali; (€) sebutkan lainnya

LARAP
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PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Pengeluaran

No Komponen Pengeluara
Per bulan (Rp) Per tahun (Rp)

1 Pengeluaran utama

A | Belanja untuk konsumsi bulanan

B | Biaya sekolah

C| Lainnya

2 Pengeluaran khusus

A | Sebutkan:

B | Sebutkan:

Total Pengeluaran

G. PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MENGENAI PENGADAAN TANAH PROYEK

1. Apakah Anda mengetahui tentang rencana pembangunan proyek?
(@) Ya (b) Tidak
2. Apakah anda mengetahui rencana pengadaan tanah untuk pembangunan proyek?
(@) Ya (b) Tidak
3. Apakah Anda menghadiri sosialisasi/konsultasi proyek yang dilakukan proyek terkait rencana pengadaan tanah?
(a) Ya, berapa kali? (b) Tidak
4. Jika tidak hadir sosialisasi, darimana Anda mengetahui tentang rencana pengadaan tanah untuk proyek?
(a) Tetangga/ obrolan masyarakat di desa
(b) Kepala Desa
(c) Dari Tim Survei yang mendata lahan
(d) Sebutkan lainnya:
5. Apabila mengetahui tentang rencana pengadaan tanah (Menjawab Ya pada pertanyaan No.2), apakah Anda mengetahui
skema pengadaan tanah untuk proyek?
(@) Ya, sebutkan: (i) Jual Beli (ii) Sewa (iii) Sebutkan lainnya
(b) Tidak
6.  Apakah anda memiliki kekhawatiran dengan adanya rencana pengadaan tanah?
(@) Ya (b) Tidak
7.  Jika Ya (pada pertanyaan No.6), sebutkan satu-satu pilihan di bawah untuk dijawab: (i) Ya atau (ii) Tidak
(a) Terkait kejelasan mekanisme pengadaan tanah
(b) Kesesuaian dengan mekanisme pengadaan tanah yang diinginkan
(c) Terkait harga jual/sewa
(d) Apabila sewa, berapa lama waktu sewa
(e) Tldak memiliki lahan lain untuk bertani/ berusaha
(f) Khawatir dampak proyek, sebutkan
(9) Sebutkan apa bila ada kekhawatiran lainnya:
8.  Jika-Ya{padapertanyaan-No-6)-Apakah anda bersedia lahan digunakan untuk pembangunan proyek?
(@) Ya (b) Tidak
LARAP
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9. Jika-Ya{padapertanyaan-No-8-di-atas)-Apakah anda bersedia menghadiri pertemuan negosiasi dengan Tim Proyek?
(@) Ya (b) Tidak

10. Apabilaadakekhawatiran-(adajawaban-Ya-pada-No-A-Apakah Anda mengetahui kemana harus menyampaikan
kekhawatiran kepada Tim Proyek?

(@) Ya, sebutkan ke mana jalur penyampaikan keluhan menurut masyarakat
(b) Tidak

H. PENUTUP
1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan sekarang?

LARAP
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